
Menimbang 

BUPATI WONOSOBO, 

a. bahwa untuk mewujudkan Pelaksanaan Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah yang 
terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran perlu 
menetapkan Standar Operasional Prosedur Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Wonosobo; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Standar Operasional Prosedur 
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik Pemerintah Kabupaten Wonosobo; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
lnformasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5952); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
SISTEM INFORMASI BERBASIS ELEKTRONIK 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI WONOSOBO 
NOMOR ~-1. TAHUN 2018 

BUPATI WONOSOBO 
PROVINS! JAWA TENGAH 



12. 

11. 

10. 

9. 

8. 

7. 

6. 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa terakhir kali 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5149); 
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5348); 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 
Tahun 2014 ten tang Rencana Pita Le bar Indonesia 
Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 31); 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 
Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 182); 
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 
28 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain 
go.id untuk situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan 
Daerah; 
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran 
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo 
Nomor 10); 

5. 

4. 
~ 



Pasal 2 
(1) Dokumen Standar Operasional Prosedur Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik digunakan sebagai pedoman teknis dalam rangka pelaksanaan 
yang berkaitan dengan pengembangan sistem pemerintahan berbasis 
elektronik yang terpadu sehingga lebih sistematis, terarah, berkesinambungan 
dalam kerangka mendukung tugas fungsi Pemerintah Kabupaten Wonosobo 
kearah efektifitas pelayanan publik, pelayanan antar instansi pemerintah serta 
pelayanan pada pegawainya. 

(2) Ruang lingkup Dokumen Standar Operasional Prosedur ini mencakup 
beberapa hal sebagai berikut: 
a. Pengelolaan Data Center; 
b. Pengelolaan Operating System; 
c. Pengelolaan Aplikasi; 
d. Pengelolaan Database Satu Data; 
e. Pengelolaan Domain dan Sub Domain; 
f. Pengelolaan email resmi Pemerintah Daerah; 
g. Pengelolaan Sistem Jaringan Intra Pemerintah. 

(3) Dokumen Standar Operasional Prosedur Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB II 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Wonosobo. 
4. Standar Operasional Prosedur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

adalah Dokumen Petunjuk Teknis dalam konteks pemanfaatan teknologi 
informasi dan komunikasi yang bersifat menyeluruh, terpadu serta 
terkoordinasi yang secara dinamis dan realistis memperhitungkan serta 
mengkaitkan aspek-aspek manajemen kelembagaan, hukum dan perundang­ 
undangan, perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, jaringan 
komunikasi data, dan dan lain-lain. 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN : 
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL 
PERSEDUR SISTEM INFORMASI BERBASIS ELEKTRONIK 
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO. 

Menetapkan 



M AMMAD ZUHRI 

SERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2018 NO MOR ci,2 

Diundangkan di Wonosobo f so /8· 
pada tanggal I b A-tJ- Ut1 U4 

Pj. SEKRE 'A IS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, 

Pasal 3 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Wonosobo. 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 



G.JARINGAN .~OMPUTER 

F. EMAIL 

E.DOMAIN 

D.DATABASE 

C.APLIKASI 

B.OPERATING SYSTEM 

A. DATA CENTER 

STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR 

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WONOSOBO 

NOMOR ,!2,j, TAHUN 2018, 

_, 



A. DAT~, CENTER 

1. PERAWATAN RUTIN DATA CENTER . 

2. PERAWATAN PREVENTIF DATA CENTER·····················································~··························· ················· ······· 

3. PERMINTMN H.A.K AKSES DATA CENTER ··························· ··· ····· ·· · 

4. PERUBAHAN HAK AKSES DATA CENTER . 

5. PENGHAPUSAN HAK AKSES DATA CENTER - : .. ············ ····· ······················· ·· 

6. KEHILANGAN DAN PENGGANTIAN KARTU AKSES DATA CENTER . 

7. PENAMBAHAN RAK SERVER DI DATA CENTER . 

8. PEMASANGAN SERVER DI DJ\TA CEN1'ER ····· ········· ··· ·· ··· . 

9. PENGAMBILAN .. $~~VER DARI DATA CENTER . 

10. PEMASANGAN STORAGE DI DATA CENTER .. 

11. PENAMBAHAN KAPASITAS STORAGE DI DATA CENTER ;' . 

12. BACKUP DATA DI DATA CENTER ." '. · _ . 

13. RESTORE DATA DI DATA CENTER ,. : ~ : . 
y • - ·; 

14. PEMINDAHAN PERANGKAT1DATA CENTER . 

_ 15. PENGGANTIAN SUMBER LISTRIK DATA CENTER .. 

16. PENAMBAHAN KAPASITAS UPS DI DATA CENTER., '.;·· ···· ···· ······i··· . 
17. PERMINTAAN HOSTING APLIKASI · · .. · · · · · · · · .. 

18. PENGHAPUSAN HOSTING APLIKASI . 

19. PENAMBAHAN SPACE HOSTING APLIKASI . 

20. PEMBUATAN VPS (VlRTUAL PRIVATE SERVER) s, : .. -, : : - 



.D. DATAB~SE 

31. PENAMBAHAN DATABASE BARO . 

32. PENGHAPUSAN DATABASE ····· ·· ···· ··· 

33. PENAMBAH.t\N TABEL BA~U ··· ·· ·········· ········ ····· ··· ······ ·· ·:·:.·· _···:···· ··· ·· ·· ····· ···· · .. ·:'.:::····· ·· .·.·· :····· 

34. BACKUP DATABASE ·· ········ ·· 

C. A~~J:¥...ASI 

26. PENGP. .. JUAN APLIKASI BARU ·· · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· ·· · · 

27. PENGAJUAN UPGRADE APLIKASI .- ::: ·· · · ·· ·· ···· · 

28. PENGAJUAN DOWNGRADE APLIKASI : _. _. _ . 

29. PENGA,JUAN PENGHENTIAN OPERASIONAL APLIKASI . .- -;-···· · 

30. PENGAJUAN'BACKUP APLIKASI ·· ···· ···· ·· ····· ·· ··· 

B. OPERATING SYSTEM 

23. INSTALASI OPE&c\.TING SYSTEM SERVER ······· ·· ········ ·· ···· ·········· 

24. UPGRADE OPERATING SYSTElvi SERVER · . 

25. MIGRASI OPERATING SYSTEM SERVER _. . 

21. PENGHAPUSAN VPS (VIRTUAL PRIVATE SERVER) - .,) · . 

22. PENAMBAHAN SUMBER DAYA VPS . 



. F. EMAIL 

47. PENGAJUAN AKUN EMAIJBARU (PERORANGAN) ' '. : : . 

48. PENGAJUAN AKUN EMAIL BARU {KOLEKTIF) . 

49. PENGAJUAN HAPUS AKUN EMAIL - ·· ·· · · · · · · · · · · · . 

-50. PENGAJUAN SUSPENSI AKUN e vr .. - ••• · •••••• -.: · •••••••••••••••••••••••••• 

43. PENGHAPUSAN SUB NAMA DOMAIN .GO.ID DAN .DESA.10 ······ ·· ····· ·········· · 

44. SUSPENSI NAMA DOMAIN .GO.ID DAN .DESA.ID ·· ··· ·· ·.···· · ·· ·· ·· ···· ·· 

45. , SUSPENSI SUB NAMA DOMAIN .GO.ID DAN .DESA.ID , ····· ··· ·· ··· ······ ····· 

46. PENGAMBILAN PENGELOLAAN NAMA DOMAIN KARENA CYBER ATIACK .. r··· · ····· ·· ··i··· ·· · ···· ·· ······ ···· ··~·- ···· ·· ·:' . 

42. PENGHAPUSAN NArvilCDOMAIN .GO.ID DAN .DESA.ID ····· ·········· ·· ······· ·· ···· · · · . 

E. DOMAIN 

38. PENGAJUAN NAMA DOMAIN BARU .GO.ID DAN .DESA.ID : . 

39. PENDAFTARAN SUB DOMAIN BARU .GO.ID DAN .DESA.ID . 

40. PERUBAHAN NAMA DOMAIN .GO.ID DAN .DESA.ID ···· ····· ·· ···· ·· ·· ·· ····· ······· ·· ·· ·· ····· 

41. PERUBAHAN SUB DOMAIN .GO . .i:D DAN .DESA.ID . 

35. UPGRADE APLIKASI DATABASE -.'! •••• · ••••••••••.••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

36. PEMBERIAN AKSES DATABASE . 

37. PENGHAPUSAN AKSES DATABASE ·· ··· ··· ····· · .. :. ··· ··· ·· ··· ······ ··· ··· ·· 



G. JARINGAN KOMPUTER 

54. PERM OH ONAN PENAMBAHAN PER~GKAT JARINGAN BARU , ······· ····· ·· ···· 

55. PERMOHONAN PENAMBAHAN ·· ···· ··· ·· ·· · ·········· ··· ···· ······ ··········· 

56. PF:RMOHONAN PENGGANTIAN ROUTER . 

57. PERM OH ONAN IP PUBLIK : . - .. -· -- 

58. PERMOHONAN PENAMBAF..AN ATAU PENGHAPUSAN AKUN AKSES INTERNET . 

59. PENANyANAN SERA.NGAN SIBER TERHADAP DEMILITARY ZONE (DMZ) JARINGAN . 

51. PEMBERIAN PERINGATAN BAGI PENGGUNA · · · · · ··· ·· ·· · · · · ·· · · ·· · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · ····· 

52. PENAMBAHAN KAPASITAS . 

53. MIGRASI EMAIL ; ···· ·· ·.······· ··· ·· ······ ··· ···· ···· ···· ····· ·· ······· ···· ······· ··· . 



A.DATA CENTER 
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1. Operator Data Center melakukan pengecekan rutin terhadap perangkat-perangkat pendukung data 
center, seperti AC Presisi, Sistem Kelistrikan, Access Control, Fire Suppresion, CCTV, UPS dan 
Environment Monitoring System (EMS). Operator Data Center sudah mempunyai checklist item­ 
item yang akan dimonitor/dicatat di setiap perangkat tersebut. 

2. Jika pengecekan menemukan indikator di luar normal dan blsa dianggap sebagai gangguan, maka 
Operator DC segera melakukan perbalkan mengikuti panduan atau buku manual yang ads. 

3. Jika setelah dilakukan perbaikan oleh Operator Data Center, indikator masih menunjukkan hal di 
luar normal, maka dilakukan investigasl lebih lanjut 

4. Berdasarkan hasil investigasi atas kondisi peranqkat, Staf melakukan proses review terhadap 
masalah yang (mungkin) terjadi pada perangkat. 

5. Staf meminta vendor perangkat agar melakukan penanganan teknis secara lebih mendalam, 
mencakup menemukan spare-part yang rusak, melakukan troubleshoot pada perangkat dan 
workaround perbaikan sementara pads perangkat 

6. Jika setelah dilakukan penanganan tenis secara lebih mendalam, kondisinya tidak mengalami 
perubahan, maka diusulkan kepada Operator DC agar mempersiapkan draft dokumen pembelian 
spare-part yang pertu diganti. 

7. Selain mempersiapkan draft dokumen pembelian spare-part, Operator DC membuat Laporan 
Masalah dan Laporan Berkala yang akan diserahkan ke Staf, Kasi dan Kabid. 

URAIAN PROSEDUR 

1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik. 
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 

Transaksi Elektronik. 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan lnformatika. 

LANDASAN HUKUM 

NomorSOP : 

Tgl Pembuatan : 

Tgl Revlsi : 

Tgl Dlsahkan : 

Dlsahkan Oleh : 

NamaSOP : 1.PERAWATAN RUTIN DATA CENTER 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO 

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
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i<eterarigan- 

Checklist Item-item 

perangkat yang dicek 
30 menlt 

- Perangkat Data 

Center yang secara 
rutin dicek 

- Checklist pengujian 

· Waktu . Syarat 
Kasi 

K~mlnfo· 

1 Proses melakukan pengecekan rutin 

....... r . .,,.. 

5 Melakukan proses lnvestigasi 

Hasil identifikasi 120 menlt Hasil lnvestigasi 

lanjutan 

6 Melakukan review masalah 

Hasil investigasi 30 menit Hasil review 

7 Penanganan teknis lebih mendalam 

Hasil penanganan Hasil review 
2 x 24jam 

teknis 

2 Pengecekan menemukan problem 

Checklist item-item 

perangkat yang dicek 60 menit Hasil identifikasi 

3 Proses memperbaiki problem 

Hasil identifikasi 60 menit Masalah mendapat 
solusi 

4 Pengecekan apakah problem sudah 
teratasi 

Masalah sudah ada 
solusi 60 menit Hasil identifikasi 

.. - J,h,{i,.f' .. _ ;.. 

.ou~pur·: 
--:Kabid :: 
Kominf~· 

MUTUBAKU 
Pihak 

· _Ketiga · 
Operato'r Staf. 

'DC Kominfo 

Urai~n _ ~rosectur PELAK SANA 

SOP PERAWATAN RUTIN DATA CENTER 
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8 Pengecekan apakah problem sudah 
Hasil penanganan 10 menit Hasil review kedua teratasi 
teknis 

,-.~~- 

9 Persiapan pengadaan spare-part 
Dokumen pengadaan 

Hasil review kedua lx24jam spare-part yang 

dibutuhkan 

- L.aporan Masalah 

Hasil review kedua - L.aporan Berkala 10 
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1. Operator Data Center mengirimkan reminder pelaksanaan perawatan preventif data center ke Stat. 

2. Stat me-respon dan menyetujui dilakukannya kegiatan perawatan preventif data center. 

3. Operator Data Center melakukan pemanggilan ke pihak pelaksana pekerjaan perawatan preventif 
(vendor), dan menginfokan jadwal kegiatan tersebut akan dilakukan. 

4. Pihak pelaksana pekerjaan {vendor) melakukan kegiatan perawatan preventif terhadap perangkat 
pendukung data center, yaitu: AC Preslsi, Sistem Kelistrikan, Access Control, Fire Suppresion, 
CCTV, UPS dan Environment Monitoring System (EMS). 

5. Jika dalam melakukan perawatan pada sebuah perangkat ditemukan ada indikator di luar normal 
clan bisa dianggap sebagai gangguan, maka akan dilakukan perbaikan lanjutan terhadap perangkat 
tersebut 

6. Jika sesudah dilakukan perbaikan lanjutan indikat.or di luar normal atau gangguan itu masih ada, 
maka pihak pelaksana pekerjaan melakukan pergantian spare-part pada perangkat tersebut 

7. Operator DC membuat Laporan Masalah dan Laporan Berkala yang akan diserahkan ke Stat. Kasi 
dan Kabid. 

URAIAN PROSEDUR 

2.PERAWATAN PREVENTIF DATA CENTER NamaSOP 

Disahkan Oleh 

Tgl Dlsahkan 

Tgl Revisi 

Tgl Pembuatan 

NomorSOP 

1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik. 
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 

Transaksi Elektronik. 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan lnformalika. 

LANDASAN HUKUM 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
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Perangkat yang dicek 

preventif: 

1. AC Presisi 

2. UPS 

3. Kelistrikan 

4.CCTV 

5. Access Control 

6. EMS 

7. Fire Suppresion 

Hasil perbaikan 
lanjutan 

Keputusan Checklist 
item yang diperiksa 

Hasil Persetujuan 

Hasil Reminder 

1 x 24jam 

10 menit 

10 menit 

10 menlt 

Waktu 

·,MUTUBAKU 

Keputusan checklist 
item yang telah 
diperiksa 

Checklist item-item 
yang diperiksa 

Ada Hasil Reminder 

- Perangkat Data 
Center yang dilakukan 

perawatan preventif 
- Checklist pengecekan 

preventif 

Kabid· 
~Kominf~ 

Kasi 
Kominfo 

3 Pemanggilan vendor 
perangkat DC Hasil Persetujuan 1 x 24jam Vendor telah dipanggil 

4 Pelaksanaan perawatan 
preventive perangkat DC 

Vendor telah dipanggil Checklist item-item 1 x 24jam 
yang diperiksa 

Kominfo · 
''Pihak. 

~etiga··,: 
·oi>~rator 

· .. : DC 
Staf 

. ....-. .......... SOP PERAWATAN PREVENTIF DATA CENTER 

6 Perbaikan lanjutan 

5 Pengecekan menemukan 

problem 

2 Menyetujui dilakukannya 
perawatan preventive DC 

1 Reminder proses perawatan 
preventive DC 

· No·, J.iraian Prosedur 
. .~· ' 
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Apakah problem sudah y 
Hasil perbaikan Keputusan problem 

7 

10 menit telah diatasi 
teratasi 

lanjutan 

Keputusan problem Hasil perbaikan spare 
8 Melakukan perbaikan spare- 

lx 24jam 
part 

part 
teratasi 

- Laporan Masalah 
Hasil perbaikan spare 

- Laporan Akhir 9 
part 
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1. User dari unit/SKPD/bagian lain mengajukan permintaan untuk diberikan hak akses ke data center. 
Permintaan diajukan melalui email atau surat resmi ditujukan kepada Kepala Dinas, disertai dengan 
justifikasi perlunya kebutuhan tersebut 

2. Operator Data Center menerima permintaan tersebut secara administratif. 

3. Stat melakukan proses identifikasi terhadap justifikasi yang diajukan user, dan Staf mempunyai hak 
untuk menyetujui atau menolak permintaan tersebut 

4. Jika Staf menolak permintaan tersebut, maka Stat akan mengirim notifikasi pemberitahuan ke User. 

5. Jika Staf menyetujui permintaan tersebut, maka Kasi akan melakukan verifikasi atas persetujuan 
tersebut dan selanjutnya Operator Data Center membuatkan hak akses buat User. 

6. User menandatangani Serita Acara untuk permintaan hak akses baik jika diterirna atau ditolak. 

7. Operator Data Center membuat Laporan Rekap Pembuatan Hak Akses Baru dan melaporkan ke 
Staf, Kasi dan Kabid. 

URAIAN PROSEDUR 

1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik. 
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 

Transaksi Elektronik. 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan lnformatika. 

LANDASAN HUKUM 

3.PERMINTAAN HAK AKSES DATA CENTER NamaSOP 

Disahkan Oleh : 

Tgl Dlsahkan : 

Tgl Revisi : 

Tgl Pembuatan : 

NomorSOP : 

~ 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
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Email atau surat resmi Surat ditujukan ke Kepala 

dari user Dinas dan telah 

didisposlslkan ke 

Operator Data Center 

10 menit 

10 menit 

Surat disposisl dari 

Kepala Dinas Kominfo 

2 Proses permintaan baru akses 

ke DC 

Justifikasi penggunaan 

hak akses ke DC 

1 Permintaan hak akses ke DC 

, ,. _sya1f: 
,._.::,.,, . 

-~KPD Ka bid 
Kominf~ 

Kasi 
Kominfo 

- Staf 
Kominfo 
. -!, - 

Operator. 
DC . 

Uraian Prosedur 
·PELAKSANA 

3 Mengidentifikasi dan 
Keputusan Hasil memberi persetujuan akan y 

Hasil proses identifikasi 30 menit kebutuhan akses ke DC 
permintaan akses persetujuan akses ke 

DC 

4 Merekap dan memberi Keputusan Hasil 
notifikasl ke user ldentifikasi 

persetujuan akses ke 15 menit Hasll rekap 

DC 

5 Tandatangan berite acara 
Hasll rekap 10 menit Berita acara 

penerimaan I 
penolakan terhadap 

permintaan 

Hasil proses 

permintaan akses 

} ;- . 

'_,',~:/~/·<, ·~-.:·· ; 
Ketera~garj-,; _ ·'. , 

: : ~': ..... if "; ~ -.,. 

J~ ~ • ;· _,: ..• -:· '> ., :a, .J;~:t~t\~T>~:1 ~vt~. »,:-:, 

Waktu 

MUTUBAKU," 

SOP PERMINTAAN HAK AKSES DATA CENTER 



13 

Hakakses DC 

Berita acara telah 

selesai di tanda 

tangani 

Laporan rekap akses 1 x 24Jam Keputusan Hasil 

ldentlflkasi 

persetujuan akses ke 

DC 

6 Melakukan v~rifikasi 

persetujuan dan pembuatan 
akses ke DC 

7 
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7. Operator Data Center mernbuat Laporan Rekap Perubahan Hak Akses User dan melaporkan ke 
Stat, Kasi dan Kabid. 

1. user dari unit/SKPD/bagian lain mengajukan permintaan untuk diberikan hak akses ke data center. 
Permintaan diajukan melalui email atau surat resmi ditujukan kepada Kepala Dinas, disertai dengan 
justifikasi per1unya kebutuhan tersebul 

2. Operator Data Center menerima permintaan tersebut secara administratif. 

3. Stat melakukan proses idenlifikasi temadap justifikasi yang diajukan User, dan Stat mempunyai hak 
unluk menyetujui atau menolak permlntaan tersebut. 

4. Jika Stat menolak permintaan tersebut, maka Stat akan menglrim notifikasi pemberitahuan ke User. 

5. Jika Stat meoyetujui permintaan tersebut, maka Kasi akan melakukan verifikasi alas persetujuan 
tersebut dan selanjutnya Operator Data Center melakukan perubahan hak akses buat User. 

6. User menandatangani Belita Acara untuk permintaan perubahan hak akses baik jika diterima atau 
<itolak. 

URAIAN PROSEDUR 

1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik. 
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 

Transaksi Elektronik. 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan lntormatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan lnformatika. 

LANDASAN HUKUM 

: 4.PERUBAHAN HAK AKSES DATA CENTER NamaSOP 

Dlsahkan Oleh : 

Tgl Dlsahkan 

Tgl Revisl : 

Tgl Pembuatan : 

NomorSOP : 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
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Hasil proses permintaan 

perubahan akses 

Email atau surat resmi Surat ditujukan ke Kepala 

dari user Dlnas dan telah 

didisposisikan ke 

Operator Data Center 

Surat disposisi dari 

Kepala Dlnas Kominfo 

10 menit 
2 Proses permintaan perubahan 

akses ke DC 

10 menit Justifikasl perubahan 

hak akses ke DC 

1 Permintaan perubahan hak 
akses ke DC 

;: .,. Staf r . Kasi 
{ Kominfo . · _ .~ominfo_ 

3 Mengidentifikasi dan 

memberi persetujuan akan y Hasil proses 
Keputusan Hasil 

perubahan akses ke DC perminttan perubahan 30 menit identifikasi perubahan 
akses 

akses ke de 

4 Merekap dan memberi 
15 menit notifikasi ke user Keputusan Hasil 

identifikasi perubahan 
Hasil rekap 

akses ke de 

s Tandatangan berita aeara 
10 menit Berita acara Hasil rekap 

penerimaan / 

penolakan terhadap 

permintaan 

Kaliicf -. - Syarat 
ltomiijto_, .. _._ .: 

>.:.--..,:.-. Uraian Prosedur 

Waktu 

MUTUBAKU 

SOP PERUBAHAN HAK AKSES DAT A CENTER 
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Perubahan hak akses 

de 

Serita aeara telah 

selesai di tanda 

tangani 

Laporan perubahan 

akses ke DC 
1 x 24Jam Keputusan Hasil 

identifikasi perubahan 

akses ke de 

6 Melakukan verifikasi 

persetujuan dan pengubahan 
akses ke DC 

7 
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5. Jika Stat menyeh4ui permintaan tersebut, maka Kasi akan melakukan verifikasi atas persetujuan 
tersebut dan sela~utnya Operator Data Center melakukan penghapusan hak akses User. 

6. User menandatangani Serita Acara untuk permintaan penghapusan hak akses baik jika diterima 
a tau di tolak. 

7. Operator Data Center membuat Laporan Rekap Penghapusan Hak Akses User dan melaporkan ke 
Stat, Kasi dan Kabid. 

4. 

2. 

3. 

4. 
5. 

User dari unit/SKPD/bagian lain mengajukan permintaan untuk dihapuskan hak ak~es k~ da~ 
center. Permintaan diajukan melalul email atau surat resml ditujukan kepada Kepala Dmas, d1serta1 
dengan justifikasi pertu,ya kebutuhan tersebut. 

Operator Data Center menerima permintaan tersebut secara administratif. 

Staf rnelakukan proses identifikasi terhadap justifikasl yang dlajukan user, dan Staf mempunyai hak 
untuk menyetujui atau menolak permintaan tersebut. 

Jika Staf menolak permintaan tersebut, maka Staf akan mengirim notifikasi pemberitahuan ke User. 

1. 

URAIAN PROSEDUR 

5.PENGHAPUSAN HAK AKSES DATA CENTER Nama SOP 

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnfonnasi dan Transaksi Elektronik. 
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 
Transaksi Elektronik. 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 
Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan lnformatika. 

1. 
2. 
3. 

LANDASAN HUKUM 

Dlsahkan Oleh 

Tgl Dlsahkan 

Tgl Revlsl 

Tgl Pembuatan 

NomorSOP 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
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Mensldentlflkasl dan 
Hasil proses 

Keputusan Hasll 
member! persetujuan akan y ldentlflkasl 
pen11hapusan akses ke DC permlntaan 30 menlt 

penshapusan akses ke pen11hapusan akses 
de 

4 Merekap dan member! Keputusan Hasll 15 menlt 
notlflkasl ke user identiflkasl 

pen11hapusan alcses ke Hasll r1kap 

de 

Tandatangan berlta acara 
Hasll rekap 10 menlt Berlta acara 

penerlmaan I 
penolakan terhadap 
permlntaan 

6 Melakukan verlflkasl Keputusan Hasil 1 x 24 Jam laporan penshapusan 
persetujuan dan ldentlflkasl akses ke DC 
penghapusan akses ke DC penghapusan akses ke 

de 

7 Berlta aeara telah 
selesal di tanda Penghapusan hak 

tansanl akses de 

10 menlt 
Surat disposi,1 darl 
Kepala Dlnas Kominfo 

Hasll proses 
permlntaan 

Proses permlntaan 
penghapusan akses ke DC 

Justiflkasi 
penshapusan hak 
aksti ke DC 

10 menlt Email atau surat resml Surat dltujukan ke Kepala 
darl user Dlnas dan telah 

dldlsposlslkan ke 
Operator Data Center 

Permlntaan penghapusan hak 
akses ke DC 

Syarat Waktu Output SKPD Kasi 
Kominfo 

Kabld 
Komlnfo 

Staf 
Komlnfo 

Operator 
DC 

Keterangan Uralan Prosedur No 
PELAKSANA MUTUBAKU 

SOP PENGHAPUSAN HAK AKSES DATA CENTER 
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6. 

7. 

8. 

4. 

5. 

Stat melakukan proses identifikasi terhadap perrnintaan yang diajukan user, dan Staf mempunyai 
hak untuk menyetujui atau menolak permintaan tersebut. 

Jika Staf menolak perrnintaan tersebut, maka Staf akan mengirim notifikasi pemberitahuan ke User. 

Jika Stat menyetujui perrnintaan tersebut, maka Kasi akan melakukan verifikasi atas persetujuan 
tersebut, dan selanjutnya menyetujui dihapusnya akses kartu lama dan dibuatkannya kartu akses 
baru. 

User menandatangani Serita Acara kehilangan kartu hak akses dan Serita Acara kartu akses baru. 

Operator Data Center memberikan kartu akses baru dan menghapus akses kartu lama. 

Operator Data Center membuat Laporan Rekap Penghapusan Hak Akses User dan Pembuatan 
Hale Akses Baru dan melaporkan ke Staf, Kasi dan Ka bid 

3. 

1. User dari unit/SKPD/bagian lain megajukan perrnintaan untuk mendapatkan kartu baru hak akses 
data center dengan melampirkan laporan kehilangan kartu hak akses lama dari pihak kemanan 
gedung dan/atau kepolisian setempal Perrnintaan diajukan melalui email atau surat resmi ditujukan 
kepada Kepala Dinas. 

2. Operator Data Center menerima perrnlntaan tersebut secara administratif. 

URAIAN PROSEDUR 

1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnforrnasi dan Transaksi Elektronik. 
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 

Transaksi Elektronik. · 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan lnformatika. 

LANDASAN HUKUM 

6.KEHILANGAN DAN PENGGANTIAN KARTU AKSES 
DATA CENTER 

NamaSOP 

Dlsahkan Oleh 

Tgl Dlsahkan 

Tgl Revisi 

Tgl Pembuatan 

NomorSOP 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
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Dinas dan telah 

didisposlslkan ke 

Operator Data Center 

• ..-t 
... :.,..... v: _' • .J. 

Keterangan -· 

Hasll verifikasi 60 menit 
Keputusan hasil 
evaluasi 

5 Verifikasi atas persetujuan 

tersebut, menyetujui 

dihapusnya akses kartu lama 

dan dibuatkannya kartu akses 

baru. 

3 Mengevaluasi dan memberi 
lx 24jam 

persetujuan utk pergantian Hasil respon laporan Keputusan hasil 
kartu akses DC yang hilang kehllangan kartu akses evaluasi 

de 

4 Merekap dan memberi Keputusan hasil 15 menit Hasll rekap dan 
notifikasi ke user evaluasl notifikasi 

Hasll respon laporan 

kehilangan kartu akses 

de 

dari user, disertai 

surat dari bagian 

kemanan dan/atau 

kepolisian 

Surat disposisi dari 

Kepala Dinas Kominfo 

Laporan kehilangan 

kartu akses dari pihak 

keamanan 

gedung/kepolisian 

:->: 

Output 

Email atau surat resmi Surat ditujukan ke Kepala 

10 menit 

lx 24jam 

Waktu Ka bid 
Kominfo~ 

Kas_i · 
Kominfo · 

_Operator. 
DC 

SKPD 

2 Respon atas laporan 

kehilangan kartu akses ke DC 

Pembuatan pelaporan 

kehilangan kartu akses DC 

MUTUBAKU PEi.AKSANA 

·. Syarat · 
- _Staf 

Kominfo 

- : Uraian Prosedur 

SOP KEHILANGAN DAN PENGGANTIAN KARTU AKSES DATA CENTER 
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kartu akses baru telah 

dibuat 

Laporan penghapusan 

akses ke DC/ Hasil 

rekap 

Laporan penghapusan 

akses ke DC 

lx 24 jam Berita acara 

kehilangan kartu 

Berita acara 

kehilangan kartu 
15 menit 

Hasll verifikasi 

7 Penghapusan akses kartu 

lama dan pembuatan akses 
menggunakan kartu baru 

6 Tandatangan berita acara 

kehilangan kartu dan 

pembuatan hak akses baru 

8 
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1. Operator Data Center mengajukan rencana penambahan rak server berdasar1<an evaluasi 
kebutuhan. 

2. Stat melakukan evaluasi rencana tersebut, dan hasil pertimbangan diajukan ke Kasi. 

3. Jika Kasi menyetujui, maka Staf akan mengatur jadwal waktu pemasangan rak baru, ber1<oordinasi 
dengan pihak-pihak terkail 

4. Operator Data Center mengkoordinasi pemasangan rak server di data center. 

5. Operator Data Center mengkoordinasi instalasi kabel lisbik dan kabel data yang dihubungkan ke 
rak tambahan tersebu~ dan selanjutnya melakukan pengujian. 

6. Operator DC menandatangani Berita Acara Penambahan Rak di Data Center. 

7. Operator Data Center mernbuat Laporan Penambahan Rak di Data Center dan melaporkan ke Stat, 
Kasi dan Kabid. 

URAIAN PROSEDUR 

7.PENAMBAHAN RAK SERVER DI DATA CENTER NamaSOP 

Dlsahkan Oleh 

Tgl Dlsahkan 

Tgl Revlsl 

Tgl Pembuatan 

NomorSOP 

1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik. 
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 

Transaksi 8ektronik. 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan lnformatika. 

LANDASAN HUKUM 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
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Kabel listrik dan kabel 

data terinstall di rak 
tambahan 

120menit 
Rak tambahan 
terpasang 

6 lnstalasi kabel listrlk dan 

kabel data di rak tambahan 

3 Menyetujul I tldak rencana 
Keputusan hasll 

penambahan rak server Hasil evaluasi draft 
lx24Jam evaluasl draft rencana rencana pengajuan 

pengajuan 

4 Mengatur Jadwal Keputusan hasil 
pemasangan rak server evaluasl draft rencana 30 menit Jadwal pemasangan 

pengajuan rak server 

s Pemasangan rak tambahan di Jadwal pemasangan 
60 menlt Rak tambahan 

DC rak server terpasang 

Hasll evaluasi draft 

rencana pengajuan 

Draft rencana 

pengajuan 

10 menlt 

lx 24Jam 

Draft renca na 

pengajuan 

Rak server yang akan 

dlpasang di DC 

2 Mengevaluasi rencana 

penambahan rak server 

1 Mengajukan rencana 

penambahan rak server 

Keterangan 
Output - Waktu . Syarat Kabid 

Kominfo': 
Staf 

Kominfo 
Operator 

DC 
Kasi 

Kominfo 

MUTUBAKU PELAKSANA 
Uraian Prosedur 

; ,l. 

No 

SOP PENAMBAHAN RAK SERVER DI DATA CENTER 
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Laporan pemasangan 

rakdl DC 

Serita acara 

penambahan rak 

server 

Serita acara 

penambahan rak 

server 

15 menit 

Kabel listrik dan kabel 

data terinstall di rak 

tambahan 

8 

7 Pembuatan berita acara 

penambahan rak server 
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7. Dengan supervisi Operator Data Center, User (dibantu dengan pihak pelaksana pekerjaan) 
memasang server di data center, disertai setting ke infrastruktur data center. 

8. User menandatangani Berita Acara Pemasangan Server. 

9. Operator Data Center membuat laporan Pemasangan Server Baru di Data Center dan melaporkan 
ke Stat, Kasi dan Kabid. 

6. Jika permintaan disetujui, Staf dan Operator Data Center akan mengatur jadwal pemasangan 
server di data center. 

4. 

3. 

2. 

1. User dari unit/SKPD/bagian lain mengajukan pem,intaan untuk pemasangan server ~ru d! dat~ 
center. Permintaan diajukan melalul email atau surat resmi ditujukan kepada Kepala Dmas, disertai 
dengan penjelasan tentang fungsi server tersebut 

Operator Data Center menerima permintaan tersebut secara administratif. 

Stat melakukan proses evaluasi terhadap permlntaan yang diajukan user, dan memeriksa kesiapan 
infrastruktur data center dan kesiapan sumber daya. 

Hasil evaluasl dari Staf akan diajukan ke Kasi dan Kasi akan memberikan persetujuan atau tidak 
terhadap permintaan ini. 

5. Jika permintaan tidak disetujui, akan diberikan notifikasi ke User. 

URAIAN PROSEDUR 

4. 
5. 

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik. 
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 
Transaksi 8ektronik. 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 
Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan lnformatika. 

1. 
2. 
3. 

LANDASAN HUKUM 

8.PEMASANGAN SERVER DI DATA CENTER Nama SOP 

Dlsahkan Oleh 

Tgl Dlsahkan 

Tgl Revlsl 

Tgl Pembuatan 

NomorSOP 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
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Server dlpasang dan 
selesal disettlng 

1 x 24 jam 

Jadwal pemasangan 
server 

60menlt 

Hasll notlflkasl ke user 

20 menlt 

Keputusan untuk 
pemasangan server 
baru di OC 

1 x 24Jam 

Jadwal pemasangan 
dan setting server 

Hasll notlfikasl ke user 

Keputusan untuk 

pemasangan server 
baru di DC 

Hasll evaluasl atas 
permohonan dan 
kesiapan sumber daya 
dan lnfrastruktur DC 

--- 

7 Memasang dan setting server 
di DC 

6 Mengatur Jadwal 

pemasangan server di OC 

S Notlflkasl penolakan ke user 

4 Member! persetujuan untuk 
pemasangan server baru di 
DC 

lx 24Jam 

10 menit 

1 x 24jam 

Hasll evaluasl atls 
permohonan dan 

keslapan sumber daya 
dan lnfrastruktur DC 

Hasll respon atas 
permohonan 

pemasangan server di 
DC 

Surat dlsposlsl darl 
Kepala Dinas Komlnfo 

- Surat permohonan 
pemasangan server di 
DC 

- Perangkat server 
yang akan dipasang 

MUTUBAKU 

3 Mengevaluasl permohonan 
dan keslapan sumber daya 
dan lnfrastruktur DC 

Ketarangan 

Output Waktu 

Hasil respon atas 
permohonan 

pemasangan server di 
DC 

Email atau surat resmi Surat dltujukan ke Kepala 
darl user Dlnas dan telah 

dldlsposlslkan ke 

Operator Data Center 

Syarat 

PELAK SANA 

2 Respon atas permohonan 
pemasangan server di DC 

1 Mengajukan permohonan 
pemasangan server di DC 

SKPD 

No Uralan Prosedur 

SOP PEMASANGAN SERVER DI DATA CENTER 
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Laporan pemasangan 
server baru di DC 

Berlta acara 
pemasangan server 

Berlta acara 
pemasangan server di 
DC 

15 menlt Hasll ujicoba 
penggunaan server 

9 

Tandatangan berlta acara 
pemasangan server di DC 

8 
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4. Kasi menerima notifikasi rencana pengambilan server. 

5. Stat berkoordinasi pengambilan server dari data center. 

6. Operator Data Center mencabut semua kabel listrik dan kabel data yang terhubung ke server. 

7. User menerima server yang sudah dilepas dari infrastruktur data center. 

8. User menandatangani Serita Acara Pengambllan Server. 

9. Operator Data Center membuat Laporan Pengambilan Server dari Data Center dan melaporkan ke 
Stat, Kasi dan Kabid. 

1. User dari unit/SKPDtbagian lain mengajukan permintaan untuk pengambilan server di data center. 
Pennintaan diaju(an melalui email atau surat resmi ditujukan kepada Kepala Dinas, disertai dengan 
~elasan tentang alasan pengambilan server tersebut. 

2. Operator Data Center menerima permintaan tersebut secara administratif. 

3. Stat melakukan proses evaluasi terhadap permintaan yang diajukan user, dan menentukan jadwal 
rencana pengambilan server tersebut. 

URAIAN PROSEDUR 

9.PENGAMBILAN SERVER DARI DATA CENTER NamaSOP 

Dlsahkan Oleh 

Tgl Disahkan 

Tgl Revisl 

Tgl Pembuatan 

NomorSOP 

1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Eleklronik. 
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem clan 

Transaksi Bektronik. 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan lnformatika. 

LANDASAN HUKUM 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
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5 Koordlnasl pengambllan Keputusan untuk 30menlt Jadwal dan teknls 
server darl DC pengambllan server pengambllan server 

baru di DC 

6 Mencopot server darl Jadwal dan teknls 1 x24Jam Server dllepaskan darl 
lnfrastruktur DC pengambllan server lnfrastruktur DC 

7 Menerima server yang sudah Server dllepaskan dc1rl 30menlt Perangkat flslk server 
dlcopot dart lnfrastruktur DC lnfrastruktur DC 

yang sudah dlambil 
dart DC 

PELAK SANA MUTU BAKU 
No Uralan Prosedur Keterangan 

SKPD Operator Staf Kasi Kabid Syarat Waktu Output 
DC Komlnfo Kominfo Kominfo 

Mengajukan permohonan 
- Surat permohonan 1 x 24jam Email atau surat resml Surat dltujukan ke Kepala 

pengambllan server di DC 
pengambilan server di darl user Dlnas dan telah 

dldlsposlslkan ke 
DC 

Operator Data Center - Perangkat server 
yang akan dlambll 

2 Respon atas permohonan Surat dlsposlsl darl lOmenlt Hasll respon atas 
pemasangan server di DC Kepala Dlnas Kominfo permohonan 

pengambllan server di 
DC 

3 Mengevaluasl permohonan Hasll respon atas 1 x 24jam Keputusan untuk 
dan menentukan Jadwal permohonan pengambllan server 
pengambllan server pengambllan server di baru di DC 

DC 

4 Menerlma notlflkasl Keputusan untuk 30menlt Notlflkasl rencana 
pengambllan server darl DC pengambllan server pengambllan server di 

baru di DC DC 

'I 
SOP PENGAMBILAN SERVER DI DATA CENTER 
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15 menll 

hrlt11cara 
pen1ambllan serwr 

Peranpat flslk S<!t'Wr 
y1n1 sudah dlambll 
dart DC 

B Tand•t•na•n berltil •Qra 
percambllan serwr 

9 
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5. Jika permintaan tidak disetujui, akan diberikan notiiikasi ke User. 

6. Jika permintaan disetujui, Staf dan Operator Data Center akan mengatur jadwal pemasangan 
storage di data center. 

7. Dengan supervisi Operator Data Center, User (dibantu dengan pihak pelaksana pekerjaan) 
memasang storage di data center, disertai setting ke infrastruktur data center. 

8. User menandatangani Serita Acara Pemasangan Storage. 

9. Operator Data Center membuat Laporan Pemasangan Storage Baru di Data Center dan 
melaporkan ke Stat, Kasi dan Kabid. 

3. 

2. 

User dari unit/SKPDJbagian lain mengajukan permintaan untuk pemasangan storage .baru d_i da~ 
center. Permintaan diajukan melalui email atau surat resmi ditujukan kepada Kepala Dmas, d1serta1 
dengan penjelasan tentang pengunaan storage tersebut. 

Operator Data Center menerima permintaan tersebut secara administratif. 

Stat melakukan proses evaluasi temadap permintaan yang diajukan user, dan memeriksa kesiapan 
infrastruktur data center dan kesiapan sumber daya. 

4. Hasil evaluasi dari Staf akan diajukan ke Kasi dan Kasi akan memberikan persetujuan atau tidak 
terhadap permintaan ini. 

1. 

URAIAN PROSEDUR 

10.PEMASANGAN STORAGE DI DATA CENTER Nama SOP 

4. 
5. 

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik. 
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 
Transaksi Elektronik. 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 
Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan lnformatika. 

1. 
2. 
3. 

LANDASAN HUKUM 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

a_., ~- - '~I~ - '·::.. ........ 
Dlsahkan Oleh 

Tgl Dlsahkan 

Tgl Revlsi 

Tgl Pembuatan 

NomorSOP 
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6 Mengatur jadwal 
pemasangan storage baru di 
DC 

5 Notiflkasl penolakan ke user 

4 Member! persetujuan utk 
pemasangan storage baru di 
DC 

3 Mengevaluasl permohonan 
dan keslapan sumber daya 
dan lnfrastruktur DC 

PELAKSANA MUTU BAKU No Uralan Proaedur 
Operator Keterangan SKPD Staf Kasi Kabid Syarat- Waktu Output· DC Komlnfo Komlnfo Komlnfo 

1 Mengajukan permohonan 
- Surat permohonan 1 x 24Jam Email atau surat resml Surat dltujukan ke Kepala pemasangan storage baru di 
pemasangan storage dari user Dlnas dan telah DC 
di DC dldlsposislkan ke 
- Perangkat storage Operator Data Center 
yang akan dipasang 

2 Respon atas permohonan 
Su rat dlsposlsi darl Hasil respon atas 

10 menlt pemasangan storage baru di 
Kepala Dinas Kominfo permohonan DC 

pemasangan storage 
di DC 

Hasll respon atas Hasll evaluasi atas 
permohonan 1 x 24 jam permohonan dan 
pemasangan storage keslapan sumber daya 
di DC 

dan lnfrastruktur DC 

Has II eval uasl atas Keputusan untuk 
permohonan dan 1 x24Jam pemasangan storage 
kesiapan sumber daya di DC 
dan infrastruktur DC 

Keputusan untuk 
Hasll notlflkasl ke user 

pemasangan server 20 menlt 
baru di DC 

Hasll notlflkasi ke user 

60 menlt Jadwal pemasangan 
storage 

SOP PEMASANGAN STORAGE DI DATA CENTER 

--- 
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7 Memasang dan setting 
storage baru di DC 

Storage dlpasang dan Jadwal pemasangan 
1 x24jam 

dan setting storage selesal dlsettlng 

8 Tandatangan berita acara 

pemasangan storage baru di Ujicoba penggunaan 
15menlt 

Berita acara 
DC storage pemasangan storage 

di DC 

9 
Berita acara Laporan pemasangan 
pemasangan storage storage ba ru 
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1. Operator Data Center mengajukan rencana penambahan kapasitas storage berdasarkan evaluasi 
kebutuhan. 

2. Stat melakukan evaluasi rencana tersebut, dan hasil pertimbangan diajukan ke Kasi. 

3. Jika Kasi meoyetujui, maka Stat dan Operator Data Center akan berkomunikasi dengan Pihak 
Ketiga (vendor) untuk mempersiapkan segala hal yang terkait dengan rencanan penambahan 
kapasitas storage ini. 

4. Operator Data Center mengirimkan notifikasi pemberitahuan ke User tentang (kemungkinan) ada 
plan shutdown storage akibat adanya penambahan kapasitas. 

5. Pihak Ketiga mempersiapkan kapasitas storage tambahan, sekaligus melakukan proses 
pemasangan storage tambahan, konfigurasi dan pengetesan. 

6. Pihak Ketiga menandatangani Serita Acara Penambahan Kapasitas Storage. 

7. Storage dengan kapasitas yang sudah ditambahkan kembali operasional dan digunakan. 

8. Operator Data Center membuat Laporan Penambahan Kapasitas Storage Baru di Data Center dan 
melaporkan ke Stat, Kasi dan Kabid. 

URAIAN PROSEDUR 

1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 ten tang lnfom,asi dan T ransaksi Elektronik. 
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 

Transaksi Elektronik. 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnfom,atika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan lnfom,atika. 

LANDASAN HUKUM 

11.PENAMBAHAN KAPASITAS STORAGE DI DATA 
CENTER 

NamaSOP 

Dlsahkan Oleh 

Tgl Dlsahkan 

Tgl Revlsl 

Tgl Pembuatan 

NomorSOP 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
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2 Mengevaluasl penambahan 

Draft rencana Hasil evaluasl kapasltas storage 

penambahan lx24jam penambahan 
kapasltas storage kapasitas storage 

Menyetujul penambahan 
Hasll evaluasi Keputusan 

3 

penambahan lx24Jam penambahan 
kapasltas storage 

kapasitas storage kapasitas storage 

Vendor 
4 Memberltahu ke vendor 

Keputusan 
terinformaslkan 

terkalt segala hal yang 
penambahan 60menlt 

terkalt penambahan 
berkaltan dengan 

kapasltas storage 
storage 

penambahan storage 

Vendor 

User terinformaslkan 
5 Pemberitahua n ke user 

terinformasikan 
20menlt terkalt penambahan terkait penambahan 

mengenal rencana 

storage storage 
penambahan storage 

User terlnformasikan 6 Memperslapkan perangkat 
terkalt penambahan 1 x 24jam Perangkat storage slap 

storage 
storage 

SOP PENAMBAHAN KAPASITAS STORAGE DI DATA CENTER 

PELAK SANA MUTUBAKU 
No Uraian Prosedur 

Keterangan Pihak Operator Stat Kasi Ka bid 
Waktu Output Ketiga DC Kominfo Kominfo Kominfo Syarat 

Mengajukan rencana 

penambahan kapasltas 

Storage dengan Draft rencana 
storage 

kapasitas yang akan lx24jam penambahan 
dltambah kapasitas storage 
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7 Pemasangan storage dan 

konflgurasl serta pengetesan Storage selesal 

Perangkat storage siap 1 x24jam dipasang dan telah 

dilakukan test 

8 Berlta acara penambahan 
storage Storage selesai Berita acara 

dipasang dan telah 30menit penambahan 

dilakukan test kapasitas storage 

9 Operaslonal storage dengan 
kapasltas baru Berita acara Storage dengan 

penambahan 60 menit kapasitas baru telah 

kapasltas storage beroperasional 

10 Storage dengan 
kapasitas baru telah 

Laporan penambahan 

beroperasional 
kapasltas storage 
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1. Operator Data Center menyediakan media backup (cartridge/disk) sebagai persiapan berjalannya 
proses backup data sesuai jadwal. 

2. Operator Data Center memastikan tidak ada proses foreground dan background yang dapat 
menganggu jalannya proses backup. 

3. Operator Data Center memastikan backup windows time dapat mengakomodasi waktu yang 
diper1ukan untuk mem-bactwp semua data yang masuk ke dalam jadwal backup. 

4. Operator Data Center menjalankan proses backup. 

5. Operator Data Center melakukan ujicoba restore data yang sudah selesai di-backup dan 
memastikan data yang di-restore dapat digunakan. 

6. Operator Data Center menyimpan media backup ke tempat yang aman dan tidak di dalam data 
center. 

7. Operator Data Center membuat Laporan Berkala Proses Backup dan melaporkan ke Stat, Kasi dan 
Kabid. 

URAIAN PROSEDUR 

- 

1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnforrnasi dan Transaksi Elektronik. 
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 

Transaksi Elektronik. 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan lnforrnatika. 

L.ANDASAN HUKUM 

NomorSOP : 

Tgl Pembuatan : 

Tgl Revlsl : 

Tgl Dlsahkan : 

Dlsahkan Oleh : 

NamaSOP : 12.BACKUP DATA DI DATA CENTER 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
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Data backup telah 
dlujlcoba di restore 

dan digunakan 
kembali 

60 menit Proses backup 
berjalan 

Proses backup 
berjalan 

2x 24jam Windows slap 
mengakomodasi 

kapasitas data seluruh 
proses backup 

Windows slap 

mengakomodasl 

kapasitas data seluruh 
proses backup 

30 menit 
Proses backup telah 
slap 

Proses backup telah 
siap 

10 menlt Cartridge/media 
backup telah slap 
berjalan 

S Ujloba restore terhadap data 

yang sudah dlbackup dan 

memastlkan data yang di­ 

restore dapat dlgunakan 

Tergantung windows 
backup yang di-setting 

4 Menjalankan proses backup 

3 Memastlkan kapasitas data 

yang akan dibackup dapat di­ 

akomodasl dalam windows 

backup yang cukup 

2 Memastikan tidak ada proses 

yang akan menganggu proses 
backup 

PELAKSANA MUTU BAKU No Uralan Prosedur 
Operator Staf Keterangan Kasi Ka bid 

Syarat Waktu Output DC Kominfo Kominfo Komlnfo 
1 Menylapkan cartridge/ 

Media backup 60menlt Cartridge/media media backup untuk policy 
(cartridge/disk) yang backup telah siap backup yang akan berjalan 
akan dlgunakan berjalan 

SOP BACKUP DATA DI DATA CENTER 
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Laporan berkala hasil 

backup 

Media backup telah 

disimpan di tempat 
yang aman terpisah 

darl DC 

60menit 

Media backup telah 

disimpan di tempat 
yang aman terpisah 

dari DC 

Data backup telah 
diujlcoba di restore 

dan dlgunakan 

kembali 

7 

6 Menylmpan media backup ke 

tempat yang aman dan tldak 

berada di dalam DC 
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7. 

s_etelah data selesai di-restore, user memastikan data sudah sesuai dan menguji data tersebut bisa 
d1gunakan. 

User menandatangani Serita Acara Restore Data. 

6. 

Jika _media backup belum tersedia, Operator Data Center mengambil media backup dari tempat 
peny1mpanan. 

5. Operator Data Center menjalankan proses restore data. 

4. 

1. User dari unit/SKPD/bagian lain mengajukan permintaan untuk restore data. Permintaan diajukan 
melalui email atau surat resmi ditujukan kepada Kepala Dinas, disertai dengan list lokasi/folder data 
yang ingin di-restore. 

2. Melalui aplikasi backup restore, Operator Data Center memastikan data yang ingin di-restore sudah 
pemah sukses di-backup. 

3. Operator Data Center memastikan media backup tempat data berada sudah siap di tape library. 

1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik. 
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 

Transaksi Elektronik. 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 
5. Peraturan Menteri Komunlkasi dan lnformatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan lnformatika. 

URAIAN PROSEDUR LANDASAN HUKUM 

13.RESTORE DATA DI DATA CENTER NamaSOP 

Dlsahkan Oleh 

Tgl Dlsahkan 

Tgl Revlsl 

Tgl Pembuatan 

NomorSOP 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
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Memastlkan media backup 
15 menlt yang dlperlukan sudah 

Data telah sukses Media backup telah tersedla di dalam tape library 
dlbackup lewat tersedla 
aplikasl backup 

4 Mengambll media backup 

Media backup telah 60 menlt Media backup telah darl tempat penylmpanan 
tersedla dlambll darl tempat remote 

penylmpanan 

Menjalankan proses restore Media backup telah 60menit 
Proses restore data data 

dlambil darl tempat 
telah dljalankan penylmpanan 

6 Mengujl data restore sudah 
30 menlt 

sesual yang dlperlukan dan Proses restore data 
Data restore telah dlujl blsa digunakan telah dljalankan 
dan blsa digunakan 
sesual keperluan 

Surat disposlsl darl 
Kepala Dlnas Komlnfo 

15 menlt Data telah sukses 
dlbackup lewat 
apllkasl backup 

2 Memastlkan data sudah 
sukses di-backup lewat 
apllkasl backup 

60 menlt Email atau surat resml Surat dltujukan ke Kepala 
darl user Dlnas dan telah 

dldlsposislkan ke 
Operator Data Center 

List data yang lngln di· 
restore 

Mengajukan permohonan 
restore data yang dllnglnkan 

Waktu Output Syarat 
Kabid 

Komlnfo 
Kasi 

Komlnfo· 
SKPD Keterangan Staf 

Komlnfo 
Operator 

DC 

Uralan Prosedur No MUTUBAKU PELAK SANA 

SOP RESTORE DATA DI DATA CENTER 
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L.aporan ke SKPD 
pemohon 

Berita acara dan 
laporan rekap restore 

data 

15 men it 

Berlta acara dan 
laporan rekap restore 
data 

Data restore telah diuji 
dan bisa digunakan 
sesual keperluan 

8 

7 Tandatangan berlta acara 

restore data 
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1. Operator Data Center mengajutan rencana pemindahan perangkat data center ke tempat baru, 
beserta dattar perangkat ang akan ~ahkan. 

2. stat melakukan review tefhadap renan pemindahan perangkat data center ke tempat baru dan 
membuat justifikasi alas renc:a,a pemindahan ini. 

3. Kasi menyeh4ui rencana pemindahcwl perangkat data center den melapor ke Kabid. 

4. Stat melakukan koordinasi dengan User dari unit/SKPD/bagian lain yang memliki perangkat 
tersebut clan Pihak Ketiga (vendor) yang akan melakukan pemlndahan. 

5. Stat memastikan bahwa yang be~awab terhadap proses pemindahan inl adalah User atau 
Pihak Ketiga. 

6. User atau Pihak Ketiga rnelalaan proses shutdown perangkat dan mencabut semua kabel lisbik, 
kabel data dan infrastruklur data center lainnya dari perangkat yang akan dipindahkan. 

7. User clan Pihak Ketiga melakukan pemindahan perangkat ke luar data center dan memasangnya di 
tempat baru. 

8. Operator Data Center membuat Laporan Pemindahan Perangkat Data Center dan melapor1<an ke 
Stat, Kasi dan Kabid. 

URAIAN PROSEDUR 

1ai.PEMINDAHAN PERANGKAT DATA CENTER Nama SOP 

LANDASAN HUKUM 

1. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnfonnasi dan Transaksi Elektronik. 
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 

Transaksi Elektronik. 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 
5. Peraturan Menterl Komunikasl den lntormatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Nomenklatur Perangkat Daerah Bldang Komunikasi dan lnforrnatika. 

Dlsahkan Oleh 

Tgl Dlsahkan 

Tgl Revlsl 

Tgl Pembuatan 

NomorSOP 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
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SOP PEMINDAHAN PERANGKAT DATA CENTER 

PELAKSANA MUTUBAKU 
No Uralan Prosedur Pihak Operator Keterangan 

SKPD Staf Kasi Kabid Syarat Waktu Output Ketlga DC Kominfo Kominfo Kominfo 

Mengajukan rencana 
List perangkat DC yang lx24jam Rencana Surat ditujukan ke Kepala 

pemlndahan I migrasi 
akan dlplndahkan pemlndahan/mlgrasl Dlnas dan telah 

perangkat DC ke tempat baru 
dldlsposislkan ke 

Operator Data Center 

Melakukan review terhadap 
- Rencana 1 x24Jam Dokumen hasil review 

rencana pemindahan 
pemindahan/mlgrasl untuk Justifikasl 

perangkat DC ke tempat baru 
dllakukannya 

- Surat Dlsposisl darl pemindahan DC 
Kepala Dlnas Komlnfo 

Menyetujul rencana Dokumen hasil review 2 x24Jam Keputusan rencana t 
pemlndahan perangkat DC untuk Justlfikasl pemlndahan 

dllakukannya peran,ikat DC 

4 Melakukan koordinasi Keputusan rencana 1 x 24Jam Koordinasi telah 
dengan user pemilik pemlndahan dilakukan antara user 
perangkat DC dan vendor perangkat DC dan vendor perangkat 
perangkat 

s Memastlkan perangkat DC 1x 24Jam 
ditanganl oleh vendor atau Keputusan yang 
tldak Koordlnasl telah menanganl perangkat 

dllakukan antara user DC, vendor langsung 
dan vendor perangkat atau tldak 

T 
6 Memastlkan perangkat DC Keputusan yang 60 menlt 

shutdown normal menanganl perangkat 
Perangkat DC telah 

DC, vendor langsung 
shutdown dengan 

atau tldak 
normal 
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9 

7 Disconnect perangkat DC dari 

lnfrastruktur DC Perangkat DC telah 30 menit Perangkat DC telah 

shutdown dengan disconnect dari 

normal lnfrastruktur DC 

8 Pemlndahan perangkat DC ke 

tempat baru Perangkat DC telah 60 menlt Laporan pemlndahan 

disconnect darl perangkat DC kP. 

lnfrastruktur DC tempat baru 
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1. Operator Data Center mengajukan rencana penggantian sumber listrik data center dari lisbik PLN 
ke genset, yang bisa disebabkan oleh: 

• sumber dari PLN shutdown (mati listrik) 

• batre UPS di data center hampir habis 

2. Stat melaktAcan review terhadap rencana penggantian sumber listrik. 

3. Kasi menyetujui nmcana penggantian sumber listrik. 

4. Staf membicarakan detail teknis proses penggatian sumber listrik data center dengan Bagian 
Kelistrikan. 

5. Personel dari Bagian Kelistrikan memberikan detail pelaksanaan pekerjaan penggantian ini. 

6. Operator Data Center memastikan semua perangkat data center aman saat proses penggantian 
sumber lisbik dilakukan. 

7. Personel dari Bagian Kelisbikan meng-aktlvasi genset dan memindahkan jalur kelisbikan dari 
genset ke data center. 

8. Operator Data Center memastikan semua perangkat di data center berjalan dengan baik tanpa 
adanya gangguan operasional. 

9. Operator Data Center membuat Laporan Penggantian Sumber Listrik Data Center dan melaporkan 
ke Stat, Kasi dan Kabid. 

URAIAN PROSEDUR 

1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik. 
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 

Transaksi Elektronik. 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan lnformatika. 

15.PENGGANTIAN SUMBER LISTRIK DATA CENTER NamaSOP 

LANDASAN HUKUM 

Dlsahkan Oleh 

Tgl Dlsahkan 

Tgl Revlsl 

Tgl Pembuatan 

NomorSOP 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

: I 



47 

Keputusan 

penggantlan sumber 

llstrlk 

Hasll evaluasl terhadap 

rencana 

15 menlt 

15 menlt 

Hasil evaluasi terhadap 

rencana 

Draft rencana 

penggantlan sumber 

llstrlk 

Menyetujul rencana 

penggantlan sumber llstrlk 

Memblcarakan teknls proses 
Keputusan Proses teknis penggantlan sumber llstrlk 
penggantian sumber 30menlt pen11antlan sumber 
listrlk llstrlk telah dlbicarakan 

Proses teknls Dokumen langkah- Memberikan detail proses 
penggantlan sumber lOmenit langkah detail dalam yang akan dllakukan 

listrlk telah dlblcarakan proses penggantlan 

sumber listrik DC 

Evaluasl terhadap rencana 

tersebut 

Keterangan 

- Kondisi PLN sebagal 

sumber listrlk utama 

shutdown 

- Batre UPS sudah 

mendekati habis 

Kabid 
Kominfo· 

Draft rencana 

penggantlan sumber 

llstrik 

30 menlt 

Waktu Syaraf 
Kasi 

Kominfo 

Mengajukan rencana 

penggantlan sumber llstrlk ke 

genset yang dlsebabkan 

antara lain: 

• sumber PLN shutdown 

. batre UPS DC hamplr habls 

Kelistrlkan Operator 
DC 

No Uralan Prosedur 

Output 
Staf 

Kominfo 

MUTU BAKU PELAKSANA 

SOP PENGGANTIAN SUMBER LISTRIK DATA CENTER 
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9 

Dokumen langkah- 
Semua perangkat telah langkah detail dalam 

30 menit 
dinyatakan aman proses penggantlan 

sumber llstrik DC 

Genset dan switch 
Semua perangkat telah 

15 menit jalur ke DC telah dlaktif 
dinyatakan a man 

kan 

Genset dan switch 
Laporan penggantian 

Jalur ke DC telah dlaktif 10 menlt 
sumber llstrlk DC 

kan 

8 Memastlkan DC operaslonal 

tanpa gangguan 

7 Aktlvasl genset dan switch 

Jalur ke DC 

6 Memastlkan semua perangkat 

aman saat proses penggantian 

sumber llstrlk berjalan 
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1. Operator Data Center mengajukan rencana penambahan kapasitas UPS data center berdasarkan 
evaluasi kebutuhan. 

2. Staf melakukan review terhadap rencana penambahan kapasitas UPS. 

3. Kasi menyetujui rencana penambahan kapasitas UPS. 

4. Operator Data Center menginformasikan ke vendor UPS terkait segala hal yang berkaitan dengan 
proses penambahan kapasitas UPS. 

5. Pihak pelaksana pekerjaan (vendor) mempersiapkan modul UPS tambahan. 

6. Pihak pelaksana pekerjaan (vendor) melakukan proses pemasangan modul UPS tambahan, 
melakukan konfigurasi dan pengujian UPS. 

7. Pihak pelaksana pekerjaan (vendor) menandatangani Serita Acara Penambahan Kapasitas UPS. 

8. Operator Data Center memastikan UPS sudah operasional dengan baik. 

9. Operator Data Center membuat L.aporan Penambahan Kapasitas UPS dan melaporbn ke Stat, 
Kasi dan Kabid. 

URAIAN PROSEDUR 

1. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik. 
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 

Transaksi Elektronik. 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan lnformatika. 

LANDASAN HUKUM 

16.PENAMBAHAN KAPASITAS UPS DI DATA CENTER NamaSOP 

Dlsahkan Oleh 

Tgl Dlsahkan 

Tgl Revlsl 

Tgl Pembuatan 

NomorSOP 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
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t x 24Jam 
Modul UPS dengan 

kapasltas yang akan 

dltambah 

Berdasarkan hasil 

perawatan rutin 

yang dilakukan oleh 
Draft rencana Operator Data 
penambahan kapasitas Center 
UPS 

2 Mengevaluasi penambahan Hasil evaluasi terkait 
kapasitas UPS Draft rencana 

besaran kapasitas 
penambahan kapasitas lx24jam 

batre UPS yang alcan 
UPS 

ditambahkan 

Hasil evaluasl terkait 3 Menyetujui penambahan 
besaran kapasitas Keputusan 

kapasitas UPS 
batre UPS yang akan 

lx24jam penambahan lcapasitas 

UPS 
T ditambahkan 

4 Memberitahu ke vendor 
Vendor telah 

terkait segala hal yang Keputusan mendapat informasi 
berkaltan dengan penambahan kapasltas 60 menit terkait pekerjaan 
penambahan kapasitas UPS UPS penambahan lcapasitas 

UPS 

Vendor telah 

5 Mempersiapkan modul UPS mendapat tnformasi 
Modul UPS tambahan tambahan terkalt pekerjaan 1 x 24jam 

penambahan kapasltas telah disiapkan 

UPS 

1 Mengajukan rencana 

penambahan kapasitas UPS 

P,ELAKSANA. MUTU BAKU 
r-~~--r~~~-:.:.::::::::::,__~~---.-~___:~.J_~~~~-r__::~~~~.-~~~~--"1_ ~ KMerangan 

Pihak Operator Staf Kasi Kabid 
Ketiga DC Kominfo · Kominfo · Kominfo 

Output Waktu Syarat 

Uraian Prosedur No 

SOP PENAMBAHAN KAPASITAS UPS DI DATA CENTER 
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6 Pemasangan modul UPS Modul UPS tambahan 
tambahan dan konfigurasi 

Modul UPS tambahan lx 24jam telah dipasang dan 
serta pengetesan 

telah dlsiapkan dilakukan test 

7 Berita acara penambahan Modul UPS tambahan Berita acara 

kapasitas UPS telah dipasang dan 30menit penambahan kapasitas 

dilakukan test UPS 

8 Operasional UPS dengan Berita acara UPS dengan kapasitas 
kapasitas baru penambahan kapasitas 60menit baru telah beroperasi 

UPS 

UPS dengan kapasitas Laporan penambahan 

baru telah beroperasi kapasitas UPS 9 
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6. Operator Data Center menentukan server hosting tempat aplikasi akan dipasang, yang sesuai 
dengan spesifikasi yang dibuthkan aplikasi tersebut. 

7. User (dibantu oleh pelaksana pekerjaan) memasang dan men-setting aplikasi di server hosting 
sekaligus melakukan ujicoba. 

8. User rnenandatangani Berita Acara Pemasangan Aplikasi di Hosting. 

9. Operator Data Center membuat Laporan Pemasangan Aplikasi di Hosting clan melaporkan ke Stat, 
Kasi dan Kabid. 

user dari unit/SKPD/bagian lain mengajukan permintaan untuk pema~~~n aplikasi di server 
hosting data center. Permintaan diajukan melalui email atau surat resnu ~1tu1ukan kepada Kepala 
Dinas, disertai dengan penjelasan tentang juslifikasi dan kegunaan apfikas1. 

2. Operator Data Center menerima permintaan tersebut secara administratif. 

3. Stat melakukan proses evaluasi terhadap permintaan yang diajukan user, dan memeriksa kesiapan 
server hosting menerima pemasangan aplikasi. 

4. Hasil evaluasi dari Staf akan diajukan ke Kasi dan Kasi akan memberikan persetujuan atau tidak 
terhadap permintaan ini. 

5. Jika permintaan disetujui, Staf akan mengatur jadwal pemasangan aplikasi di server hosting. 

1. 

URAIAN PROSEDUR 

17.PERMINTAAN HOSTING APLIKASI NamaSOP 

Disahkan Oleh 

Tgl Disahkan 

Tgl Revisi 

Tgl Pembuatan 

NomorSOP 

-, 
I 

1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik. 
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 

Transaksi Elektronik. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan lnformatika. 

LANDASAN HUKUM 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
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s Menentukan server hosting Jadwal dengan user 
60 menit Server hosting aplikasi aplikasi akan dipasang telah terkoordinasi telah ditentukan 

Server hosting aplikasi Aplikasi hosting di DC 6 Pemasangan aplikasi di 
telah ditentukan 2x 24jam 

telah dipasang hosting data center 

2 Proses permintaan hosting Permintaan hosting 
Disposisi dari Kepala 

60 menit aplikasi di DC telah di aplikasi di DC 
Dinas Kominfo 

proses 

3 Mengidentifikasi aplikasi dan 
Permintaan hosting Keputusan memberi persetuluan akan 
aplikasi di DC telah di 60 menit pemasangan aplikasi pemasangan aplikasi di 
proses di hosting hosting 

Koordinasi jadwal dengan Keputusan 
Jadwal dengan user 

4 

pemasangan aplikasi 30 menit user 
di hosting telah terkoordinasi 

1 x 24jam 

Justifikasi pemasangan 
dan kegunaan aplikasi 
di hosting beserta 
lampirannya 

didisposisikan ke 
Operator Data Center 

Surat ditujukan ke Kepala 

Email atau surat resmi Dinas dan telah 

dari user 

Keterangan 

1 Permintaan pemasangan 

aplikasi di hosting data center 

Waktu _Kasi 
Korriinfo '.' 

···Kabid. 
Ko'ri1info\ 

. SKPD .·' Staf- ·" 
. _ Kofuinto · 

' ·/ '.!,.;-_; 

· Operator. 
DC Output 

Uraian Prosedur No"'. 
.. "> 

·M_UTUBAKU ·PELAKSANA 

,, 
! 

SOP PERMINTAAN HOSTING APLIKASI 
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Laporan pemasangan 

aplikasi di hosting 

Serita acara 

pemasangan aplikasi 

di hosting 
15 menit 

Serita acara 

pemasangan aplikasi 

di hosting 

Apllkasi hosting di DC 

telah dlpasang 

8 

7 Tandatangan berita acara 
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6. Dengan supervisi Operator Data Center, User (dibantu oleh pelaksana pekerjaan) menghapus 
aplikasi dan data yang bersesuaian di server hosting. 

7. User menandatangani Belita Acara Pemasangan Aplikasi di Hosting. 

8. Operator Data Center membuat laporan Penghapusan Aplikasi di Hosmg dan melaportan ke Stat, 
Kasi dan Kabid. 

4. 

3. 

2. 

User dari unit/SKPD/bagian lain mengajukan permintaan untuk penghapusan apfikasi di server 
hosting data center. Permintaan diajukan melalui email atau surat resrni <fltujukan kepada Kepala 
Dinas, disertai dengan penjelasan tentang justifikasi penghapusan aplikasi. 

Operator Data Center menerima permintaan tersebut secara administratif. 

Staf melakukan proses evaluasi terhadap permintaan yang diajukan user. 

Hasil evaluasi dari Stat akan diajukan ke Kasi dan Kasi akan memberikan persetujuan atau tidak 
terhadap permintaan ini. 

5. Jika permintaan disetujui, Staf akan mengatur jadwal penghapusan aplikasi di server hosting. 

1. 

URAIAN PROSEDUR 

18.PENGHAPUSAN HOSTING APLIKASI NamaSOP 

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik. 
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 
Transaksi Elektronik. 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 
Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi clan lnformatika. 

1. 
2. 
3. 

4. 
5. 

LANDASAN HUKUM 

Dlsahkan Oleh 

Tgl Dlsahkan 

Tgl Revisi 

Tgl Pembuatan 

NomorSOP 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
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·, 

Aplikasi hosting di DC 
telah dihapus 

2 x 24jam 
Jadwal dengan user 
telah dikoordinasi 

5 Penghapusan aplikasi di 
hosting data center 

Jadwal dengan user 
telah dikoordinasi 

didisposisikan ke 

Operator Data Center 

Surat ditujukan ke Kepala 
Email atau surat resmi Dinas dan telah 
dari user 

. - • ;r - 

Output--~. 

. ' I 

.: 
I' . ~ . 

30 menlt 

1 x 24jam 

Waktu 

.MUTUBAKU 

Keputusan 

penghapusan aplikasi 
di hosting 

Justifikasi 
penghapusan aplikasi 
di hosting 

2 Proses permintaan 

Permintaan 
penghapusan aplikasi di 

Disposisi dari Kepala 
60 menit penghapusan aplikasi 

hosting DC 
Dinas Kominfo 

di hosting DC telah di 
proses 

3 Memberi persetujuan akan 
Permintaan 

Keputusan 
penghapusan aplikasi di 

penghapusan aplikasi 
60 menit penghapusan aplikasi 

hosting 
di hosting DC telah di 

di hosting proses 

4 Koordinasi jadwal dengan 
user 

·-. ,-,::· \- _ . .:.:. ;· .. 

Permintaan penghapusan 

aplikasi di hosting data center 

. . .. , .. ··-:...,.:··· 

·o~~or · · ~~-;, •··· K:o, kt1;~; ii}l~!,;,; SKPD· 

PELAK SAN~ .• r ,. 

No·'· \ Uraian Prosedur 

SOP PENGHAPUSAN HOSTING APLIKASI 
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'I · ,. 

Laporan penghapusan 
aplikasi di hosting 

Serita acara 
penghapusan aplikasi 
di hosting 

15 menit 

Serita acara 
penghapusan aplikasi 
di hosting 

Aplikasi hosting di DC 
telah dihapus 

7 

6 Tandatangan berita acara 

penghapusan aplikasi 
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5. 

6. 

4. 

Hasil evaluasi dari Stat akan diajukan ke Kasi dan Kasi akan memberikan persetujuan atau tidak 
terhadap pennintaan ini. 

Jika pennintaan disetujui, Operator Data Center menambahkan space untuk ap6kasi sesuai dengan 
kapasitas yang dibutuhkan. 

User menandatangani Belita Acara Penambahan Space Hosting Aplikasi. 

Operator Data Center membuat Laporan Penambahan Space Hosting Aplikasi dan melaporkan ke 
Stat, Kasi dan Kabid. 

3. 

1. User dari unit/SKPD/bagian lain mengajukan pennintaan untuk penambahan space aplikasi di 
server hosting data center. Pennintaan diajukan melalui email atau surat resmi ditujukan kepada 
Kepala Dinas, disertai dengan penjelasan tentang justifikasi penambahan space storage yang 
diperlukan aplikasi yang dihosting. 

2. Stat menerima pennintaan tersebut dan melakukan evaluasi. 

URAIAN PROSEDUR 

1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnfonnasi dan Transaksi Elektronik. 
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 

Transaksi Elektronik. 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnfonnatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan lnfonnatika. 

LANDASAN HUKUM 

19.PENAMBAHAN SPACE HOSTING APLIKASI NamaSOP 

Disahkan Oleh 

Tgl Disahkan 

Tgl Revlsi 

Tgl Pembuatan 

NomorSOP 

; . '1 
1, 

• 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

r 
I 
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30 menit 
Space penyimpanan 

aplikasi yang di hosting 
telah ditambah 

Keputusan 

penambahan space 

penyimpanan aplikasi 
yang dihosting 

4 Menambah space 

penyimpanan aplikasl yang 
di hosting 

y 

60 menit 

Permlntaan 
penambahan space 
telah diproses 

Keputusan 

penambahan space 

penyimpanan aplikasi 
yang dihosting 

3 Mengidentifikasl keperluan 

penambahan dan memberi 
persetujuan akan 
penambahan space 

penyimpanan aplikasi yang di 
hosting 

60 menit 
Disposisi dari Kepala 
Dinas Kominfo 

Permintaan 

penambahan space 

telah diproses 

2 Proses permintaan 
penambahan space 

penylmpanan hosting aplikasi 
di DC dan melakukan review 

Kominfo 
dari user 

lx 24jam 
Justiflkasi 
penambahan space 
penyimpanan untuk 
aplikasi yang di hosting 

Dinas dan telah 
Email atau surat resmi 

didisposisikan ke Staf 

Surat ditujukan ke Kepala Permintaan penambahan 
space penylmpanan apllkasl 

yang dlhosting di data center 

Sy a rat Waktu Output SKPD Kabid 
Kominfo 

Kasi 
Kominfo 

Staf 
Komlnfo 

Operator 
DC 

Keterangan Uraian Prosedur 
MUTUBAKU PELAKSANA 

SOP PENAMBAHAN SPACE HOSTING APLIKASI 

11 
\· 



60 

Serita acara 

penambahan space 

penylmpanan apllkasi 

di hosting 

Laporan penambahan 

space 

6 

15 menit 
Space penyimpanan 

aplikasi yang di hosting 

telah ditambah 

Serita acara 

penambahan space 
penyimpanan aplikasi 

di hosting 

S Tandatangan berita acara 
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1. User dari uniUSKPD/bagian lain mengajukan permintaan untuk dibuatkan Virtual Private Server 
(VPS) di data center. Pennintaan diajukan melalui email atau surat resmi ditujukan kepada Kepala 
Dinas, disertai dengan justifikasi per1unya kebutuhan tersebut 

2. Operator Data Center menerima permintaan tersebut secara administratif dan melakukan evaluasi 
terhadap uttlisasi sumber daya host virtual dimana VPS tersebut akan dibuat 

3. Stat melakukan proses identifikasi terhadap justifikasi yang diajukan user, dan Staf mempunyai hak 
untuk menyetujui atau menolak permintaan tersebut · 

4. Jika Stat menolak permintaan tersebut, maka Staf akan mengirim notifikasi pemberitahuan ke User. 

5. Jika Staf menyetujui permintaan tersebut, maka Kasi akan melakukan verifikasi atas persetujuan 
tersebut dan selanjutnya Operator Data Center membuatkan VPS yang diminta. 

6. User menandatangani Serita Acara untuk permintaan hak akses baik jika diterima atau ditolak. 

7. Operator Data Center membuat Laporan Rekap Pembuatan VPS Baru dan melaporkan ke stat 
Kasi dan Kabid. ' 

URAIAN PROSEDUR 

1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik. 
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 

Transaksi Elektronik. 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan lnformatika. 

LANDASAN HUKUM 

20.PEMBUATAN VPS (VIRTUAL PRIVATE SERVER) NamaSOP 

Disahkan Oleh . 

Tgl Disahkan 

Tgl Revisi 

Tgl Pembuatan 

NomorSOP 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
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Surat disposisi dari 

Kepala Dinas Kominfo 

Justifikasi penggunaan 

VPS di DC 

3 Mengidentifikasi dan y Hasil evaluasi utilisasi 
Keputusan Hasil memberi persetujuan akan host virtual 
identifikasi kebutuhan pembuatan VPS 30 menit 
persetujuan 

pembuatan VPS 

4 Merekap dan memberi Keputusan Hasil 
Permohonan tldak ldentifikasi 15 menit notifikasi ke user 
disetujui persetujuan 

pembuatan VPS 

Tandatangan berita acara Permohonan 10 menit Berita acara s 
disetujui/tidak penerimaan I 
disetujui penolakan terhadap 

permintaan 

2 Mengevaluasi permohonan 

dan utilisasi sumber daya host 

virtual 

Hasil evaluasi utilisasi 

host virtual 

Email atau surat resmi Surat ditujukan ke Kepala 

dari user Dinas dan telah 

didisposisikan ke 

Operator Data Center 

10 menit 

10 menit 

'~ ·, 

1 Permintaan pembuatan VPS 

di DC 

KeterangalJ 
Output Waktu Syarat 

Staf 
Kominfo 

Kasi Kabid 
Kominfo . Kominfo 

SKPD 
Uraian Prosedur 

Operator 
DC 

MUTU.BAKU PELAK SANA 
No 

SOP PERMINTMN PEMBUATAN VPS (VIRTUAL PRIVATE SERVER) 
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:. , 
, I 
! I 

Laporan rekap VPS 

VPS sesual speslflkasi 

dan berita acara 

pembuatan VPS 

l x 24jam 

Serita acara 

pambuatan VPS 

Permohonan disetujui 

7 

6 Permintaan di-verifikasi dan 

VPS dibuat sesuai dengan 
spesifikasi yang diminta 
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1. User dari unit/SKPD/bagian lain mengajukan pemintaan unbAc pengiapu5an VPS di data center. 
Pennintaan diajukan melalui email atau surat resmi dituju(an kepada Kepala Oinas, disef1ai dengan 
justifikasi perlunya kebutuhan tersebul 

2. Operator Data Center menerirna permintaan tersebut secara adnirisuatif dan rnengevaklasi 
pennintaan. 

3. Stat melakukan proses identifikasi terhadap juslifikasi yang <iaju(an user, dan Staf l'TIE!fTlSUlyai hak 
untuk menyetujui atau rnenolak permintaan tersebut 

4. Jika Stat rnenolak pennintaan tersebut, maka Stat akan mqrin nolifikasi pemberitallJan ke User. 

5. Jika Stat menyetujui permintaan tersebut, maka Kasi akan melaklian verifbsi atas perseh4uan 
tersebut dan selanjutnya Operator Data Center melakukan penghapusan VPS. 

6. User rnenandatangani Belita Acara untuk permintaan penghapusan VPS baik ;tea dilerina atau 
ditolak. 

7. Operator Data Center membuat laporan Rekap Peng\apUSan VPS dirl melapoila, ke Sat, Kasi 
dan Kabid. 

URAIAN PROSEDUR 

1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik 
2. Undang - Unda~ Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. · 
3. Peraturan Pememtah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 

T nmaksi Elektronik. 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 14 Tahtm 2016 tentang Pedoman 

Nomenldatl.lr Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan lnformatika. 

LANDASAN HUKUII 

I -- 

21.PENGHAPUSAN VPS (VIRTUAL PRIVATE SERVER) NamaSOP 

Disahkan Oleh 

Tgl Dlsahkan 

Tgl Revlsl 

Tgl Pembuatan 

NomorSOP 

·1 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
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darl user 

Output. 

Email atau surat resml Surat dltujukan ke Kepala 
Dlnas dan telah 

dldlsposlslkan ke 

Operator Data Center 

10menlt 

Waktu 

Justifikasi 
penghapusan VPS di 
DC 

Kabid 
Komlnfo 

Kasi 
Kominfo 

Staf 
Komlnfo 

1 Permlntaan penghapusan VPS 
di DC 

SKPO 

2 Mengevaluasl permohonan 
Surat disposlsi dari Hasll evaluasl 

10 menlt 
Kepala Dinas Komlnfo 

3 Men11ldentlflkasl dan 
y Hasil evaluasi Keputusan Hasll member! persetujuan akan 

permlntaan 30 menlt ldentlflkasl penghapusan VPS 
penghapusan penghapusan VPS 

4 Merekap dan member! 
Keputusan Hasll 15 menlt 

Permohonan tldak notlflkasl ke user 
identifikasl 

disetujul penghapusan VPS 

s Tandatangan berlta acara Permohonan 10 menlt Serita acara 
disetujul/tidak penerlmaan I 
disetujui penolakan terhadap 

permlntaan 

6 Permlntaan dl-verlflkasl dan Permohonan disetujui 1x24Jam VPS dlhapus dart host 
menghapus VPS sesual virtual 
permlntaan 

Bertta acara 
Laporan rekap 7 

penghapusan VPS 
penghapusan VPS 

Uralan Prosedur 
Keteringan 

Operator DC 

MUTUBAKU 

Syarat 

PELAKSANA 'N'~. . 0 

SOP PENGHAPUSAN VPS 

_..'-ll_.-,,c,........__ ..... ..., _ 
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1. User dari unit/SKPD/bagian lain mengajukan permintaan untuk penambahan sumberdaya VPS 
(processor, RAM, space) yang diipasang di host virtual di data center. Permintaan diajukan melalui 
email atau surat resmi ditujukan kepada Kepala Dinas, disertai dengan penjelasan tentang 
justifikasi penambahan sumber daya yang dipertukan VPS tersebut. 

2. Stat menerima permintaan tersebut dan melakukan evaluasi utilisasi sumberdaya host virtual 
tempat VPS itu dipasang. 

3. Hasil evaluasi dari Staf akan diajukan ke Kasi dan Kasi akan memberikan persetujuan atau tidak 
terhadap permintaan ini. 

4. Jika permintaan disetujui, Operator Data Center menambahkan sumberdaya yang diminta pada 
VPS tersebut. 

5. User menandatangani Berna Acara Penambahan Sumberdaya VPS. 

6. Operator Data Center membuat laporan Penambahan Sumberdaya VPS dan melaporkan ke Staf, 
Kasi dan Kabid. 

URAIAN PROSEDUR 

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik. 
Undang - Undan~ Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 
Peratura~ Pemenn.tah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 
Transaksl Elektron1k. 

Peraturan Pemeri~tah No~or .18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 
Peraturan Menten Komurnkas1 dan lnformatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan lnformatika. 

1. 
2. 
3. 

4. 
5. 

-- 

I 
I 

\ 

! 
I 

t 
I 

LANDASAN HUKUM 

22.PENAMBAHAN SUMBERDAYAVPS NamaSOP 

Disahkan Oleh 

Tgl Dlsahkan 

Tgl Revisi 

Tgl Pembuatan 

NomorSOP 

I . 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
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Hasll review dan 

evaluasl 

60 menit 

Olsposlsl dari Kepaia 

Oinas Kominfo 

3 Mengldentiflkasl keperlua n Hasll review dan Keputusan 
penambahan dan memberi evaiuasi penambahan 
persetujuan akan 

60menit sumberdaya VPS 
penambahan sumberdaya VPS 

y 

4 Menambah sumberdaya VPS Keputusan Sumberdaya VPS 
sesual permlntaaan penambahan 30menlt sudah dltambahkan 

sumberdaya VPS sesual permlntaan 

s Tandatangan berita acara Sumberdaya VPS telah Berlta acara 
dltambah 15 menlt penambahan 

sumberdaya VPS 

6 Belita acara 
Laporan penambahan 

penambahan 
sumberdaya VPS 

sumberdaya VPS 

Permlntaan penambahan 

sumberdaya VPS (processor, 

RAM, space) yang dlpasang di 

host virtual di DC 

1 
Surat dltujukan ke Kepala 

Dlnas dan telah 

dldlsposlslkan ke Staf 

Komlnfo 

Email atau surat resmi 

dari user 

Keterangan 

Justlflkasl penambahan 

penambahan 

sumberdaya VPS 

(processor, RAM, 

space) 

Operator DC 
No' Uralan Prosedur 

Kasi 
·Komlnfo 

Staf 
Komlnfo 

2 Melakukan review terhadap 

permlntaan penambahan 

sumber daya VPS dan 

mengevaluasl utlllsasl 

sumberdaya host virtual 

Output SKPD 

: I 

1 x24jam 

Waktu 
..-·.,, ... 

_ Syarat 
Kabld 

··- Komlnfo 
. ~, 

MUTUBAKU 'PELAKSANA 

SOP PENAMBAHAN SUMBERDAYA VPS 



B.OPERATING SYSTEM 
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1. Kabid memberikan instruksi tertulis berupa nota dinas untuk dilakukannya proses instalasi sistem 
operasi di server. 

2. Kasi menugaskan Operator Data Center untuk melakukan proses pemasangan server fisik ke 
dalam data center. 

3. Operator Data Center melakukan proses instalasi sistem operasi di server. 

4. Operator Data Center melakukan ujicoba server setelah instalasi sistern operasi selesai. 

5. Operator Data Center melakukan setting server dengan lingkungan infrastruktur jaringan setempat 

6. Operator Data Center membuat Laporan lnstalasi Sistem Operasi dan melaporkan ke Staf, Kasi 
dan Kabid .. 

URAIAN PROSEDUR 

23.INSTALASI OPERATING SYSTEM SERVER NamaSOP 

Dlsahkan Oleh 

Tgl Dlsahkan 

Tgl Revisl 

Tgl Pembuatan 

NomorSOP 

1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik. 
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 

Transaksi Elektronik. 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komu{likasi dan lnformatika. 

LANDASAN HUKUM 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
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· Keterangan 

Nota Dinas 

Output · Waktu 

30 menit 

', .. · 

lnstruksi Kepala 

Bidang 

Ka bid 
Kominfo 

Staf Kasi 
Kominfo; Kominfo 

Kadis - 
Kominfo 

1 lnstruksi tertulis untuk 

melakukan instalasi OS 

No' 

2 lnstalasi fisik server ke dalam 
Mechanic Electrical, 

Nota catatan instalasl 60 menit DC 
Network 

3 lnstalasi OS Mechanic Electrical, 
300 menit Server terpasang OS 

Network 

4 Pengujian Server dan OS T Server terinstall OS, Nota catatan 
24Jam 

operasional pada DC pengujian 

5 Melakukan review server dan Mechanic Electrical, 
30 menit Laporan hasil review 

OS pada DC Network 

6 Operasional Server dan OS DC, NOC, Security Unlimited 

Laporan hasil instalasi 

7 

Operator DC 

MUTUBAKU 

_ Syarat:. 

PELAKSANA 

SOP INSTALASI OPERATING SYSTEM SERVER 

. ~raiang Prosedur 
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1. Operator Data Center memberikan notifikasi rencana upgrade sistem operasi server. 

2. Kabid dan Kasi menyetujui rencana upgrade sistem operasi server melalui nota persetujuan. 

3. Stat memberikan notifikasi ke User bahwa akan dilakukan proses upgrade sistem operasi server. 

4. Operator Data Center dengan supervisl Staf, melakukan proses upgrade sistern operasi server. 

5. Operator Data Center - melakukan pengetesan server setelah upgrade sistem operasi selesai 
dilakukan, 

6. Operator Data Center membuat Laporan Upgrade Sistem Operasi dan melaporkan ke Staf, Kasi 
dan Kabid. 

URAIAN PROSEDUR 

1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 ten tang lnfonnasi dan T ransaksi Elektronik. 
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 

Transaksi Elektronik. 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan lnformatika. 

LANDASAN HUKUM 

24.UPGRADE OPERATING SYSTEM SERVER NamaSOP 

Disahkan Oleh 

Tgl Dlsahkan 

Tgl Revisi 

Tgl Pembuatan 

NomorSOP 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

I 
I 

I 
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- l.aporan hasll 
upgrade OS 

~ Operaslonal Server 
din OS 

Laporan hasll upgrade 
OS 

1 x 24 jam DC, NOC 
5 Pengujian hasil upgrade OS 

Laporan team NOC 30menit Sistem auto reminder 
update OS, Team NOC 

-., _: .. ';..,:-· 

. Oµtput - Operator DC Staf Kominfo Kabid 
Komin!t~ 

Kasi 
. Komirifo 

2 Menyetujui dilakukannya 

Upgrade OS Persetujuan 
10 menit Nota persetujuan 

penanggungjawab DC 

3 Pemberitahuan kepada user Pemberitahuan bahwa 

Data users, email 1 x 24jam akan dilakukan 
maintenance 

4 Upgrade OS dilaksanakan 
Versi terakhir update 

DC,NOC 180 menit 
OS 

MUTUBAKU PELAKSANA 

SOP UPGRADE OPERATING SYSTEM SERVER 

1 Reminder Upgrade OS 

~o Utlian Rrosedur 

6 
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5. Stat melakukan proses migrasi sistem operasi server. 

6. Stat melakukan proses instalasi ulang aplikasi dan database cl server setaah selesai proses 
migrasi sistem operasi di server tersebut 

7. Operator Data Center melakukan proses sistem operasi di server. 

8. Operator Data Center melakukan ujicoba server setelah insialasi sistem operasi selesai. 

9. Operator Data Center melakukan setting server dengan lingkungan infrastNdur ~ seteqiat. 

10. Operator Data Center membuat Laporan lnstalasi Sistem C)perasi dan melaporlcan ke Slat, Kasi 
dan Kabid. 

Kadis memberikan instruksi tertulis untuk dilakukannya proses migrasi sistem operasi cl server. 

Kabid dan Kasi melakukan analisa resiko jika proses migrasi sistem ope,asi cilakukan 

Stat melakukan proses backup aplikasi, data dan database. 

Stat memberikan notifikasi ke User terkait rencana migrasi sistem operasi saver. 

1. 

2. 

3. 

4. 

URAIAN PROSEDUR 

25.MIGRASI OPERATING SYSTEM SERVER NamaSOP 

4. 
5. 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Bektronik. 
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 
Transabi Eleklronik. 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 
Peraturan Menteri Komunikasi dan lnforrnatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Nomendatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan lnformatika. 

1. 
2. 
3. 

LANDASAN HUKUM 

Dlsahkan Oleh 

Tgl Dlsahkan 

Tgl Revlsl 

Tgl Pembuatan 

NomorSOP 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
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5 MigrasiOS 

DC, NOC lx 24jam Laporan hasil upgrade 
OS 

6 lnstalasi aplikasi dan 

Laporan hasil upgrade 
database DC, NOC 

lx 24jam 
OS 

2 Melakukan analisa resiko 
y 

T migrasi OS 
Persetujuan 

10 menit Nota persetujuan penanggungjawab DC 

3 Backup Aplikasi dan Database 

Pemberitahuan bahwa 
Data users, email 1 x 24 jam akan dilakukan 

r maintenance 

4 Pemberitahuan dilakukannya 
pemeliharaan kepada users 

DC, NOC 180menit Versi terakhir update 
OS 

Laporan team NOC 30menit 
Sistem auto reminder 
update OS, Team NOC 

1 Keputusan migrasi OS Server 

Output ··Waktu 
. Staf Kominfo · . Kasi · . -'Kabid 

Koininfo,. . .Kominfo"< ·• . ·;-:·,- .. - !,··· 1". ....._ -: 

MUTUBAKU PELAKSANA 

SOP MIGRASI OPERATING SYSTEM SERVER 
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Laporan hasil u.,.,.ade 
OS 

Laporan hasil upv,,de 
OS 

1x 24jam DC, NOC 

1 x 24Jam DC, NOC 

9 

8 Operasional OS baru 

7 Review hasil migrasi OS 



C.~PLll~SI 
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6. Kasi membuatkan konsep surat untuk SKPD kepada kabid yang memberitahukan bahwa aplikasi 
yang diusulkan dapat menggunakan aplikasi berbagi pakai yang telah difasiitasi oleh lnstansi 
Pemerintah lainnya dan telah terbukti kehandalannya. 

7. Draft surat diperiksa oleh Kabid untuk kernudian di tanda tangani Ka<is. 

8. Surat resmi dikirimkan ke SKPD asal yang mengusulkan permohonan pembuatan aplikasi baru. 

4. 

3. 

2. 

1. SKPD membuat surat permohonan terkait pembuatan aplikasi baru ke Dinas Kominfo. Surat 
permohonan diterima oleh Kepala Dinas Kominfo untuk di disposisikan. 

Surat didisposisikan ke Kabid untuk dilakukan identifikasi apakah aplikasi yang dimaksud tennasu~ 
aplikasi berbagi pakai yang sudah disediakan oleh lnstansi Pemerintah lail dan telah terbudi 
kehandalannya. 

Kabid membuat keputusan apakah aplikasi yang dimaksud termasuk aplikasi generik ~ pakai 
yang sudah disediakan oleh lnstansi Pemerintah lain dan telah terbukti kehandalannya atau tidak. 
Jika tidak termasuk aplikasi generik maka SKPD dapat membuat aplikasi yang dimaksud, apabila 
termasuk aplikasi generik maka masuk dalam proses tahapan selanjutnya. 

Kasi melakukan identifikasi dan memberikan keputusan apakah aplikasi tersebut sudah di fasilitasi 
oleh lnstansi Pemerintah lain, jika sudah maka masuk ke nomor 5 jika belum cifasiitasi maka 
masuk point 6. 

5. Kasi memberikan feedback kepada kabid untuk koordinasi lebih l~ut dengan SKPD yang 
mengajukan usul pengembangan aplikasi generik baru agar aplikasi tersebut dapat «f"Jadikal 
aplikasi berbagi pakai di Kabupaten Wonosobo. 

URAIAN PROSEDUR 

4. 
5. 

26.PENGAJUAN APLIKASI BARU NamaSOP 

Dlsahkan Oleh 

Tgl Disahkan 

Tgl Revlsl 

Tgl Pembuatan 

NomorSOP 

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik. 
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 
Transaksi Bektronik. 
Perawran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 
Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan lnformatika. 

1. 
2. 
3. 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

LANDASAN HUKUM 



76 

Waktu 
Penyelesaian Syarat 

: Uralan Prosedur 

SOP PENGAJUAN APLIKASI BARU 

1 SKPD mengajukan surat permohonan Surat Permohonan 

pembuatan aplikasi ke Dinas Kominfo SKPD yang di tanda 1 hart disposisi 

tangani Kepala SICPD 

Kabid melakukan identifikasi apakah 

2 
aplikasl termasuk kedalam golongan Proses bisnis aplikasi 

aplikasi generik dan bisa digunakan dan dokumen lainnya 30 menit keputusan hasil 

untuk berbagi pakai telah dilampirkan 

Kabid membuat keputusan apakah 

3 aplikasi generik. jika T di kembalikkan T y 

k SKPD untuk pengembangan lebih Hasil identifikasi jelas 30 menit Keputusan Hasil 
lanjut 

Kasi membuat keputusan apakah 
4 aplikasi generik inl sudah di fasilitasi Penjelasan usulan 

atau belum apllkasi 24jam Keputusan MSif 

T 

Memberl feedback kepada kabid untuk 
Keputusan hasil 

5 koordlnasi leblh lanjut terkalt 
anallsa kebutuhan 30 menit ~ 

pengembangan bersama apllkasi ~bbid 



• 

n 

Membuat konsep surat resmt untuk 
kabid yang memberltahukan bahwa 

Feedback kepada 30 menit Draft konsep 
6 aplikasi yang di usulkan dapat 

kabid menggunakan aplikasi berbagi pakal 

ya" sudah terbukti kehandalannya. 

Surat diperiksa oleh Kabid untuk 
Draft sur.rt ljam Suratresmi 

7 
ditandatangani Kadis 

Surat dikirimkan ke SKPO asal yang 

Suratresmi lhari armterima 
8 menpjukan usulan pembuatan 

aplikasi 
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1. SKPD membuat surat permohonan terkait pengajuan upgrade aplikasi ke Dinas Kominfo. Surat 
pennohonan diterima oleh Kepala Dinas Kominfo untuk di disposisikan. 

2. Surat didisposisikan ke Kasi untuk dilakukan identifikasi apakah aplikasi yang dimaksud ada 
versioningnya dan kompatibel dengan aplikasi lainnya. 

3. Kabid membat keputusan apakah aplikasi yang dimaksud dapat di upgrade atau tidak. Apabila tidak 
dapat diupgrade masuk ke point 4, dan apabila dapat di upgrade masuk ke point 5. 

4. Surat resmi yang telah di tanda tangani Kadis di kirim ke SKPD pemohon yang menjelaskan bahwa 
aplikasi yang dimaksud tidak memungkinkan untuk di upgrade. 

5. Kasi melakukan upgrade aplikasi bersama dengan staf. 

6. Surat resmi dikirimkan ke SKPD asal yang mengusulkan permohonan upgrade aplikasi bahwa 
aplikasi telah diupgrade. 

URAIAN PROSEDUR 

NomorSOP : 

Tgl Pembuatan : 

Tgl Revlsi : 

Tgl Dlsahkan : 

Dlsahkan Oleh : 

NamaSOP : 27.PENGAJUAN UPGRADE APLIKASI 

1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik. 
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 

Transaksi Elektronik. 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan lnformalika. 

LANDASAN HUKUM 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
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Hasil keputusan 

identifikasi sudah 

lengkap 

3 bulan Keputusan hasil 

Suratresmi 

ljam Draft surat 

Hasil identifikasi jelas 30 menit 

Surat dikirimkan ke SKPD asal yang 

mengajukan usulan upgrade aplikasi 

bahwa upgrade telah dilakukan 
6 

Upgrade aplikilsi 

1 hari 

Proses bisnis aplikasi 

lama dan dokumen 

lainnya telah 

dilampirkan 

Kasi melakukan upgrade aplikasi 

bersama staf 
5 

Suratresmi 

3 hari 
Surat Permohonan 

SKPD yang di tanda 

tangani Kepala SKPD 

Surat balasan ke SKPD bahwa aplikasl 

yang dlusulkan tidak memungkinkan 

untuk upgrade, di tandatangi Kepaia 

Dinas 

4 

Keputusan Hasil 

disposisi 

Disposisi 

lhari 

y 
T Kabid membuat keputusan apakah 

aplikasi dapat di upgrade atau tidak 
3 

Kasi melakukan identifikasi apakah 

aplikasi yang akan di upgrade ini ada 

versioningnya dan compatible 

2 

SKPD mengajukan surat permohonan 

upgrade aplikasi ke Dinas Kominfo 
1 

. " Uraian Prosedu~\ . 
. : . . ~ ):\, -'· 

SOP PENGAJUAN UPGRADE APLIKASI 
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6. Surat resmi dikirimkan ke SKPD asal yang mengusulkan pennohonan dow1191ade aplillasi bahwa 
aplikasi telah di downgrade. 

3. 

2. 

1. SKPD membuat surat pennohonan terkait pengajuan downgrade aplikasi ke Oinas Kominfo. Stnt 
pennohonan diterima oleh Kepala Dinas Kominfo untuk di disposisikan. 

Surat didisposisikan ke Kasi untuk diakukan identifikasi apakah aplikasi yang cimaksud apabiJa ci 
downgrade kompatibel dengan aplikasi lainnya, termasuc sistem operasinya. 

Kabid membat keputusan apakah aplikasi yang dimaksud dapat ci dowr9ade alau tidak. ~ 
tidak dapat didowngrade masuk ke point 4, dan apabia dapat ~ masuc ke pan 5. 

4. Surat resmi yang telah di tanda tangani Ka<is ci kirim ke SKPD pemohon yang fflel ..... ta1wa 
aplikasi yang dirnaksud tidak rnemungkilkan ootuk di downgrade. 

5. Kasi melakukan downgrade aplikasi bersama dengan staf. 

URAIAN PROSEDUR 

4. 
5. 

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Bektronik. 
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 
Transaksi Elektronik. 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 
Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan lnformatika. 

1. 
2. 
3. 

LANDASAN HUKUM 

28.PENGAJUAN DOWNGRADE APUKASI NamaSOP 

Dlsahkan Oleh 

Tgl Dlsahkan 

Tgl Revlsl 

Tgl Pembuatan 

NomorSOP 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
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keterangan Output 

Surat resmi 

Disposisi 

Keputusan Hasll 

Hasll identifikasl 

Draft surat 

Surat balasan ke SKPD bahwa apllkasi 

yang dlusulkan tldak memungklnkan 
untuk downgrade 

4 

ljam 

y T 

Hasil identifikasl Jelas 30 menit 

Kabid membuat keputusan apakah 

aplikasl dapat di downgrade atau tldak 
3 

Proses blsnls aplikasi 
lama dan dokumen 
lalnnya telah 

dllamplrkan 

1 hari 

Kasi melakukan identifikasl apakah 
aplikasi yang akan di downgrade lni 

compatible dengan aplikasi lain setelah 
di downgrade, termasuk OS 

2 

Kasi melakukan downgrade apllkasl 

keputusan hasll 
3 bulan Downgrade 

5 
bersama staf 

anallsa kabld 
apllkasl 

Surat dlldrlmkan ke SKPD asal yang 

mengajukan usulan downgrade 

Surat resml lharl Tandaterlma 

6 
apllkasi bahwa downgrade telah 

dllakukan 

1 hari 

Surat Permohonan 
SICPD yang di tanda 
tanganl kepala SICPD 

SKPD mengajukan surat permohonan 
downgrade aplikasl ke Dinas kominfo 

Waktu 
Penyelesaian 

Kabid Dinas' •t; · t,"--i · 
Kominto < '.· r: , · ka:it., 

Kepala Dinas 
Kominfo 

·-:f':t'-' •••. SKPD Kabupaten 
Wonosobo 

Uraian Prosedur No 

1 

SOP PENGAJUAN DOWNGRADE APLIKASI 
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1. SKPD membuat surat permohonan terkait pengajuan penghentian operasional aplikasi ke Dms 
Kominfo. Surat permohonan diterima oleh Kepala Dinas Kominfo untuk di disposuan. 

2. Surat didisposisikan ke Kasi untuk dilakukan identifikasi apakah aplikasi yang <imaksud apabila <i 
hentikan apakah berdampak pada aplikasi lain atau proses bisnis lain. 

3. Kabid mernbat keputusan apakah aplikasi yang dimaksud dapat <i hentikan atau tidak untuk 
operasionalnya. Apabila tidak dapat dihentikan masuk ke point 4, dan apabila dapat dilentikan 
masuk ke point 5. 

4. Surat resmi yang telah di tanda tangani Kadis di kirim ke SKPD pemohon yang m~ bahwa 
aplikasi yang dimaksud tidak rnemungkinkan untuk di hentikan operasionalnya. 

5. Kasi melakukan penghentian operasional aplikasi bersama dengan staf. 

6. Surat resmi dikirimkan ke SKPD asal yang mengusulkan pennohonan J)er9lentian operasional 
aplikasi bahwa aplikasi telah di hentikan. 

URAIAN PROSEDUR 

4. 
5. 

LANDASAN HUKUM 

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik. 
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 
Transaksi Elektronik. 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 
Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Nornenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan lnforrnatika. 

1. 
2. 
3. 

29.PENGAJUAN PENGHENTIAN OPERASIONAL APUKASI NamaSOP 

Dlsahkan Oleh 

Tgl Dlsahkan 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

Tgl Revlsi 

Tgl Pe.mbuatan 

NomorSOP 

- 
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Kabid membuat keputusan apakah 
apllkasi dapat di hentikan atau tidak 

3 
Hasil identifikasi jelas 30 menit 

Proses bisnis aplikasi 
yang diusulkan dan 
dokumen lainnya 
telah dilampirkan 

Kasi melakukan identifikasi apakah 
aplikasi yang akan di hentikan ini 
berimbas pada aplikasi lain atau 
proses blsnis lain 

2 

Surat balasan ke SKPD bahwa aplikasi 
4 yang diusulkan tidak memungkinkan 

Draft surat ljam Suratresmi untuk hentikan 

Disposisi Kepala 
s Kasi menghentikan aplikasi bersama 

Bidang/Keputudan Aplikasi staf 
hasll identifikasi ljam 

dihentikan 
Kepala Bidang 

Surat dikirimkan ke SKPD asal yang 

6 
mengajukan usulan penghentian 

Surat resmi aplikasi bahwa aplikasi telah 
1 hari Tanda terima 

dihentlkan 

Keputusan Hasil 

Keputusan hasil 
identifikasi 

Disposisl 3 hari 
Surat Permohonan 
SKPD yang di tanda 
tangani Kepala SKPD 

SKPD mengajukan surat permohonan 
penghentian aplikasi ke Dlnas Kominfo 

1 

1 hari 

y T 

SOP PENGAJUAN PENGHENTIAN APLIKASI 

.''uraian Prosedur .· . 
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1. SKPD membuat Stl'at pennohonan tertait pengaiuan badq) aplilasi Ire c.m Konir*>. SIAt 
pennohonan diterima oleh Kepala Dinas Kominfo untl.t di cisposisikal.. 

2. Surat dicisposisikan ke Kasi 0011* ciakt*an idei,tilikasi apallal'I apikasi yang clmabud apallila ci 
backup memungkinkan oob.A< difasiiai llllli sistem, mage di yang ~ dengan 
aplikasi lef'sebul 

3. Kabid membat keputusan apakah aplcasi yang cimaksud dapat ci badwp atau lidak. ApitJia Ddall 
dapat backup masuk ke point 4, dan apabila dapat di badlup mau ke pan 5. 

4. Surat resmi yang telah di tanda tangani Kalis ci aim ke SKPO pemoflon yang me, j 7 ; 11, bahwa 
aplbsi yang dimaksud tidak rnerm.rtgkir*an untuk ci ~ dengan atasat yang cimibn 5a133 
teknis. 

5. Kasi melakukan backup aplikasi bersclna dengan slal 

6. Surat resmi dikirinkan ke SKPO asal yang mer,gudal pennoho.a, badq) apaasi bahwa 
apikasi telah di backup. 

URAIAN PROSEDUR 
LANDASAN HUKUII 

1. Undang - Undang Nomor 11 Tatu.rt 2008 tentang lnformasi dan T ransaksi Elektronik. 
2. Undang -Undang Nomor 23 Tatu.rt 2014 tenta,g Pememtah Daerah. 
3. Perabnn Pememtmi Nomor 82 Tatn.rt 2012 tent.Ilg.,,__.__ Slstem dan TralSaksi Beldronik. ' "',,....... '111:1"' .... , 

4. Penman Pememtmi Nomor 18 Tarn.rt 2016 lentq Perar9ll Daerah. 
5. Parabnn Menteri Kornt.rtbsi dc11 lnbmatb Nomor 14 Tah.tn 2016 lentang Pedoman 

Narr.a .... Perangkat Daerah Bidang Komllikasi dan lrlonnatb. 

30.PENGAJUAN BACKUP APLl<ASI NamaSOP 

Dlsahkan Oleh 

Tgl Dlsahkan 

Tgl Revl1I 

Tgl Pembueten 

NomorSOP 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
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Tanda terima Surat resmi 

Surat dikirimkan ke SKPD asal yang 

mengajukan usulan penghentlan 

aplikasi bahwa aplikasi telah dibackup 

6 

Kabid membuat keputusan apakah 
T y Hasil identifikasi jelas 30menit Keputusan Hasil 

3 
aplikasi dapat di backup atau tidak 

Surat balasan ke SKPD bahwa aplikasi 

Draft surat ljam Surat resmi 
4 yang dlusulkan tidak memungkinkan 

untuk dibackup 

Kasi melakukan backup aplikasi Keputusan Kepala 
ljhari Aplikasi 5 

Bidang dibackup 
bersama staf 

lhari 

Proses bisnis apllkasi 

yang diusulkan dan 
dokumen lainnya 

telah dilampirkan 

Hasll identifikasi 

3hari 

Surat Permohonan 

SKPD yang di tanda 

tangani Kepala SKPD 

Kasi melakukan identifikasi kesesuaian 

aplikasi yang akan di backup dengan 

kapasitas storage, model backup 

SKPD mengajukan surat permohonan 

backup aplikasi ke Dinas Komlnfo 

2 

Disposisi 

lhari 

·Mutu Baku 

SOP PENGAJUAN BACKUP APLIKASI 

1 



- 

D·.DAT ABASE 
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1. SKPD membuat surat permohonan ke Dinas Konirfo tertcait permohoua, peuambaf.a, database 
baru di SKPD. Surat permohonan diterima oleh Kepala Dinas Koninro IAllk ci disJJ c · J&L 

2. Surat didisposisikan ke Kasi untuk dilakulcan idenlifilcasi apakah dalabase baru yang diusukan 
beririsan dengan data dari SKPD lain. 

3. Kabid m13mbuat kepubJsan ap.:!kah usulan pembuatan database baru bi!:;a cilanjutkan ata, liclak. 
Jika tidal: bisa diteruskan, maka akan dibim respon surat pemberitahuan l<e SKPO lefsebut batlwa 
usulan penembahan database baru yang dinaksud beun dapat diaf1ulkan dengan alasan Yc¥1Q 
juga ikut disebutkan. Apabila u:.ulan tersebut bisa difanjutkan maka masuk ke point 4. 

4. Kasi bersema staf membuat m,~ta baru dengan fieki dan output sesuai usuan. 

5. Kasi mernbuat kepubJsan apa~.ah data sudah lengkap atau befwn. Jika beun maka Kasi memt:uat 
laporan ~:e Kabid unbJk tindakan lebih lanjut, jifa sud3h malca ~ ke proses beriunya. 

6. Kasi bersama staf membuat database sesual dengan usulM, kemucian rnembuat draft laporan 
terkait pr-::igres kegiatan unbJk SKPD. 

7. Kabid mEimeriksa draft laporan untuk kemudlan cl tanda tangani oleh Kacis. 

8. Surat resmi beserta laporan dilmkan ke SKPO asal yang mengusu1tan permohoua, penambahan 
database, baru. 

URAIAN PROSEDUR 

1. Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2008 tentano lnformasi dan Transaksi Bektronik. 
2 Undal'{I - Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten~~ Pemerintah Daerah. 
3. Penlbnn Pernembti Nomor 82 Tahun 2)12 tertang Penyelenggaraan Sistem dan 

Tnnaksi Elf*lroriJc. 
4. Penlbnn Pemerinbti Nomor 18 Tahun 2)16 tertang Perangkat Daerah. 
5. Perab.nn Manieri Kornwtlcasi dan lnformatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Nomenklau Perangkat Da.nh Bi-:lang K-:>rnunikasi dan lnfonnalika. 

LANDASAN HUKlJII 

: 31.PEl'4AMBAHAN DATABASE BARU NamaSOP 

NomorSOP : 

Tgl Pembu11tan : 

Tgl Revlsl : 

Tgl Dlsahk11n : 

Dlsahkan Clleh : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATHCA 

----------·~--------------------·~-.---------·------------------------·----------------------~---, 
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SKPD men1aJukan surat perrnohonan Surat Perm•>honan 
peml:uatan databasu baru di SKPD •:e SKP) yang di tanda 3 harl Agenda surat 
Dlnas Komlnfo tant:anl ke~ala SkPD 

----------------- ----------- -------- 
Kasi r1elakuk1n lden·:lflkasl I pakah 

~~ 

Field database yani: 
2 d1tal:11e yan1 dlusu kan berlrlsan akan dlbuat telah 30menlt keputusan Ha ;II 

dengan data SKPD la n dllamplrkar 

------------------ ---- ---- ------------ --------- 
Kabld membuat keputusan c pakah 

T 
y 

3 usu la, pemb J1t1n d 1tabase baru blsa --- Has I klent11lkasl Jelu 30 menlt Keput1Jsan Hasil 
dlten1skan 

------------------- -------- ---- ---- -------------- --------- 

4 Kasi r,enyusun metadata Field, Output 2 harl Draft rnetadat a 

---- ----------------- ----- --- ------------- --------- 

s Kasi r,embuu keputusan apakah data Draft metadata 60menlt Keputusan ha,;11 
sud1h len1kap 1t1u tldak 

---- ----------------- -------- --- ------------ -------- 
6 

Mem >Ult database i.esual d engan Metadata lOmenlt Database barn 
usula, 

SOP PENAMBAH.AN DATABASE SARLI 

-- 
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-- -- Membuat draft surat Jawaban/laporar, ....._ 
Laporar, pembuatan Draft surat 2Jam 

terbit penambaihan database baru, 

databa! e baru 

7 
dlpertlcsa oleh <abld dan 
dttandatangan IC.ldis 

-- 
Tam:la terima 

Surat clklrlmb n Ice SICPD asal ~ng - Surat Jawaban 1 harl 

8 menpjunn u,.ulan pembuatan 
database baru 
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1. SKPD membuat surat permohoean ke Dinas Kominfo terkait pe,mohonan penghapusa, database 
di SKPD. Surat permohonan diterima oleh Kepala Dinas Konlnfo untuc di disposisit.an. 

2. Surat diclisposisikan ke Kasi untuk dilakukan identiikasi apalcah dalatme yang ciusulcan trluk 
dihapus datanya digunakan o~3h SKPD lain. 

3. Kabid membuat keputusan apakah usulan penghapusan database bisa dilalubn atau tidalt.. ~Isa 
tidak bisa diteruskan, maka akan dikirim respon s,.rat pernberitahuan k~ SKPO tersebut bitiwa 
usulan p311ghapusan databaSEt yang dimaksud belum dapat dilaljrtkan dengan alasan yang jJga 
ikut disebutkan. Apabila usular tersebut bisa dila~utlam maka masuc ke pJi'lt 4. 

4. Kasi bemama stat melakukan identifikasi apakah database yang alcan ditiapus ii per\J ci fasilitasi 
backup cleh Diskominto dengan mefihat pertinbangan infrastruktur yang tEf'Sedia. 

5. Kabid m13fllbuat keputusan apakah backup pertu dilakukan atau tidak. Ji<a tidak maka Ice pro.es 
point 6. Jika ya, maka bel1anjut ke proses berikutnya point 7. 

6. Kabid belkoordinasi dengan SKPD terkait backup yang tidak bisa difasililasi ~ alasan yang 
disebutkan. 

7. Kasi bemama stat menghapu~. database sesuai dengan uswin, kemudian membuat <nit laporan 
terkait pr·Jgres kegiatan untuk SKPD. 

8. Kabid mumerika draft laporan untuk kemudian di tanda tangani oleh Kadis. 

9. Surat rE,smi beserta laporan dikirimkan ke SKPO asal yang menguwlcan permooalall 
penghap rsan database. 

URAIAN PROSEDUR 

NomorSOf' : 

Tgl Pembuatan : 

Tgl Revfsi : 

Tgl Dlsahkan : 

. Disahkan Clleh : 

NamaSOP : 32.PENGHAPUSAN DATABASE 

1. Undang- Undang Nornor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Bektronik. 
2. Undaftl- Undang Nornor 23 Tahun 2014 ten~J Pemerintah Daemh. 
3. PeraluBn Pernemtah NomCI' 82 Tatnin 2)12 tertang Penyelengga,aan Sistem dan 

Transabi Be,droni1c. 

4. Peraturan Pememtah NomCI' 18 Tahun 2)16 tertang Perangkat Daerah. 
5: Peraturan Menteri Komlllikasi dan lnformatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Nomendatur Perangkat Dai3rah Bi,:iang K:>munikasi dan lnformatika. 

LANDASAN HUKUM 

PEMERINTAH DAERAH KABUl>ATEN WONC)SOBO 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIICA 

...._~~~~~~~~~.~------------~l---------------------------------------, 
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------ ---- ---- 
T 

keputusan hasil -- ldentifikasi backup 3C menit Keputusan liasll 

---- ---- ---- ---- 
Oat,1base 24jam lap(,ran h1:,II 

koordinasl 

Keputusan Hasil 3C menit 

Keputusan Hasil 

Field, Output 

Hasil ldentt'ikasi jelas 3C menit 
_______ _., __ r, .... ..,. 

Keputusan Hasil 3C menit 

Agenda surat 

Field database yang 
akan dibuat telah 
dilarnpirkan 

Surat Permohonan 
SKPI> yang di tanda 3 hari 
tan11ani Kepala SKf'O 

Koordinasl ,an11n SKPD terkait 
melakukan backup 

6 

ICabid membuat keputusan apakah 
data perlu dl-badwp atau Tidak 

SKPI> mengajukan surat permohonan 
1 pe"!lhapusan database di SKPD ke --- Dinas Komhfo 

---- 
Kabld mela <ukan identiflkasi apakah 

2 
daUblse yang diusulkan untuk 
dihapus beririsan dengan data s~:Po 
lain 

------ 
Kepala blclang mernbuat ~.eputusan 

3 apakah usulan penghapu~an database 
baru blsa diteruskan 

---- 
Kasi menaidentifik.llsi apakah database 

4 
vat'lfl akin dihapus telah cilakukan 
bad:up denpn pe"timbangan 
lnfrclStn.lktur yang tersedi,ll 

SOP PENGHAPUSAN DATABASIE 

s 
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-- ----- 
Laporan Kasi Mengha aus database sesuai 

Hasil bordlnasl 10 menit penghapusan 
7 

dengan usuli n 

database 

------ membuat draft surat Jawaban/faporan 

--1111+- Laporan penghapusan 
2jarr Draft surat 

8 hasll penghapusan, diperlksa oleh 

Databc1se 
Kabld dan ditandatanganl Kadis 

------ Surat dlkirim <an ke SKPO asal yang 

Surat jswaban 1 hari Tanda terlrna 
9 menpjukan usulan penghapusan 

database 

-- -- ----- 
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1. SKPD membuat surat permc./lonan ke Dinas Ko11info terkait penambahan label baru. Surat 
permohonan diterima oleh Kepala Dinas Kominfo unluk di disposisikan. 

2. Surat Surat didisposisikan ke Kasi untuk dilakukan identifikasi apakah tcibel baru yang diusull<an 
beririsani'duplikasi data dengar SKPD lain. 

3. Kabid membuat keputusan ap,1kah usulan penembehan label baru bisa dilanjutkan atau tidak. ,lika 
tidak bisa diteruskan, maka akan dikirim respon surat pemberitahuan k3 SKPO tersebut bat1wa 
usulan penambahan label befum dapat dilanjutkan dengan alasan yang juga ilrut disebutkan. 
Apabila usu/an terse but bisa di lanjutkan maka masut: Jee point 4. 

4. Kasi bersama staf membuat metadata label dengan field dan output sesuai usulan. 

5. Kasi mernbuat keputusan apa~.ah data sudah lengkap atau belum. Jika belum maka Kasi membuat 
laporan ke Kabid untuk tindakan lebih lanjut, jika suchh maka berlanjut ke proses berikutnya. 

6. Kasi bersama staf membuat t:ibel baru sesuai dengan usulan, kemudian membuat draft laporan 
terkalt pr·~res keglatan untuk !,KPD. 

7. Kabld mE1meriksa draft laporan untuk kemudian di tanda tangani oleh Kadi!i. 

8. Surat resmi beserta laporan diljrlmkan ke SKPD asal 

URAIAN PROSEDUR 

: 33.PENAMBAHAN T ABEL BARU NamaSOP 

NomorSOP : 

Tgl Pembu;,ltan : 

Tgl Revlsi : 

Tgl Dlsahkim : 

Dlsahkan Clleh : 

1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentan,~ lnfonnasi dan Transaksi EJektronik. 
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan,~ Pemerintah Daemh. 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2)12 tertang Penyelenggaraan Sistem dan 

Transalcsi Elektronik. 
4. Peraturan Pemerintah Nomct 18 Tahun 2)16 tertang Perangkat Daerah. 
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 14 Tahun 20'16 tentang Pedoman 

Nomervdatur Perangkat Da,nh Bklang K:>munikasi dan lnformatika. 

LANDASAN HUKUM 

PE:MERINTAH DAERAH KABUl>ATEN WONOSOBO 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIICA 

._.. ~--~--~~~~.~-----~---·~---~---~-----+-------------------·---------------------------------------1 

.--~~--~--~~~--~~------·~--------·~--~-------·---"T----------------------------------·------------·--------------1 
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SOPPENAMBAHANTABEL BARU 

SKPC> mengajukan surat permohcnan Surat Permohonan 
1 penambansn tabel Ob baru pada - SKP[l yang cli tanda 3 hari Agenda su ·at 

Database St:PD ke~·ada Oinas Kon,lnfo tang3ni Kepala SKPD 

-------- ------ ---- ---- ---- 
Kabld melal:ukan identlflk,1si apalcah }__ Field tabel yang akan 

2 tabel yang cllusulkan berlr san dellgan dibu at tel ah 30 menit Ke~ utusan Hasil 

data SKPD luln dilampirkan 

-------- ------ ---- ---- ---- ---- ---- 
Kabld membuat keputusan apakah 

1' 
3 usulan pembuatan tabel baru bin -- Hasil ldentifikasi jelas 30 menit Ke~ utusan Hasil 

dlteruskan 

---- ---- ---- ---- -------- 

4 Kasi menvusun metadata ·:abel Field, Output 60 menit Draft metadata 

---- --- ---- ----------- ---- 
Kasi membuat keputusan 1pakah data T Drat: metadata 30 menit s Meta data 
sudah lengkap atau belurr 

---- ---- ---- ---- ---- ----------- ---- 
6 Membuat t1bel ses ual dengan us Jlan -- 10menit Tabel baru 

---- ------ ---- ---- 
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Tanda terlma l ha"i Suratresml 

Draft surat taporan hasll 2 jarn 
pembuatan tabel baru 

__ ,_J_ __ _J_~~L_ _l_ .L__-J_~-~ -- 

--,..... _ 
Membuat dr~ft surat dlperlksa oleh 

7 
Kabld dan dltandatanaanl kadls 

~ 
Surat diklrlml:an ke SICPO asal vane 

8 menpjuun usulan pembuatan tabel 
baru 
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1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentan 
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan 
3. Peraturan Pemerintah Nc,mor 82 Tahun 20 

T ransaksi Elektronik. 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2)16 te 
5. Peraturan Manieri Komunilcasi dcm lnfo1matika 

Nomen<latur Peranglcat Da,nh Bklang K)munik 

1----------~----------~--~~ 
PEMERINT AH DAERAH KABU 

DINAS KOMUNIKASI DAN 

i 
NomorSOP : 

Tgl Pembu,itan : 

Tgl Revlsi : 

Tgl Dlsahk1m : 

i=»ATEN WONOSOBO Dlsahkan Clleh : 

INFORMATIICA 
NamaSOP 34.BA·CKUP DATABASE : 

URAJAN PROSEDUR 

J lnformasi dan Transaksi Elektronik. 
1. SKPD memouat surat permohonan ke Dinas Kominfo terkait permohonan badrup database baru di !1 Pemerintah Daemh. 

·12 tentang PenyE~enggaraan Sistem dan SKPD. Surat permohonan diterima oleh Kepala Dina;; Kominfo untuk di disposisikan. 

rtang Perangkat Daerah. 2. Surat dicisposisikan ke Kasi Lntuk dilakukan identifikasi apakah database SKPD pemohon dapat 
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman difasilita~.i backup dengan pertimbangan infrastruktur saat itu. 

asi dan lnformatika. 3. Kabid mumbuat keputusan apakah usulan backup database bisa dilanjutkan atau tidak. Jika lidak 
bisa diteruskan, maka akan dikirim respon surat pemberitahuan ke SKPD tersebut bahwa usllan 
backup c atabase belum dapat difasilitasi dengan alasan yang juga ikut di::.ebulkan. Apabila USL Ian 
tersebut olsa dilanjutkan maka masuk ke point 4. 

4. Kasi bersarna staf melakukan backup sesuai de~1an usulan, kemudiari membuat draft laporan 
terkait pr·:,gres kegiatan untuk BKPD. 

5. Kabid memenksa draft laporan untuk kemudian di tanda tangani oleh Kadi!;. 

6. Surat re:;mi beserta laporan ,jjkirimkan ke SKPD asal yang mengusuU:an pennohonan backup 
database, 

LANDASAN HUKUM 

,----------·~--------------------- 

I 

I 

I 
( 

I 
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SICPC meng.Jukan surat permohonan Surat Permohonan 
1 badc•JP database di SKPD !:e Dlnai: 

~ 

SKPD yang di tanda 3 hari Agend,1 surat 
Kominfo tangani Kepala SKPD 

-------- ---- ------ ----- ----- 
Kasi melakukan ldentifikasl apakah 

~ 

Database SKPI> yang 
2 database yang diusulkan untuk 30 rnsnit Keputusan Ha~il 

dibadwp daaat dlfasilitasl oleh slst:em bersan gkutan 

---- ---- ------ ------ ----- 
Kabid memtuat keputusan apakah T 

3 usul.n backup data Jase blsa ---- Oaftar Databa se 30 menit Keputusan Ha,;il 

diterJskan 

------ ---- ------ 

Kasi melakukan backup database Field, Output 2jarr 
Database telah 

4 
sesu.li deng,in usula n di backup 

---- ------ ---- ---- 

Merr buat draft surat dlperlksa oleh ..... 5 laporan hasil backup 2Jarr Draft s.irat 
Kabid dan dltanclat.inganl Kadis 

---- ---- ---- ------ ----- ---- 
6 

Surat dikirimkan ke SKPD asal yani: Surat r esml 1 hari Tanda ·:erima 
menaajukan usulan backu~ database 

----- ---- ---- ---- 

SOP BACKUP DATABASE 

b 
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1. Unda°'1- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tenta 
2. Unda°'1 - Undang Nornor 23 Tahun 2014 tenta 
3. Peratur3n Pemerintah Nomor 82 Tahun 2)12 t 

Transalcsi Elektronik. 
4. Peratur3n Pemerintah Nomor 18 Tahun 2)16 te 
5. Peratur3n Menteri Komunikasi dan lnformatika 

Nomenl<latur Perangkat Oa,nh Bk1ang K-,mun 

PE:MERINTAH DAERAH KAB 
DINAS KOMUNIKASI DA 

NomorSOP : 

Tgl Pembu,1tan : 

Tgl Revisl : 

Tgl Dlsahkan : 

Ul>ATEN WONC)SOBO Dlsahkan Clleh : 

N INFORMATIICA 
NamaSOP 35.UPtJRAOE APLIKASil DATABASE : 

URAIAN PROSEDUR 

O!J lnformasi dan Transaksi Bektronik. 
1. SKPD membuat surat pennohonan ke Dinas Kominfo terkait permohonan upgrade aplU:asi nq Pemerintah Daemh. 

ertang Penyelenggar aan Sistem dan database· di SKPD. Surat permohonan diterima oleh <epala Dinas Kominfc untuk di disposisikan. 

rtang Perangkat Daerah. 2. Surat dicisposisikan ke Kasi Lntuk dilakukan identi1ikasi apakah database SKPD pemohon dapat 
Nomor 14 Tahun 20'16 tentang Pedoman difasilitae,i diupgrade dengan pt?rtimbangan versioning, compatibility, infras7Uktt.r' saat itu. 
ikasi dan lnformatika. 3. Kabid membuat keputusan apakeh usulan upgrade, apfikasi database bisa dilanjutkan atau lidak. 

Jika tidal: bisa diteruskan, maka akan dikirim respon surat pemberitahuan ke SKPD tersebut bat,wa 
usulan upgrade aplikasi datab,,se belum dapat difasilitasi dengan alasan yang juga ikut disebulhn. 
Apabila usulan tersebut bisa dilanjutkan maka masut ke point 4. 

4. Kasi bersama staf melakukE1n upgrade aplikasi database sesuai dengan usulan, kemucian 
membua·: draft laporan terkait progres kegiatan untu~. SKPD. 

5. Kabid mumeriksa draft laporan untuk kemudian di tanda tangani oleh Kadi!,. 

6. Surat resmi beserta laporan <likirimkan ke SKPD usal yang mengusulkan pennotionan upgrade 
aplikasi database. 

LANDASAN HUKIJM 

--- 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
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SKPO mengijukan surat permohonan Surat Permohonan 
1 upgrade ap ikasi database di SKPD ke -- SKPC> yang di tanda 3 hari Agenda surat 

Dinas Kominfo tangani Kepala SKPD 

------ ---- 
Kasi melak~kan idt·ntifika~i apak;;h _!_ Aplil:asi database 
apli~:asi database yang diusulkan untuk terbsru sud ah 30 menit Hasil identifikasi 2 
diupgrade dapat rremungklnkan untuk tersedia, Identifika ;f 
difa!,ilitasl sistem telah dilakukan 

---- ---- ---- 
Kabi :i mem :>uat keputusa, apakah T 

3 upgrade ap ikasi database bisa -- Hasil identiflkasi jelas 30 menit Keputusan Hasil 

diteruskan 

---- ---- ---- 
Kasi melak~kan upgrade database Fielc, Output 3 hari 

Ui::date 
4 

sesuai dengan usulan Database 

--- -- --- 
Membuat draft sur at dlperlksa oleh -Ill+-- --· taporan ha!,U upgr.1de 

3jam Onftsurat s 
Kabld dan ditandatangani Kadis 

Database 

---- ---- ------ --- ---- 
Surat dildrirnkan ke SKPO asal yana 

Surat resmi 1 hari 
6 mengajukan usulan upgrade aplil:asi Taida terma 

dat:abase ------ 

SOP UPGRADE APLIKASI DATABASE 
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1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tental'll 
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2)12 ter 

Transaksi Elektronik. 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2)16 ter 
5. Peraturan Menteri Komwiikasi dan lnformatika N 

Nomendatur Perangkat Dat3rah Bi-:lang K·:>munik 

L.ANDASAN HUKUII 

NomorSOP : 

Tgl Pembu,itan : 

Tgl Revlsl : 

Tgl Dlsahkan : 

f>ATEN WONC)SOBO Dlsahkan Clleh : 

INFORMATIICA 
NamaSOP 36.PEMBERIAN AKSES DATABASE : 

URAIAN PROSEDUR 

J lnformasi dan Transaksi Elektronik. 
1. SKPD rnembuat surat permohonan ke Dinas KclJ'info tabit pennohonan penlbe.ia. ak:;es !~ Pemerintah Daerah. 

tang Penyelenggar aan Sistem dan database· di SKPD. Surat pennooonan <iterima oleh <epata Dinas Kominfc unluk di disposisikan 

tang Perangkat Daerah. 2. Surat didisposisikan ke Kasi untuc: <ilakukan identifit.asi apaJcah rnerTU9ir*an dengan pemberian 

omor 14 Tahun 20'16 tentang Pedoman akses database SKPD dapat difasiitasi . 
asi dan lnformatika. 

3. Kabid mombuat kepub.Jsan apakah usuar, pemberi:in akses database bixt ~ ata, licak. 
Jika tidal: bisa diteruskan, maka akan dbim respon surat pemberitahuan ke SKPO tersebJt batlwa 
pemberi~1n akses database bellffl dapat <ifasiilasi dengan alasan yang ;,ga ilcut cisebt6an. 
Apabila usulan tersebut bisa dilar4utkan mat.a mas": ke point 4. 

4. Kasi bersama stat melakukan pemberian akses database sesuai dengan usulan. kemucian 
membua: draft laporan tertcait progres kegiatan Lrlhj SKPO. 

5. Kabid mumeriksa draft laporan ootuk kemucian <i tallda langani oleh Kacis.. 

6. Surat r~,mi beserta laporan dkirimkan ke SKPO anl yang ffleflgUSUkan pemld,ouan pemberia.r 
akses database bahwa databa.e sudah bisa diakses. 

PEMERINT AH DAERAH KABU 
DINAS KOMUNIKASI DAN 
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SKPI> mengajukan surat P•!rmohc,nan 

Surat Perm,>honan 
1 dberikan akses database :ll SKPD ke -- SKPI> yang di tanda 3 hari A(;enda Surat 

Dinas Komlnfo 

tangani Ke~,ala SKF D -- ----· ---- ----- ------ 

=!- 
Date terkait outpu·: Kasi melakLkan idE:ntifika!,i apakc1h 

van(: ingin cli dapat 
2 SKPI> tersebut mernpunyai wewenang 

setelah mengakses 30 menit KE·putusan Hasil 
terhadap database yang akan diakses. 

database tersebut 
jelas ---- ----- ---- ---- ---- ----- Kabid mem:,uat keputusa, apaki1h 

T 3 usulsn pemberian akses databaso bisa -- Hasil identH'ikasi jelas 30 menit KE·putusan Hasil 
diteruskan 

---------- --- --- -- -- ------ 
Kasi membc!rlkan a kses d stabase 

Hasil keput1Jsan 
30 menit Hakakse!, 

4 
sesu11 den11n usul1n SKPD tersebut 

Kepala Bidang 
Database 

----- -- --- 
---- ..._ --: taporan ha:,il s MembU1t dl'lft surat dlperiksa oleh 

pemberian hak akses 3jam Dr aft surat 
Kabld dan cltandatang1ni Kadis 

Oat.base 
----- ----- ------- -- -- --- 

------ 
Surat dlklrlrnkln ku SKPO .ual yang 

Surat resmi 1 hari 

6 menpjukln perm1>honan diberikan 

Tanda terima 1kses d1t1t1se d1t1b1Se 
---- 

SOP PEM13E~~IAN AKSES DATABASE 

• 
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1. Unda°'1 - Undang Nornor 11 Tahun 2008 tentan 
2. Undang - Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentan 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2)12 te 

Transaksi Elektronik. 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2)16 te 
5. Peraturan Menteri Kornunikasi dan lnformatika N 

Nomenldatur Perangkat Oa,nh Bklang K-)muni 

LANDASAN HUKIJM 

Pl:MERINTAH DAElt~H KABU 
DINAS KOMUNIKASI DAN 

NomorSOP : 

i Tgl Pembu;:11tan : 

Tgl Revlsl : 

Tgl Dlsahk;m : 

Disahkan Clleh : i>ATEN WONC)SOBO 
INFORMATll<A 

NamaSOP : 37.PENGHAPUSAN AKSES DATABASE 

URAIAN PROSEDUR 

o lnformasi dan Transaksi Elektronik. 
1. SKPD membuat surat permohonan ke Dinas Kofrinfo terkait pennohonan penghapusan ekses 9 Pemerintah Daerah. 

database, di SKPD. Surat permohonan diterima oleh <epala Dinas Kominfc untuk di disposisikan. rtang Penyelenggaraan Sistem dan 

2. Surat didisposisikan ke Ka:,i untuk dilakukan identifikasi apakah memungkinkan del'l!Jan rtang Perangkat Daerah. 
penghap rsan akses database SKPD dapat difasilita~.i . omor 14 Tahun 20'16 tentang Pedoman 

kasi dan lnformatika. 
3. Kabid rnembuat keputusan apakah usulan penghapusan akses database bisa dilanjutkan atau 

tidak. Jika Hdak bisa diteruskan, maka akan dikirim respon surat pemberitahuan ke SKPD tersebut 
bahwa ~,enghapusan akses database belum dapst difasilitasi dengan alasan yang juga kut 
disebutkan. ApabUa usulan ternebut bisa dilanjutkan -naka masuk ke point 4. 

4. Kasi bersama staf melakukari penghapusan akses database sesuai dengan usulan, kemucian 
membua: draft laporan terkait progres kegiatan unM. SKPD. 

5. Kabid mumeriksa draft laporan untuk kemudian di tanda tangani oleh Kadi!;. 

6. Surat l'E!Smi beserta laporan dikirimkan ke SKPD asal yang mengusulkan permohonan 
penghap rsan akses database t>ahwa aksesdatabasEi sudah dihapus. 

--~~--------~--~--------------- 

> 
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SKPC mensaJukan sJrat permchonan - 
~ 

Surat Permohonan 

penshapusan akses database di s1:po Sl<PD vans di tanda 3 hari Agenda surat 

ke Dlnas Kornlnfo 
tangani Kepala SKPD 

------------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 
Kabld melakulcan ldentlflkasl dam~·ak 

Alasan p•!nghap1J~an 

2 darl pen1hapusan hak akses database 
hsk akse; database 30menit Hasll iduntlflkasl 

yan1 telah di usulkan 
tersebut Jelas 

------------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 
Kabld memtuat ke~·utusan apakah T 'f' 

3 usutan pen1hapusa11 akses databa:;e -- Hasil ldentlflkasl Jelas 30menlt l(eputu!;an Has· 1 

blsa dlterusl:.an 

------------ ------ ------- ------ ---- ------ ------ 

Kasi inen1h; pus ale! es database susual 

K!putus,1n Hakakses ke 

4 
psnghapusan hak 30menlt D.ataba!:e 

den1an usu I sn SKPC> tersebut a eses Database dlhapu~ 

------ --------- ------ ------------ ------ ------ ------ 
Membuat draft surat dlperiksa oleh 

~ 

--Im+- l.aporan penghapusan 

5 
Kabld dan dl~ndau1nganl ~:adls 

h;ik akses Datab;ise 
3jam l)raft su rat 

------- ------ ------ -------- ------ ------ 
Surat dlklrlmkan ke SKPD a!;al yang 

6 mengajukan permo ,onan 
S1Jrat resml 1 harl Tanda t!lima 

pen1hapusan akses database data :i.ise 

------ 

SOP PENGHAPUSAN AKSES DATABASE 



E.DQMAIN 

.. 
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6. Sistem akan membuat keputw;an telkait hasil verifil:asi apakah sudah sesuai atau beun. Apuila 
tidak sef,uai maka ada surat pemberitahuan melalui emai terkait ddcun-.en-dolwmen yang pertu 
direvisi dan apabila telah sesuul maka akan dilanjutk.3fl ke proses selar1utnya ; 

7. Sistem ,1kan memberikan notlfikasi kepada Pejabat domain tefkait usu1an nana doman y.ing 
didaftalkan dalam waktu 3x24 .Jam. 

1. SKPD d Kabupaten Wonosc,bo dapat mengajukan nama domain ba1u sepa11ang merner uhi 
persyara:an di Peraturan Menteri Kominfo Nornor 5 Tahu, 2015 tentang R~ Nama Dorrain 
lnstansi Penyelenggara Neg~1ra. SKPD membuat Sll'at pennohonan cilujaan ke Selaetariat 
Daerah terkait pengajuan nama domain baru ya,g di tandatang.n l(epala Dilas dan taah 
mendapat paraf dari Kepala Du,as Komunikasi dan lnformati<a. 

2. Pejabat )omain yang ada Dinas Kominfo mengirim surat pennohonan nama domain baru yang 
telah di paraf beserta kelengkapan persyaratan lainnya ke Sekretais DHal lllh.t mendapatkan 
tanda tangan. 

3. Surat yang telah di tandatangani oleh Sekretaris Daerah dikembaikan ke Dilas Korni1fo untulc di 
didaftar1can secara online ke cbmain.go.id beserta s:lkJruh kelengkapan p3ndaftaran nana dorrain 
oleh Pej1:1bat Domain. 

4. Dinas Kominfo dalam hal ini adalah pejabat domai'l mengunggah ddct.men Sir.It permohonan 
beserta ~.elengkapan persyaratan. 

5. Sistem cli Pengelola Nama t1omain lnstansi Penyelenggara Negara al;an melakwn verifi•:asi 
secara otomaUs; 

1. Undang- Undang Nornor 11 Tahun 2008 ten!all!] lnformasi dan Transaksi Eleldronik. 
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan!] Pemerintah Daemh. 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2)12 tertang Penyelenggaraan Sistem dan 

T ransalcsi Elektronilc. 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2)16 tertang Perangkat Daerah. 
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnforrnatika Nomor 5 Tahun 201!i tentang Registrar Nama 

Domair lnstansi Penyelenggara N139ara. 
6. Peraturin Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 5 Tahun 201!i tentang Registrar Nama 

Domair lnstansi Penyelenggara N13gara. 

URAIAN PROSEDUR LAN~ HUKIJM 

Nama SOP : 38.PENGAJUAN NAMA DOMAIN BARU .go.id dan .desa.id 

Disahkan Clleh : 

Tgl Dlsahkan : 

Tgl Revlsi : 

Tgl Pembu,:1tan : 

NomorSOP : 

PE:MERINTAH DAERAH KABUl>ATEN WONC>SOBO 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIICA 

,--~~~-------------------------------------------,..--------·-----------------------------------------------i 
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Pejabat Domain akan melakukan pembayaran kepada Pengelola Namct Domain lnstansi 
Penyelenggara Negara sesuai deng;3n jenis domain yang dipilihnya. 

Pejabat Domain menerima konfirma,ii aktivasi nama domain melalui email. 

Pejabat Domain memberikan laporan resmi kepada SKPD yang mengajukan u.ulan nama domain 
baru bahwa nama domainnya telah :;iap digunakan. 
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SICPO nitmlnta paraf darl Dinas <omlnfo 

untuk surat permohonan penga_ uan nan1a -- =t- ., Kel !ngkapa, persyaratan 
t hari SJrat Keluar domain bani. dar Surat P armohonan 

----------------- ------- ------ ------- ------ ------- 
Pejaba·: Domain di Dina; Komlnfo 

menpJukan su-at permohonan nama -- 
2 domain Ice Sek:!1 dengm1 dilenrkapi 

persya-atan 54!!.ual Pernienkomlnfo 

tentaniJ nama domain 

------- --------- ------ ------- ---------- 
Surat yang telah ditandatanganl sekda d 

lnstruksi 
3 

kemballkan Ice )inas Komlnfo untuk -- didaftlrkan ke domain.go.Id olEh pejab.it DiSJoslsl Kepala Dinis 1 hari melakukan 

domain pendaftaran 

------ ------ ------ ------ ------ --------- 
Dlnas rominfo [Pejabat Domain I Persyaratan Keleng•apan 

4 
mengunggah dokumen persyarctan Dol:umen harus sesuai 

ljam Dokumen telah 
pendaftaran nama domain ke d.ilam dengan Pern,en Kon1info di upload 
slstem S!!Qra onllne. No111or 5 Tahun 2015 

---------- ------ ------ ------- ------ 
Sistem melaku•:an Verlf kasl datJ secara 

onllne: 

1. Perfl:sa penanaan nama domain .go.Id 

atau desa.ld; Dol:umen v 1ng akar 
10 menlt l1poran ~lasil 5 

2.Periksa keter..ediaan nama do 11aln di dlv,!rlflkasl llerifikasl 
slstem; 

3.Periksa Doku1nen Per.:y;iratan sesual 

denpn permen komlnf:> no OS tahun 2015 

------- ------ ------ ------- ------- --------- 
Sistem membu 1t keput•Jsan persetujuar T 

Lapor1n Hui) llertfltasl 
6 atau ponolakan pendaftar kemudlan 

Narna Domain 15 menlt Keputusa 1 Hasil dlsamialkan kepada lnstansl Penerlntah 

pendaftar melalul peja~at domain 

------- --------- ------ ------ ------- 

SOI=> PENGAJUAN NAMA DOMAIN BARU .go.id dan .desa.id 
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--------- =r NamaD,main -t_ Konflrm11sl pendaftaran 
20 menlt yang tel1h 

nama domain .go.Id disetujui 

Buktl trnnsfer 
Konflrmilsl darl PANOI 24jam 

bank 

------ 
Nama 0:,main 

~ 

Email ko 1tlrmasl 
24jarr, 

telah alcif pembayo1ran darl PANDI .... Konflrm,,sl aktlvasl Domain 
1 hari Surat re.;mi 

baru 

--------- 

Regbtrar akan rnenglrlm konflrmasl 

7 persetuJuin nirni domiin yang 

dldaftarkan dar melalul email ke Dlnas 
Komlnfo 

Dlnas komlnfo melakukan pembayaran 

8 Rp.S0.000 ke pr.ngelola nama domain 

untuk 1ktlvasl n1m1 domain yang telah 
dlsetujul 

9 Menerlm1 konfirmasl aktlvasl nama 
domain melalul email 

Memberlkan laporan k1 SKPD terkalt 
10 nam1 domain yang telah 1ktlf dan bisa 

dlgunakan 
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1. Unda~1 - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentan 
2. Unda~1 - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2)12 ter 

Transalcsi Elektronlk. 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2)16 ter 
5. Peraturan Menter! Komunlkasi dan lnformatika N 

Domair lnstansl Penyelenggara N13gara. 
6. Peraturan Menter! Komunikasi dan lnformatika N 

Domair lnstansl Penyelenggara N13gara. 

1----------------------------------- 

PE:MERJNTAH DAER.tui KABU 
DINAS KOMUNIKASI DAN 

NomorSOf> : 

i Tgl Pembu.itan : 

Tgl Revisi : 

Tgl Dlsahkan : 

Dlsahkan Clleh : !>ATEN WONC>SOBO 
39.PENGAJUAN SUB NIAMA DOMAIN BARU .go.Id dan INFORMATIICA 

NamaSOP : .desa.id 

URAIAN PROSEDUR 

!} lnformasi dan Traosaksi 8ektronik. 
1. SKPD membuat surat permohc,nan terkait pendaftar,in sub domain baru ke, Dinas Kominfo. !~ Pemerintah Daerah. 

tang Penyelenggaraan Sistem dan 2. Dinas Kcrninfo dalam hal ini adalah pejabat domain, berkoordinasi dengan pengelola data center 

tang Perangkat Daerah. Kabupatun Wonosobo terkait usulan pembuatan ,,ub domain, melakul,an pemeriksaan sistem 
omor 5 Tahun 201!i tentang Registrar Nama apakah Lsulan masih bisa difaiiilitasi. 

3. Pengelol3 data center melaku~:an verifikasi ketersediaan sub domain beserta format penemaanrwa omor 5 Tahun 201!, tentang Registrar Nama 
serta alol<asi harddisk apabila i;ekaligus minta di fasilitasi hosting. 

4. Pejabat domain membuat keputusan persetujuan atau penolakan perrnohonan yang diajukan. 
Apabila permohonan di terima maka proses dilanjutkan ke tahap berikutr,ya, apabila ditolak maka 
akan disnmpaikan melalui surat resmi ke SKPD asal. 

5. Pengelol.3 data center membu.1t sub domain sesuai usulan dari SKPD. 

6. Dinas Kciminfo menerima konfinnasi dari pengelola pusat data bahwa sub domain telah aktif dan 
siap digunakan. 

7. Dinas Kcminfo membuat surat resmi dan mengirim ~:e SKPD asal. 

LANDASAN HUKIJM 

------------------------------------ 
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Keputusan bahwa sub 

., domair:_::_ 

Konflrmasl pengelola CC 

~------f-· ..... -+-------------- 

Surat rusmt 

y 

taporan Hasll \'erlflkasl 
Nama Clomaln 

Cek slstem yanJ akan 
diverlfi<asi 

Dlsposisl KepalJ Dlnas 

Surat P ermohonan SKP D 
yang di tanda tJnganl 
Kepala Dinas -- 

L_ L_ L.--------__.1---------~----L-----------~----------......1-----------......I.....------__J_~ 
Laporan 

Laporan SJb 
D(lmain tElah 
aktlf 

Sub domain aktif 

Keputusar, Hasil 

Laporan Hasll 
VErlflkasl 

laporan hasll 
kcordinas 

1 hart 

1Jam 

3jam 

1~ menlt 

io menlt 

2 harl 

Memberlkan l1poran ke SKPD terkalt nama 
domain yang telah aktlf dan hlsa dlgunakan 
melalul surat resml 

7 

Menerlma konflrmas· bahwa sub dornaln 
telah aktlf dan slap digunakan 6 

4-------~------------ 
Pengclola data cente • memb Jat sub 
domain untul: SKPD 5 

~----~-----~--~--------------- 

PeJabat dom,,ln membuat keputusan 
persetujuan • tau penolakan pendaftar 
kemudlan dlsampalk;in melalul surat resml 

4 

~------+----------------------- 

Pengulola data cente·melakukan Verlflkasl 
data: 
1. ketersedla,in sub domain can format 
penarnaan; 
2.ketl!rsedlaan alokai,I harddlsk untu < 
melal:ukan hosting a1~blla SE:kallgus 
hosting; 

3 

Dfnas Komlnf:> berko•>rdlnasl dengan 
pengl!lola data cente • terkalt nama s Jb 
domain yang telah di usulkan oleh S~ PD ke 
pejabat nama domain 

2 

SKPD mengaj .ikan su ·at permehonan 
pembuatan sub domain ke o·nas Korilnfo 

1 

SOP PENGAJUAN SUB NAMA DOMAIN SAHU .qo.ld dan .desa.ld 
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SKPD membuat surat permohonen ditujukan ke Sekretariat Daerah tertmit perub~han data n~ma 
domain yang di tandatangani Kepala Dines dan telah mendapat paraf dan Kepala Dinas 
Komunik-3si dan lnformatika. 

Pejabat )omain yang ada Dinas Kominfo mengirim surat permohonan nama domain baru yang 
telah di paraf beserta kelengkapan persyaraten lainnya ke Sekretaris Da:irah untuk mendapatium 
tanda tanuan. 

Surat yang telah di tandatangani oleh Sekretaris Daerah dikembalikan ke Dinas Kominfo untulc di 
diusulkan perubahan secara cnline ke pengelola D·:imain lnstansi Penyelenggara Negara mel:1lui 
email beserta seluruh kelengkcpan perubahan data nama domain oleh Pej:1bat Domain. 

4. Dinas Kominfo dalam hal ini adalah pejabat domain mengunggah dokumen surat permohonan 
beserta ~:elengkapan persyaratan untuk perubahan data pengguna nama comain. 

5. Pengelol3 Nama Domain ln:,tansi Penyelenggar.1 Negara akan mel,1kukan verifikasi secara 
otomatis. 

6. Pengelol.3 Nama Domain melnlui Sistem akan membuat keputusan terk.iit hasH verifikasi apa <ah 
sudah sesuai atau belum. Apabila tidak sesuai mak.1 ada surat pemberitahuan melalui emall ter<.ait 
dokumer-dokumen yang pertu direvisi clan apabila telah sesuai maka akan dilanjutkan ke proses 
selanjutnya ; 

7. Sistem akan memberikan notif kasi kepada Pejabat domain tertcait usulan nama domain yang al<an 
diubah datanya dalam waktu 3:<24 Jam. 

8. Pejabat )omain memberikan laporan resmi kepada SKPD yang mengsjukan usulan perubahan 
data nama domain bahwa data nama domain telah berubah. 

1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentan i1 lnformasi dan Transaksi Elektronik. 
1. 2. Unda"'1- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan !l Pemerintah Deerah. 

3. Peratur:m Pemerintah Nomor 82 Tehun 2)12 te rtang Penyelenggaraan Sistem dan 
Transaksi Elektronik. 

4. Peratur:m Pemerintah Nomoi' 18 Tahun 2)16 te rtang Perangkat Daerah. 
2. 5. Peratur:m Menteri Komunikasi dan lnformatika N omor 5 Tehun 201fi tentang Registrar Name 

Domair lnstansl Penyelenggara N13gara. 
omor 5 Tahun 201fi tentang Registrar Nama 6. Peratur:m Menteri Komunikasi dan lnformetika N 

Domair lnstansi Penyelenggara N1~gare. 
3. 

URAIAN PROSEDUR 
LANDASAN HUKIJM 
1--~~~~~~-----------·--~~~-~~-------+---------------·---------------------------·-i 

40.PEl~UBAHAN NAM.t, DOMAIN .go.Id dan .desa.ld NamaSOP 

Dlsahkan Ctleh PE:MERINTAH DAER.~H KABUl>ATEN WONC)SOBO 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIICA 

Tgl Disahkan : 

Tgl Revisi : 

Tgl Pembuatan : 

NomorSOP : 
.----------------------------~-------r------------------------------------·--i 
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SKPD r1emlnt1 paraf dmi Dlnils Komlnfo -- Surat Permohonan SkPD Dls,osisi 
1 untuk !,Urat permohom,n perubilhiln d;i-:il yang di tilnda tanganl 3harl Sek da/Bupiitl 

nilmil domain. Sekri,tariat D,1erah 

--------------- --------- ------ ------- -------- ------ ---------- 
Pejabat Domal 1 di Dinn Komlnfo 
mengaJukan su111t pem1ohoniln perubilhan 

'L --- 2 datil n;1mil domain kepida Sek:11 dengan 
dllengl:apl pe!'lyiratiln sesual 
Perme,komlnfo tentang nilml :lomaln --- ---------..-------- ------ ---------- ------- ------- --------- 
Surat )ill'll telah dlt1ndi1tangan · sekda e I 
kembilllkan ke DlnilS Kc,mlnfo untuk Keler,gkap;in dokume, Data pada 

3 dlusull:1n pen. bahan data namil domain perubahan data 
ljilm 

domain.go. 'd 
oleh p,!Jabat domain k11 pengelolil nam,, 
domain melalul email 

---- -------- ---------- ------- -------- --------- 
Persy1ratan i:elengkapan 

Dlnas 1:omlnfo menglrhnkan dolcl.lmen Dokum,n har us sesu;,i 
1Jam 

Data p;ida 
4 pendu <1.1ng perubah1n data n11111 dom11ln den11n Perm en Koml,fo dornain.110. "d 

ke pen11elola rr 11li1lul ernall. Nom,)r S Tah,m 2015 

--------- ------- ------- ------ ------- 
Pengelola nama domal, melakukln 
VertfikHI data : Dokumen yar111 akan 

11) menlt La~oran Hasil 

5 diveriflkasl Verffikasi 
Pertks., Ookumen pendukunc susual 
de,.an permen kominfo no OS tahun 2015 ------ 

SOP PEHUBAHAN NAMA DOMAIN .,~o.icl dan .desa.id 



1:ll 

---- 1-- Pengelola domain membuat keputusan 
persetujuan atiu penolak.in usulan 

T Laporan Hasil Verlfikasl 15 menit Keputusa n lfasll 
6 perubahan datu domain kemudian -- Nama Domain disaml)ilikan keJ>iida lnstansi Pemerfntah 

y 
pendafur melalui pejabat domain 

------ -------- 
Perubahan olata 

Menerfma IConlirmul persetujuan 

;= Keputusan pendaftaran 
20menlt nama Doffliinyang 

7 perubahan d1til nama domain Yilll tela~ 

nama domain .go.id 
telah dllaku can 

dlusulkan melalul email 

------ 
Setelah menerlma Memberikan la >Oran ke SICPD terlcalt nar,a 

notifik.isl pe·ubahan daQ 
1harl Laporan 

8 domain Yil'II telah dlubah daQ 

di setujui da; pengelola pe,aunanyii 

domain ------ ---- ----- 
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1. Undaf'lEI- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentallt 
2. Undaf'lEI - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2)12 te 

Transal(Si Elektronik. 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2)16 te 
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika N 

Domair lnstansi Penyelenggara N13gara. 
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika N 

Domair lnstansi Penyelenggara N13gara. 

LANDASAN HUKIJM 

NomorSOP : 

i Tgl Pembu;1tan : 

Tgl Revlsl : 

Tgl Dlsahkan : 

Dlsahkan Clleh : 
i>ATEN WONC)SOBO 

INFORMATIICA 
NamaSOP : 41.PEl~UBAHAN SUB MAMA DOMAIN .go.id dan .desa.id 

URAIAN PROSEOUR 

J lnformasi dan Transaksi Elektronik. 
1. SKPD mernbuat surat permohonan terkait perubahan data sub domain ke Dinas Kominfo. q Pemerintah Daerah. 

rtang Penyelenggaraan Sistem dan 2. Dinas Kominfo dalam hal ini adalah pejabat domain, berkoordinasi dengan pengelola data center 

rtang Perangkat Daerah. Kabupatnn Wonosobo terkait usulan pembuatan sub domain, melakul:an pemeriksaan sistem 

omor 5 Tahun 201fi tentang Registrar Nama apakah tsulan masih bisa difa:iilitasi. 

3. Pengelola data center melaku <an verffikasi terkait clokumen tentang ususlen perubahan data :;ub omor 5 Tahun 201!i tentang Registrar Nama 
domain. 

4. Pejabat domain membuat keputusan persetujuan atau penolakan perrnohonan yang diajukan. 
Apabila perrnohonan di terima maka proses perubahan sub nama domai1 bisa dilakukan, apabila 
ditolak maka akan disampaikan melalui surat resmi ke SKPD asal untuk direvisi. 

5. Dinas Kciminfo membuat surat resmi dan mengirim ke SKPD asal bahwa data sub domain te-lah 
diubah. 

PEMERINTAH DAERAH KABU 
DINAS KOMUNIKASI DAN 
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SKPC mengajukan sJrat permohcnan -- -~ ~.urat Permohonan SKPD 
1 peru:,ahan sub domain ke l)lnas Komlnfo rang di tanda t,,nganl 3 hart 

selaku pejatat nam;i domain. sekretarlat Dae·ah 

---------- ---- ---- ------ ----- --------- 
Dina:; Komlnfo berk::>ordlnasl dengan 
pengelola data center terki,lt usula n 

~:elengk,ipan dc,kumen 
2 peru :,ahan sub domain yang telah di 3jam Hasil koordlnasi 

usulkan olet SICPD ~:e pejatat narna 
perubahan data 

domain 

------------ ----- ------------- ------- ------ 
PeJabat narn dam.In melakukan 1/erlflka:;I 

data: 
C>okume n yang akan Laporan Hasil 

3 lC•menlt 

Perlksa Dokumen pmduku11gterk,1lt 
cllveriflkasl Veriflkasl 

peru::>ahan data sub domain yang dlajukan 

--------- ------- ------ --------- ------- 
Pejabat domain me 11buat l:eputusan 

-~ 
persetujuan atau pt•nolakan perubahan laporan Hasll V!rlfikasl 

1~ menlt Keputusan Hasil 4 
data sub domain kemudlan dlsampalkan ~.ub Nania Dom;iln 

melalul surat resml 

------ ------ ------- 
Melakukan perubahan sub nama domain • ~.etelah 11enerlrna 

dan membe 1kan laporan k! SKPD terkalt notlflka!;I, perubahan d1ta 
1 harl s sub nama domain ying tel.,h blsa dlubah blsa dllakukan clarl data l.aporan 

data penggunanya center 

----- --- 

SOP PERUBAHAN SUB NAMA DOMAIN .qo.id dan .desa.ld 
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6. Pengelol3 Nama Domain melalui Sistem akan membuat keputusan terlmit hasil verifikasi apa <ah 
sudah sesuai atau belum. Apabila tidak sesuai makE1 ada surat pemberitahuan melalui email ter<ait 
dokumer-<lokumen yang perlu direvisi dan apabila telah sesuai maka akan dilanjutkan ke proses 
selanjutnya : 

7. Sistem akan memberikan notifkasi kepada Pejabat domain terkait usulan nama domain yang alcan 
dihapus dalam waktu 3x24 Jam. 

8. Pejabat Domain memberikan laporan resmi kepada 8KPD yang mengajukan usulan. 

5. Pengelol3 Nama Domain ln:;tansi Penyelenggarc, Negara akan melc1kukan verifikasi secara 
otomatis. 

3. 

2. 

1. SKPD membuat surat pennohonan ditujukan ke St3kretariat Daerah terbit usula~ penghap~:,an 
nama dcrnain yang ditandataigani Kepala Dinas dan telah mendapat paraf dan Kepala Du,as 
Komunik3Si dan lnformatika. 

Pejabat Domain yang ada Dinas Kominfo mengirim surat permohonan penghapusan nama dorr ain 
yang telah di paraf beserta kelengkapan persyaratan lainnya ke Sekretaris Daerah urtuk 
menda~1tkan tanda tangan. 

Surat yang telah di tandatangani oleh Sekretaris Daerah dikembalikan ke Dinas Kominfo untulc di 
diusulkan penghapusan nama domain ke pengelola Domain lnstansi Penyelenggara Negara 
melalui omail beserta seluruh kelengkapan berkes penghapusan nama domain oleh Pejabat 
Domain. 

4. Dinas Kominfo dalam hal ini adalah pejabat domain mengunggah dokumen surat permohonan 
beserta ~.elengkapan persyaratan untuk penghapusan nama domain. 

URAIAN PROSEDUR 

: 42.PENGHAPUSAN NAMA DOMAIN .go.id dan .desa.ld NamaSOP 

Dlsahkan Clleh 

Tgl Dlsahkan 

Tgl Revisl 

Tgl Pembu11tan 

NomorSOP : 

4. 
5. 

6. 

Unda11E1 - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentanu lnformasi dan Transaksi Elektronik. 
Unda~ - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan!J Pemerintah Daerah. 
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2)12 tertang Penyelenggaraan Sistem dan 
Transalcsi Elektronik. 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2)16 tertang Perangkat Daerah. 
Peraturan Menteri Komunlkasi dan lnformatika Nomor 5 Tahun 201fi tentang Registrar Nama 
Domair lnstansl Penyelenggara N13gara. 
Peraturan Menteri Komunlkasl dan lnformatika Nomor 5 Tahun 201!i tentang Registrar Nama 
Domair lnstansl Penyelenggara N13gara. 

1. 
2. 
3. 

LANDASAN HUKIJM 

PE:MERINT AH DAERAH KABUl>ATEN WONOSOBO 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIICA 

i--------·----------------------------------l.----------------------------------------~ 

,--~---·--------------~~-~~~---.------------------------------------1 
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SKPD meminta i araf dari Dinas Komlnfo 
Surat Permohonan SKPO untuk s,nt pe,r1ohomn pengajuan -- -1- yan1: di tanda tangani 3 hari 

penghuusan nama dom.1ln. 
Sekretariat Oaerah 

------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 
PeJmi>•t Domain di Dinas Kominfo 

L -- menpj Jbn surat permohonan 
pen1ha ,usan nama dom.1in ke ~,kda 
den,an dile111kapi persy11ratan seiual 
Permenkomlnfo tentanc nama domain ---- 

------ ------ ------------ ------ ------ ------ 
Surat ye "I telah dltandatanpnl s,tkda di 

Kelengkapan dokumen )okumen permohonan 
kembaikan ke Dinas Koniinfo untJk 

pen11hapusan data nama 1.iam ,ada 3 
dlproses ke Penjelola Domain ln!:tansl 

dorrain ·NWw.doinain.,o.id 
oleh pe_abat dornain 

------ ------ ------ --------- 
Dinas K·:imlnfo n1enpJukan perm,,honan 

4 
pengha :,uan nama dom.1fn Yll"I telah di 

usullca'I oleh SKI'D Ice Perigelola N1ma· 
Domain melalul emall 

------ ------ ------ --------- 
Pen,elda nama domain melakulmn 

Dok Jmen yallg akan Veriflkasl dam : 
lOmenit .aporan -tasil Verifikasi diverlfikasi 

Periksa Dokume1 pendul:unc sesual 
denpn permen komlnfo no 05 ta ,un 201!, 

------ ------ ------ --------- ------ 
Pen,elda domlin memt,uat keputusan 

T 
Lapc,ran Hasil Veriftkasl persetuJuan atau penolal:an usulan ---- 1~;menit (eputusilll Hasil Nan,a Ooinaln 6 pengha,usan nama dom1ln kem~dlan 

d!Sllmp:Jikan Jiei:,ada Inst msl Pemerintah 
pendaftar melah.i pejabat domair 

------ 

SOP PENGHAPUSAN NAMA DOMAIN .go.id dan .clesa.id 
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..... .....__ ........ 
Set,,,h m-rlm• 
not flusl penfNpus.n 
n1n11 domlln di setujul 

d1ri penJtlola domain 

lharl 

Keputusan penchapunn zc, menlt 
n1n11 dom1in 

~---------..---.-·------r------.·------i,------i 
Pen"'3pusan nama 
Comaln Yil"I tefah 

dil1kubn 

Menerima Konflm11sl persetuJuan 
7 1*1lhlr>usan 111nia domain vanr telah 

dlusulkan melalui fflllN 

8 Mwnbertkan lapol'an Ice SKPD twblt n1m1 
domliin YII .. tu~ dlhep.is 
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6. 

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tenta01 
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan 
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2J12 ter 
Transaksi Elektronik. 
Perab.mm Pemerintah Nomor 18 Tahun 2)16 ter 
Peratur3n Menteri Komunikasi dan lnformatika N 
Dornair lnstansi Penyelenggara N1?gara. 
Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika N 
Dornair lnstansi Penyelenggara N1?gara. 

4. 
5. 

LANDASAN HUKIJM 

PEMERINT AH DAERAH KABU 
DINAS KOMUNIKASI DAN 

NomorSOP : 

Tgl Pembu11tan : 

Tgl Revlsi : 

Tgl Dlsahk;m : 

l>ATEN WONC)SOBO Disahkan Ctleh : 

INFORMATIICA 
NamaSOP 43.PEl~GHAPUSAN SUB NAMA DOMAlfll .go.Id clan : 

.desa.ld 

URAIAN PROSEDUR 

.} lnformasi dan Transaksi Elektronik. 
1. SKPD membuat surat permohonan terkait penghapu;an sub domain ke Dinas Kominfo. !} Pemerinlah Daemh. 

tang Penyelenggaraan Sistem dan 
2. Dinas Kominfo dalam hal ini adalah pejabat domain, berkoordinasi dengan pengelola data center 

tang Perangkat Daerah. Kabupatun Wonosobo terkait usulan penghapusan sub domain, mefakukan pemeriksaan sislem 
omor 5 Tahun 201S tentang Registrar Nama apakah vsulan memungkinkan untuk dilakukan. 

omor 5 Tahun 201!> tentang Registrar Nama 3. ~engelola data center melakukan verifikasi terkait dokumen tentang usulan penghapusan sub 
domain. 

4. Pejabat domain membuat keputusan persetujuan atau penolakan permohonan yang ciajukan. 
~abila pennohonan di terirna maka proses pengtapusan sub domain dapat dilakukan, apa:lila 
d1tolak maka akan disampaikan melalui surat resmi ke SKPD asal untuk direvisi. 

5. Dinas Kcminfo membuat surat resmi dan mengirim ke SKPD asal bahwa penghapusan sub dorrain 
telah dilakukan. 

1. 
2. 
3. 

--- 

- 
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- 

SKPC> mengajukan surat permohonan -- ml!_ Surat Permot.onan SKPD 1 peOE:hapusan sub domain ke Dina:; 
yang ell tanda tangar I 3 hari C•isposisi 

Komlnfo se aku peabat nama domain. 
Sekretariat Daerah 

------- ------- ------ ------ ------ Dlnas Komlnfo berlroordinasi deO(:an 

peOE:elola data center terkait usulan 
Kelengkapan dokurnen 2 penr.hapusan sub domain vang telah di 

ljam I- asil koordinasi 
usull:an oleh SKPD ke pejabat nama penghapusan sub domain 

domain 

------ --------------- --------- ------ ------ ------ ------ 
Pejabat nama domain melakukan 
Veriflkasl data : 

Dokur,en yar,g akan laporan Hasil 10 rnenit 
3 

diverlflkasi \lerifikasi Peril:sa Dok Jmen penduku ng terkait 

pellf.hapusan sub domain •rang diajukan 

--------- --------- ------- ------ ------ 
Pejabat domain membuat keputu:.an 

T 
lapornn Hasll Verifikui pel"Sl!tujuan atau p,molakan penghapusan 

15 menit keputusan Hasil 
4 

sub domain kemudian dlsampalkan Sub N arna Domain 
rnela lui surat resmi 

------ ------ ------ ------ ------ -----------~--- 
Setelah menerlma --- notitikasl penghapusan sub Memberikan lapornn ke s~:po terl:ait sub 

domain bisa clilakuk.n darl 1 hari laporan 5 
nam1 domain yang telah dihapus 

data center 

--------- --------- 

SOP PENGHAPUSAN SUIB N.AMA DOMAIN .qo.id dan .desa.id 
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5. Pengelol3 Nama Domain lnstansi Penyelengga1c1 Negara akan melc1kukan verifikasi secara 
otomatis. 

6. Pengelol.3 Nama Domain melalui Sistem akan membuat keputusan terk,lit hasil veriftkasi Jpaluih 
sudah sesuai atau belum. Apa,ila tidak sesuai meka ada surat pemberitahuan melalui emai ter<ait 
dokumer-dokumen yang per1u direvisi dan apabila telah sesuai maka akan dilanjutkan ke pro;es 
selanjutnya ; 

7. Sistem akan memberikan noti1ikasi kepada Pejabat domain terkait usulan suspensi nama dorrain 
yang dalam waktu 3x24 Jam. 

8. Pejabat Domain memberikan luporan resmi kepada SKPD yang mengajulmn usulan. 

3. 

2. 
4. 
5. 

1. SKPD membuat surat permohonan dib.Jjukan ke Sekretariat Daerah temit usulan_ suspensi ~~ 
domain yang ditandatangani ~3pala Dinas dan telah mendapat paraf dari Kepala Drnas Komunitasi 
dan lnformatika. 

Pejabat Domain yang ada Dinas Kominfo mengirim surat permohonan suspensi nama domain yang 
telah di paraf beserta kelengk,3pan persyaratan lainnya ke Sekretaris Da,3rah untuk mendapatkan 
tanda tangan. 

Surat yang telah di tandatangani oleh Sekretaris Daerah dikembafikan k£i Dinas Kominfo untuk di 
proses lebih lanjut ke pengek>la Domain lnstansi Penyelenggara Negara melalui email bescrta 
seluruh kelengkapan berkas suspensi nama domain oleh Pejabat Domain. 

4. Dinas Kominfo dalam hal ini adalah pejabat domc1in mengunggah dokumen surat permohonan 
beserta kelengkapan persyaratan untuk suspensi nama domain. 

6. 

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentann lnformasi dan Transaksi Elektronik. 
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentanq Pemerintah Daerah. 
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2)12 tertang Penyelenggaraan Sistem dan 
Transaksi Eleklronik. 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2)16 tertang Perangkat Daerah. 
Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 5 Tahun 201!i tentang Registrar Nsma 
Domair lnstansi Penyelenggara N•~ara. 
Peraturan Menteri Komunikasi dan lnfonnatika Nomor 5 Tahun 201!i tentang Registrar Nama 
Domair lnstansi Penyelenggara N,~ara. 

1. 
2. 
3. 

URAIAN PROSEDUR LANDASAN HUKUM 

NamaSOP 1-----------------------------_..:.._ j_ l : 44.SU:SPENSI NAMA Dl'.)MAIN .go.Id dan .desa.ld 

Dlsahkan Clleh PEMERINTAH DAER.!Ui KABUl>ATEN WONOSOBO 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIICA 

Tgl Dlsahkan 

Tgl Revlsi 

Tgl Pembu:;ltan 

NomorSOP : 
--~~~--------------~-----------,~----~-------------------------, 



SICPD n1eminta par.if dari Din.as l(ominfo -- i 
Surat J•ermohonan SKP) 

untuk i.urat permohona n penga_ uan yang di tanda tangani 3 h,,ri Dispossi 
suspensi n;1ma domain. Sekret sriat Da,,rah 

------------ ------ --------- --------- ------ ------ ------ 

~ 

--------- 
Pejaba:·Domain di Dina:; Kominfo 

me,.a.iukan su -at permohonan suspensi 
nama domain ke Sekd1 dengan dilengki pi 
persyaratan -ual Pem1enkomlnfo --------- 

t 
tentaniJ nama domain 

------------ ------ --------- --------- ------ ------ ------ 
Surat yang telah ditandatanpnl sekda di 

Kelengkapan dokumen Ookurr en perrr oho nan kemba ikan ke Oinas Kominfo urituk 1 h,1ri 3 
dipl'OSl!S ke Pengelola C•omain lnstansl susper si nam, domain pada ¥oWW.don1ain.go.i,J 

oleh pt,jabat de main 

------ --------- ------ ------ ------ ------ 
Persyaratan Kelengkapan 

Dlnas ~omlnfo -nengirinkan dol:umen Dokurnen harus sesuai 
1Jam 

Dokurr en perrr ohonan .. pendul:ung per1'1ohona, susper sl nami dengan Permei, Kominfo pada ¥oww.doniain.go.1.J 
domain ke Pengelola N,,ma Domain. Nomor 5 Tahun 2015 

------ --------- ------ ------ ------ 
Pengef:>la nama domalr melakukan 

Verlflkasi data : Dokunien yang akan 
10 menit laporan Hasil \/erifikasl 5 diverif'kasl 

Periksa Dokumen pendukung sesuai 
denpr permeri kominf, no OS tahun 2015 ------ ------ ------ --------- ------ ---- 
Pengehla domain merr,buat keputusan T 

Lapcran Hasll \'eriflkasl persetujuan at..u penolakan uwlan -- 15 ,nenlt KeputlSan Has,I 6 suspensl nama domain cemudlan Nama Domain 

disam~afkan kepada lnstansl Pe,nerlnta~ 

pendaftar melalul pejabat domain ------ ------ ------ -- ---- ------ 

120 

SOP SUSPENSI NAMA DOMAIN .go.id dan .desa.id 
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Iaporan 

Setelah menerlma 
nc,tlflkasl suspensl nama 1 harl 
dc•maln di setujul darl 
PE ngelola domain 

Suspensl nama Domain 
yanif telah dllakukan 

KE putusan suspensl nama 20 menlt 
dc,main 

- 

- 

Menerlma Konfir11as1 persetuJuan 

7 suspensl nama domain yang telah 
dlusulkan melalu email 

8 Memberfkan lapc,ran ke SkPD terlcalt 
nama domain van& telah di suspend 
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1. SKPO IMTlllull anl p11md1on•, llftlil penghlpu11n 1ub domaWI ke Dilll Kominfo. 

2. i»m Kc"**> dllmn hll H 1dltlfl .,.... domllr1, befkoordlnlll dengan pengelola data center 
~ Wo..., ..,._ Plf9\IPUlln lub domlln, mellkukan pemeriksaan slslem 
... l ..... ,....,_... dlllluurl. 

l ~· • mw • r r *-' _... ~ dolu1nen tenteng usul1n penghapusan sub 
dlln*. 

4. Pljlllll dmlllin.,,.,........,. ~ atau penollkln pennohonan yang dlajukan. 
lcllllill 1*11doe, d llllnl ffllllll PfaM1 auape,111 lub nam1 domain dapat dllakukan, apabila 
dlallli inlb DI du c 1·: 1,.,.... ant relffli ke SKPO 1111 untuk direvisi. 

5. l»m ~ """°* Ull .-ni din menglrim •·• SKPO 1111 blhwa penghapuaan aub dorr ain 
ll?ltl~ 

&SUSPENSI SUB NANA DOMAIN .go.Id din .du1.ld 

TglDluhun 

TglRntat 

NomorSOP 

LANDMAN HUKIJII 

1. Undl"1- Undlng Nomor 11 Tlllwl 2008 ~ l'*-mll! dsl T11nubl E1ek1ror*. 
2. Undl~ - Undq Nomor 23 Tlllwl 2014 lln•J Pernerinllh Dlelnh. 
3. Pntw11n Plmlrintltt Noma, 82 Tltut 2)12 tertlng Penytlengga,-, s.tem din 

Trnlkll Elelnrik. 
4. Ptrltw11n Plfflll"•ltll1 Nomor 11 Tltut 2>18 llrtlng PwlnQklt Dterlh. 
5. Pwlltw11n Mln"'1 ~ dlrl lnfarmdl Nomor 5 Tltul 2016 lllntlng R1gi1ts Mirna 

Domli' lnltnl Peny•WWI ~ 
e. Pwlltwlln Mlnllrt ~., lnlanNlikl Nomor 5 Thn 201611n1q ~ Mirna 

Domllr' 1n1tn1 Ptn»•wn ~ 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOIOBO 
DINAI KONUNIKAII DAN INFORMATIKA 
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SKPC> mengajukan surat purmohcnan -- 
~- 

Surat Perm,,honan SKPD 
1 suspensl sul> domain ke D nu Komfnfo yan1: di tanda tangani 3 har! dispo:;lsl 

selal:u pejahat nama dom,1fn. Sekretariat Daerah 

---------- ------ ------ ---- ---- 
Dfnas Komlnfo berltoordlnasl dengan 
pen(:elola data center ter~:aft usu an -- Kelengkapan doku nen Laporan hasll 

2 1 harl 
suspensl sul> domain yang telah cf usulknn sus~ensi sub nam. domain koordlnasl 
oleh SKPD ke pejabat nama doma In 

---------- ------ ------ ---- ---- 
Pejai>at nania domain melakukan 
Verlffkasl d1 ta : Dok•Jmen yang akan laporan Hasil 

3 diverifikasi 
lOmenlt 

Verlfiltasi 
Perll:sa Dokumen ~·endukung terl:alt 
suspensl sub domain yang dlajukan 

t ----~---- ------ ------ ------ ---- ---- 
Pejal,at don,1ln m11mbu1t keputc san T 

pers,!tuju1r atau penolakan suspensl sub taporan Hasil Verlfikasi 
15 menit 

4 domain keniudlan ·~lsamplllkan melalul 

~- 

Sub Nama Domain Keputusan Hasll 

sura·: resml y ----- ------ --- ----------- ---- 

11111+- 
Setelah me ,erima 

Meniberlka , lapomn ke Sl<PD ter <alt sub --- notl"'ikasi suspensi sub 
5 dorr ain bisa dilakukan dari 1 had Laporan 

nama domain yan1 telah ell suspend 
data center 

---- --- ---- 

SOP SUSPE:NSI SUB NAMA DOMAIN .~10.id dan .desa.id 
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6. Penqelola Nama Domain melalui Sistem akan membuat keputusan terlc:,1it hasil verifikasi apakah 
sudah sesuai atau belum. Apa:>ila tidak sesuai make, ada surat pemberitahuan melalui ema~ ter<ait 
dokumer-dokumen yang per1u direvisi dan apabila telah sesuai maka akan dilanjutkan ke proses 
selanjutnya ; 

7. Siste~ akan memberikan notilikasi kepada Pejabat domain terkait usulan pengambilalihan nama 
domain yang dalam waktu 3x24 Jam. 

8. Pejabat Domain memberikan laporan resmi kepada 8KPD yang mengajukan usulan. 

2. Pejabat Domain yang ada Dinas Kominfo mengirim surat pennohonan pengambilalihan nama 
domain yang telah di paraf beserta kelengkapan persyaratan lainnya ke Sekretaris Daerah urtuk 
mendapc11kan tanda tangan. 

3. Surat yang telah di tandatangani oleh Sekretaris Daerah dikembalikan kE1 Dinas Kominfo untuk di 
proses l1!bih lanjut ke pengek:>la Domain lnstansi Penyelenggara Negara melalui email beserta 
seluruh kelengkapan pengambilalihan nama domain oleh Pejabat Domain. 

4. Dinas Kominfo dalam hal ini adalah pejabat domain mengunggah dokumen surat permohonan 
beserta k:elengkapan persyaratan untuk pengambilalihan nama domain melalui email. 

5. Penqelola Nama Domain lnstansi Penyelenggarc, Negara akan melakukan verifikasi secara 
otomatis. 

1. SKPD membuat surat permohonan ditujukan ke Sel<retariat Daerah terkait permohonan ambil 3lih 
nama dcmain yang ditandata1gani Kepala Dinas dan telah mendapat paraf dari Kepala Dinas 
Komunik3si dan lnfonnatika. 

URAIAN PROSEDUR 

NamaSOP 

Dlsahkan Clleh 

Tgl Dlsahkan : 

Tgl Revlsi : 

Tgl Pembmttan : 

NomorSOP : 

1. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentan,1 lnformasi dan Transaksi Elektronik. 
2: Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan!1 Pemerintah Daemh. 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2)12 tertang Penyelenggaraan Sistem dan 

Transaksi Elektronik. 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2)16 tertang Perangkat Daerah. 
5. Peratur:in Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 5 Tahun 201!i tentang Registrar Narna 

Domair lnstansi Penyelenggara N139ara. 
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 5 Tahun 201fi tentang Registrar Nama 

Domair lnstansi Penyelenggara N1!gara. 

LANDASAN HUKIJM 

PE:MERINTAH DAERAH KABUPATEN WON<)SOBO 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIICA 

- 

r----------~--~~--------------------------------------------------~---·---r--------------------------------------------------------------------------------------i 
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SKPD n1emlnta 1>araf darl Dlnas Komlnfo -- untuk surat terl.alt nam I domalr, yang !_ Sunot Permohonan st:PD 

sedang teritene .ien,ngen cyber attack yan.1 di tand I tangan 3 hari t•lsposlsl 

untuk dlambil alih kemb;11i Sekretartat t•aerah 

pengel<~aannya 

------------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

-E 
------ 

Pejabat Domain di Dinas Kominfo 
mengajukan sunt permchonan suspensl 
nama domain k! Sekda dengan dilengkapi 
persyaratan sesual Perm,inkomlnfo 
tentallf nama d,xnaln ---- ------ ------ ------------ ------ ------ ------ ------ ------ 
Sunit ynng telah ditandatanganl nkda di Keli,ngkapar dokumtn t>okumen usulan 

kembal kan ke Clnas Kon1lnfo untuk pengambilal han nar-ia ljam kepada 

dlproses ke Pengelola Domain lnstansi doniain lnst;,nsi v,ww.doniain.go.ill 

oleh pejabat dornaln 

------------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 
Per.:yaratan Kelengk, pan 

Dinas K>minfo r,englrimkan dokllmen Dokumen hsrus sesual 

4 pendukung pernohonan penpmbilalihan dengan Permen Korn nfo 

nam1 domain kn melalui email Norior S Tatiun 2015 

------ ------ ------ ------ ------------ ------ ------ ------ 
Penplc,la nama domain 11elakukun 

Vertfiklsl data : Dokumen yang akan 
l•Jmenit Laporan Hasil Veri ikasi 

divuifikasl 

Pertksa Dokumen pendultung sesuai 
dengan permen kominfo no OS tahun 201!; ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------------ 
Pengelc,la domain memhuat keputusan -- persetuJuan atau penol1kan usul1 n 

Lap,:,ran Has I Verifik:osi 

penpn1bllallha11 nama d>maln ktmudlan Nama Domain 
limenit ~ eputusan Hasil 

disamp1lkan kep1da lnstansl Pemerintah 
y 

melalui peJ1b1t ~omain 

-- ------ ------ ------ ------ ------ 

SOP PENG.AiMBILAN PENGELOLAAN NAMA DOMAIN KARENA CYBER ATTACI< 
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Laponn 

Set,dah menerima 
not flkasl penpmbUallhan 

1 
hart 

nan11 domain di setujul 

darl pen1elola domain 

Penpmbllallhan nama 

De.main yang ttlah 

dll1kubn 

Keputusan penpmbl1llhan 2,, menlt 
pengelolHn nam1 dom1ln 

-- M-1ffl1 IConflmlSI s>en1tuju1n 
7 l*llllllbillllhan 1111111 do111111n v•ns ttlah 

dlusulkan mtlllul email 

• Mernbtrlkan llpQwi b SICPO terblt nlffll 

c1arr111n 'fire tellh c1 llllbll lllh. 



- 

F.EMAIL 
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1. Unda"'1- Undang Nornor 11 Tahun 2008 tental'l! 
2. Unda"'1 - Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentan 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2)12 ter 

Transal<si Elektronlk. 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2)16 ter 
5. Peraturan Menteri Kornunikasi dan infonnatika N 

Nornenldatur Perangkat Da,3rah Bklang K:>munik 

LANDASAN HUKIJM 

r-~~~~--~~~~~--------- 

NomorSOJ> : 

i Tgl Pembuatan : 

Tgl Revlsi : 

Tgl Dlsahkan : 

i>ATEN WONC)SOBO Dlsahkan Clleh : 

INFORMATIICA 
NamaSOP : 47.PEl"GAJUAN AKUN EMAIL BARU {Pl:RORANGAN) 

URAJAN PROSEDUR 

.J lnformasi dan Transaksi Elektronik. 
1. SKPD membuat surat pennohonan ke Dinas Komirfo ter1cait pembuatan alamat email baru urtuk !J Pemerintah Daemh. 

tang Penyelenggaraan Sistem dan seorang Aparatur Sipi Negara (ASN) di SKPD tersebut. Surat permohonan diterima oleh Ke~-ala 
Dinas Kcmi'lfo untuk di disposisikan. 

tang Perangkat Daerah. 
2. Surat di<fisposisikan ke Kasi untuk dilakukan iden'jfikasl apakah data untuk usulan pembuatan omor 14 Tahun 20'16 tentang Pedoman 

asi dan lnformatika. alamat ema~ baru untuk ASN yang dimaksud sudah lengkap. 

3. Kabid m3mbuat keputusan apakah usulan pembLatan alamat email bnru bisa dilanjutkan atau 
tidak. Jika tidak bisa citeruskan, maka akan dikirim respon surat pemberitahuan ke SKPD tersebut 
bahwa u:,ulan alamat email ASN yang dimaksud belum dapat dilanjutkan ,jengan alasan yang juga 
ikut disebutkan. Apabila usular tersebut bisa dilanjuV<cm maka masuk ke p.)int 4. 

4. Kasi ben.ama stat membuat alamat email sesuai dergan usulan. 

5. Kabid rTKmerika draft surat dip9riksa untuk kemudian di tanda tangani olet Kadis. 

6. Surat re1;mi dikirimkan ke SKPD asal yang mengusulkan pennohonan pembuatan alamat er,ail 
baru untuk ASN. 

PE:MERINT AH DAE RAH KABU 
DINAS KOMUNIKASI DAN 
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SKPI> mena,1Jukan :,urat purmchcoen Surat l'ermohonan 
1 pembuatan alamat emall untuk =~ SKPD 1•ang di tanda 3 harl Dlspcsisl 

seonna ASI~ di SKF·D ke Dlnas Kornlnfo tangani Kepala SKPD 

-------------------- ---- ---- ---- --------- 
Kasi melakukan ldentlflkasl apaka, data email yang akan 

2 p1m1ohon1n usula 1 pembuatan dibuat akunnva telah 30 rrenit Hasll ldentifi casl 

alamat email blsa c llanjutl:an 

-------------------- ---- ------ ---- ---- ---- -------- 

Kabld meml>uat ke :,utusan apaka, 
T 

3 usul,m pembuatan alamat email t·aru Hasll ldentifikasl Jela!, 30 rrenlt Kepu·:usan Hasil ---- 
blsa dlteruskan 

-------------------- ------ ---- ---- ---- ---- 

4 
Menibuat alamat email se:1ual denaan Dokumen usulan 10 rrenlt Email baru 
usul,1n 

----- ---- ------ ---- ---- -------- ------------------ 
Ka bid menakoreksl draft s1,rat darl -- lapcran hasil 

3Jani Draft surat 
5 kasl, kemudlan ~dis mennndataraanl pembuatan emall 

draf: surat \'In& dlrnaksud ---- ------ ---- ---- ---- ---- 
Surat dlklrlrnkan kE SKPD ilsal yang Draft surat 1 hart Tanda terlma 

6 menaaJukan usulan pembuatan alamat surat 

1m1II baru ---- ---- ------ ---- --------- -- 

SOP PENGAJUAN AKUN EMAIL BAHU (PEROHANGAIN) 
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1. Unda~1- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentan 
2. Unda~1- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2)12 te 

Transaksi Elektronik. 
4. Peratur:in Pemerintah Nomor 18 Tahun 2)16 te 
5. Peratursn Menteri Komunikasi dan lnformatika N 

Nomenldatur Perangkat Da,3rah Bi,jang K:>muni 

LANDASAN HUKIJM 

Pf:MERINT AH DAERAH KABU 
DINAS KOMUNIKASI DAN 

NomorSOf> 

i 
: 

Tgl Pembu;1tan : 

Tgl Revisi : 

Tgl Dlsahkan : 

i>ATEN WONC)SOBO Dlsahkan Clleh : 

INFORMATIICA 
NamaSOP 48.PEl'<IGAJUAN AKUN EMAIL BARU (K10LEKTIF) : 

URAIAN PROSEOUR 

!J lnformasi dan Transaksi Elektronik. 
1. SKPD membuat surat permohonan ke Dinas Komirfo ter1cait pembuatan alamat email baru urtuk !1 Pemerintah Daemh. 

rtang Penyelenggaraan Sistem dan seluruh 1\paratur Sipil Negara (ASN) di SKPD tersebut. Surat permohor,an diterima oleh Ke~ala 
Dinas Kcminfo untuk di disposisikan. 

rtang Perangkat Daerah. 
2. Surat didisposisikan ke Kasi untuk dilakukan iden'ifikasi apakah data untuk usulan pembuatan omor 14 Tahun 20'16 tentang Pedoman 

kasi dan lnformatika. alamat email baru untuk seluruh ASN yang dimaksucl sudah lengkap. 

3. Kabid membuat keputusan apakah usulan pernocetan alamat email baru bisa dilanjutkan atau 
tidak. Jika tidak bisa diteruskan, maka akan dikirim respon surat pemberitahuan ke SKPD tersebut 
bahwa usulan alamat email soluruh ASN yang dimaksud belum dapat dilanjutkan dengan alasan 
yang juga ikut disebutkan. Apabila usulan tersebut bisa dilanjutkan maka masuk ke point 4. 

4. Kasi bersema staf membuat alamat email sesuai dergan usulan. 

5. Kabid mumerika draft surat dip?riksa untuk kemudiar1 di tanda tangani olet Kadis. 

6. Surat renmi dikirimkan ke SKPD asal yang mengusulkan permohonan pembuatan alamat er,ail 
baru untuk seluruh ASN talah £;elesai dilakukan. 

--- 
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SKPC· meng.Jukan surat permohonan SJrat Permohonan 
l pembuatan alamat email untuk • S <PD yang di tanda 3 harl )lsposl:;I 

seluruh ASN di SKPC> ke Olnas Kom nfo tanganl t:epala ~·KPO 

------------- ------ ------ ------ ------ ------ 
Kasi Tielakul<an ldentlflkasl apaka~ i 

Data em;1II yang akan 

2 permohenan usulan pembuatan dibuat al:unnya telah 
30 menlt ~asll ld,intiflka:;I 

alamat email bisa d lanjutk1n dilamplrl<an beserta 

data dari BKO 

------------ ------ ---- 

=•' 
------ ------ ------ ------ 

Kablcl membuat keputusan apaka~ 
3 usul,1n pembuatan alarnat •!mall baru --- Hasll Ide 1tlflkasi Jelas 30menlt ceputusan Hasil 

blsa ~iterusl:an 

------------ ---- ------ ------ ------ ------ ------ 
4 

Membuat ala mat ernall sesual denaan Data ASM yang 
5 menlt: 

:mall kolektif 
usulan bersangkutan aaru 

------ ------ ------ 
Membuat draft surnt dlper ksa ole, --Ill+- Hasll pernbuatan akun 

5 email ba-u 10 menit )raft surat Kabld dan dltandatilnganl Kadis 
perorangan 

------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 
Sur.r: dlklrlmkan ke SKPD a5al yans H asll kei: utusan 

6 menaaJukan usulan pembuatan ali1mat lclentlflkasl sudah 1 harl .,urat re sml 
emailbaru lengkap 

SOP PENGAJUAN AKUN EMAIL BARU (KOLEKTIF) 
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1. Unda°'1- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentan 
2. Unda"'1- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2)12 ter 

Transalcsi Elektronik. 
4. Peratur:1n Pemerintah Nomor 18 Tahun 2)16 ter 
5. Peraturan Menteri Komunlkasi dan lnformatika N 

Nomenldatur Perangkat Da,3rah Bi,jang K:>munik 

PE:MERINT AH DAERAH KABU 
DINAS KOMUNIKASI DAN " 

. 

. 

NomorSOJ> : 

Tgl Pernbuatan : 

Tgl Revisi : 

Tgl Dlsahkan : 

i>ATEN WONC)SOBO Dlsahkan Ctleh : 

INFORMATIICA 
NamaSOP : 49.PENGAJUAN HAPU.S AKUN EMAIL 

URAIAN PROSEDUR 

!J lnformasi dan Transaksi Elektronik. 
1. SKPD membuat surat pennohonan ke Dinas Kominfo terkait penghapusan alamat email urtuk !J Pemerintah Daerah. 

tang Penyelengga,aan Sistem dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di SKPD tersebut. SJrat permohonan dite,rima oleh Kepala Dinas 
Kominfo untuk di disposisikan. 

tang Perangkat Daerah. 
2. Surat dicisposisikan ke Kasi untuk dilakukan identifikasi apakah data untuk usulan penghapu:,an omor 14 Tahun 20'16 tentang Pedoman 

asi dan lnformatika. alamat e1nai ASN yang dimaki;ud bisa dllanjutkan. 

3. Kabid m«imbuat keputusan apakah usulan penghapusan alamat email bi sa dilanjutkan atau tic ak. 
Jika tidal: bisa diteruskan, make akan dlkirim respon surat pemberitahuan ke SKPD tersebut bat1wa 
usulan penghapusan alamat 13mall untuk ASN yarig dimaksud beium dapat dilanjutkan denqan 
alasan yang juga ikut disebutkcm. Apabila usulan tersebut bisa dilanjutkan maka masuk ke point 4. 

4. Kasi bersama staf menghapus alamat email sesuai dengan usu Ian. 

5. Kabid mumerika draft surat dari kasi untuk kemudian di tanda tangani oleh Kadis. 

6. Surat rem1i dikirimkan ke SKPD asal yang mengusJlkan permohonan penghapusan alamat ernail 
ootuk ASN bahwa telah selesai dilakukan. 

LANDASAN HUKIJM 
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SKPCl mensaJukan surat permohonan 
Surat l'ermoh:man 

1 untuk penshapusan alamat email ASN =~ SKPD )·ang di tanda 3 harl Dlspoi;isi 

di SkPD ke C>lnas l(c,mlnfo 
tangar i l(epal;1 SKPD 

------------ ---- ---- ----- ------ 

Kasi melakukan ldentlflkas apakah 

~~- 

Data email ya11g akan 

2 permohona , usulan penst apusan 
dlhapus telah 30 menlt Hasll 1 :!entlflkasi 

alamat email blsa dllanjut~an 
dilam~lrkan 

---------- ---- ------ ---- ------ ------ 

Kabl,:I memhuat ke1>utusar apakah T 

3 usulan penshapusan alamat email ---- Hasil ldentiflkasl jelas 30 menlt l(eputJsan Hasil 

baru blsa dl·:eruska, 

------------ ----- ---- ---- ----- ------ 

4 
Bers.ima staf, menE:hapus alarnat 

Data email yang akan 
10 menlt 

Email telah 

ema I sesual densall usulan 
dihapus dlhapus 

---- ------ ---- ------ ---- ------ ------ 

5 
Menibuat d·aft surst dlperlksa olt,h t -- Laporan pen11apusa11 

ljam Draft :iur1t 

Kabl,J dan d tandat;mganl ICadls 
email 

---- ------ -- ___ __. ----- ------ 
Surat dlklrlmkan ke SKPD asal yanJ 

6 menJajukar usulan pengh;1pusan 
Surat j 3Wabar, 1 hari Tanda terlma 

alamat email ---- -- ---- ------ -- ---- ------ 

SOP PENG.AJUAN HAPUS AKUN EMAIL 
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1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tenta 
2. Undang - Undang Nornor 23 Tahun 2014 tenta 
3. Peraturan Pemerintah Ncmor 82 Tahun 2 

Transaksi Eleklronik. 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2)16 te 
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnfo1matik 

Nomenl<latur Perangkat Oa,3rah Bkfang K:>mun 

PE:MERINT AH DAERAH KAB 
DINAS KOMUNIKASI DA 

NomorSOP ; 

I Tgl Pembu;itan : 

Tgl Revisi : 

Tgl Dlsahkan ; 

Ul>ATEN WONC)SOBO Disahkan Ctleh ; 

N INFORMATIICA 
Nama SOP : 50.PENGAJUAN SUSPENSI AKUN EMAIL 

URAIAN PROSEDUR 

rl!J lnformasi dan Transaksi Bektronik. 
1. SKPD msmbuat surat permohonan ke Dinas Kominfo terkait suspend aiamat email untuk Apardtur n9 Pemerintah Daerah. 

0'12 tentang Penynlenggaraan Sistem dan Sipil Negara (ASN) di SKPD tersebut. Surat permohonan diterima oieh Kepala Dinas Kominfo urtuk 
di disposisikan. 

rtang Perangkat Daerah. 
2. Surat didisposisikan ke Kasi untuk dilakukan identifikasi apakah data untuk usulan suspend ,llamat a Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman 

ikasi dan lnformatika. email ASN yang dimaksud sud3h lengkap dan bisa dilanjutkan. 

3. Kabid membuat keputusan apakah usulan suspend alamat email bisa dilanjutkan atau tidak .• lika 
tidak bisa diteruskan, maka akan dikirim respon surat pemberitahuan ke SKPD tersebut bat,wa 
uselan suspend alamat email unt\Jk ASN yang dimaksud belum dapat dilanjutkan dengan alasan 
yang juga ikut disebutkan. Apabila usulan tersebut bisa dilanjutkan maka masuk ke point 4. 

4. Kasi bersarna staf melakukan suspend alamat email sesuai dengan usulan. 

5. Kabid rnemerika draft surat dari kasi untuk kemudian di tanda tangani oleh Ka<is. 

6. Surat m.mi dikirimkan ke SKPD asal yang menguSLlkan permohonan suspend alamat email urtuk 
ASN bahwa suspend telah seliisai dilakukan. 

LANDASAN HUKIJM 

--- 
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SKPCI mengajukan surat permohenan 
Surat l'ermoh:,nan 1 untuk suspend alamat emc1II untuk =~ SKPD )ang di tanda 3 hari Oispo!:isi 

ASN di SKPC• ke Dlnas Kominfo tangar i Kepal:1 SKPD 

------------- ------ ---- ---- ---- 
Kasi melakukan ldentiflkas apakah 

l- 
Data email yang akan 

2 permohona, usulan suspe id ala mat dlsuspend telah 30 menit Hasil l:fentifikasi 
ema I blsa dilanjutkan dllamplrkan 

------------ ---- ------ ----- ---- ---- 
Kabkl memhuat keputusar apakah T 

3 usulan suspend alamat email baru blsa ---- Hasil identlfik:1sl Jelas 30 menlt Dispo!:isl 
diteruskan y 

------------ ------ ---- ---- 
Suspend alamat err all sesval dengan Keputusan hasil 

S menit Email telah 4 
usulan a nails. disuspend 

---------- --------- ---- ------- ----- ---- 

5 
Membuat d·aft sunt dlperiksa oleh F-- -1111+ Lapora n has II suspend lj1m Draft surat Kabkl dan ditandat:1n1anl l(adls 

------ ------- --- --- ---- ------------ 
Surat dikirln1kan ke SKPD asal yan.J 

Surat j ;iwabar, 1 hari Tanda terima 6 menJajukar usulan suspend alamst 

emal -------- ----- ----- -- --------- ---- 

SOP PENGA,JUAN SUSPENSI AKUN E:MA.IL 
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1. Unda11E1- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentan 
2. Unda11E1 - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2)12 te 

Transalcsi Elektronik. 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2)16 te 
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika N 

Nomenl<latur Perangkat Daerah Bi,jang ~Jmuni 

LANDASAN HUKIJM 

i--~~~~--~~~~~------------ 

NomorSOP : 

i Tgl Pembu,itan : 

Tgl Revisi : 

Tgl Dlsahkan : 

Dlsahkan Clleh : J)ATEN WONC)SOBO 
INFORMATUCA 

NamaSOP : 51.PEIWIBERIAN PERINt3AT AN BAGI PENGGUNA EMAIL 

URAIAN PROSEDUR 

!J lnformasi dan Transaksi Elektronik. 
1. Kepala Dinas Kominfo menerima laporan terkait penyalahgunaan akun email resmi kantor dari q Pemerintah Daerah. 

rtang Penyelenggaraan Sistem dan pihak ekstemal, 

rtang Perangkat Daerah. 2. Laporan didisposisikan ke Kasi untuk dilakukan ideritifikasi apakah laporan tersebut benar beserta 
omor 14 Tahun 20'16 tentang Pedoman jenis penyalahgunaannya sebagai dasar tindakan lebih dilanjul 

kasi dan lnformatika. 
3. Kabid membuat keputusan apakah alamat email tersebut benar terindikasi melakukan pelanggaran. 

Jika tidal< maka akan dikirim respon surat pember tahuan ke pelapor bahwa laporannya kumng 
valid dan tidak diproses lebih lc1njut. Apabila ya maka masuk ke point 4. 

4. Kasi mengkonsep surat peri1gatan untuk user yang alamat emailny:1 terindikasi melakul<an 
penyalahgunaan. 

5. Kabid mumerika draft surat dari kasi untuk kemudian di tanda tangani oleh Kadis. 

6. Surat resmi dikirimkan user tersebut dengan di tembuskan ke SKPD asal user tersebut. 

Pl:MERINT AH DAE RAH KABU 
DINAS KOMUNIKASI DAN 
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Adanya laporan punyalahgunaan surat Permohonan 

1 pengunaan alamat email resml - SKPI) yang :Ii tanda 3 1ari Laooran 

kan·:or tan1:ani Kepala SKI'D 

------------- ---------- ------- ------ ------ 
Kasi melakukan ld,mtlfika.l kasus. 

=~- 
Data kasus 

2 peny<alahgunaan alamat E·mall ycng 
penfalahgunaan email 30 menit Hasil identifikasi 

tela, dllakukan oleh user 
yanii dimaksud telah 
dilampirkan 

------------ --------- ------ ------ ------ ------ 
Kab·d membuat keputusan apak.ih 

3 
alan,at email tersebut termdlkas Has I identifikasi [etas 3(1 menit 
mel1kukan penyalahgunaan -- Keputusa11 Hasil 

pengunaan akun. 

------ ------ ------ ------ ------- 
Kasi mengkonsep ,,eringatan yarg 

4 
akan dlberikan kepada user yang KepJtusan hasil 3(1 menit Draft sura t 
aian,at emailnya terindikasl 
mehkukan penyaiahgunaan 

------------ ------ ------ ---- ------ ------ 
Draft surat beserta lapora n akun yang 

~ - 5 
tela, diber perlngatan di :,eriksa oleh Draft surat 6(1 menlt Drift surct 
Kab'd untuc kemu:lian dltandatangani 

kadis 

------------ ------ ------ --------- ---- 
Surat dikirimkan k•? ASN yang Has I keputusan 

6 bersangkutan dan SKPD asal ASN yang ldentlfikasl sudah 1 ,ari Tanda terima 

akunnya terlndika::i di sal,1hgunakan len@'kap 

------ --------- 

so= PEMBEIRIAN PERING.ATAN BAGI PENGGUNA EMAIL 

- 
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1. SKPD membuat surat permohonan ke Dinas Kominfo terkait penambahan kapasitas email ur tuk 
Aparatur Sipil Negara (ASN) di SKPD tersebut SJrat permohonan dituima oleh Kepala Dinas 
Kominfo untuk di disposisikan. 

2. Surat dicfisposisikan ke Kasi untuk dilakukan idenlifikasi apakah usular penambahan kapasitas 
email ASN yang dimaksud blsa dilakukan dengan pertimbangan infrastruktur yang tersedia saat itu. 

3. Kabid mernbuat keputusan apakah usulan penambahan kapasitas email bisa dilanjutkan atau 
tidak. Jlka tidak bisa olterusken, maka akan dikirim respon surat pemberitahuan ke SKPD tersebut 
bahwa usulan penambahan kapasitas email untuk ASN yang dimaksud belum dapat dilanjuH,an 
dengan alasan yang juga ikut disebutkan. Apabila u:iulan tersebut bisa dilanjutkan maka masuk ke 
point 4. 

4. Kasi bersama staf melakukan penambahan kapasita:; email sesuai dengan usulan. 

5. Kabid mrnnerika draft surat dari kasi untuk kemudian di tanda tangani oleh Kadis. 

6. Surat resmi dikirimkan ke SKPD asal yang mengusulkan permohonan penambahan kapasitas er,ail 
untuk ASN bahwa penambahan kapasitas email telah selesai dilakukan. 

URAIAN PROSEDUR 

: 52.PENAMBAHAN KAPASIT AS EMAIL Nama SOP 

NomorSOP : 

Tgl Pembu;1tan : 

Tgl Revis! : 

Tgl Dlsahkan : 

Dlsahkan Clleh : 

1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentann lnformasi dan Transaksi Elektronik. 
2. Undang - Undnng Nomor 23 Tahun 2014 tentan1~ Pemerintah Daemh. 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2)12 tertang Penyelenggaraan Sistem dan 

Transaksl Elekronik. 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2)16 tertang Perangkat Daerah. 
5. Peraturan Merr:eri Komunikasi dan fnformatika Nomor 14 Tahun 20'16 tentang Pedoman 

Nomenkfatur P·!rangkat Daerah B~jang K)munikasi dan lnformatika. 

LANDASAN HUKUM 

PEMERINTAH DAER.~ KABUl>ATEN WONOSOBO 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATUCA 

---- 

1------------------------------------------·---------------1--------·------------------------------------·------------·---; 

,-------------·~~~-----------·--~~~--~~------·--....-------·--------------------------------------------·--i 
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SKPD meng sjukan surat permohonan 
unn.k pena-nbahan kapasitas alamat - Surat Permc>honan 

1 
email untuk ASN di SKPD ke Dina!, 

SKPCJ yang di tanda 3 hari OiS)OSisi 

Komlnfo 
tangani Kepala SKPD 

----------------- ---------- ;- ------ 
Kasi melakLkan identtflkasl apak2h 

Date akun email Y• ng 

2 permohonan usulan pena nbahan 
akan ditambah 30 menit Ha~il identifikasi 

kapaitas email bisa dilanjutkan 
kapa sitasnya telah 
dilarnpirkar 

------------- --------- ------ --- --- ------ ------ 

Kabi::I mem euat keputusa, apakah 

3 usul.in penambah.n kapa;itas email -- 

l- 
Hasil identiflkasi jelas 30 menit Keputusan Hasil 

blsa diteruskan 

------ ------ ------ 
Kasi bersama staf rnelakul:an 

Kapasitas Email 

4 penambahcn kapa;itas email sesual 
Hasil keputusan 30 menit telah 

dengan usulan 
bertambah 

---------- ------- ------ --------- ------ 
Membuat draft surat dlperiksa oleh ..... ~· Lapc,ran ha!,il 

5 
penambahan 60 menit Surat resrr I 

Kabid dan ditandatanganl Kadis kapa sitas email 

-------- ------ ------ --------- ------ ------ 
Surat dildrirnkan ke SKPD asal yarog 

6 menpjukan usulan penarnbahan 
Surat resml 1 hari Tar da terlrna 

kapaitas untuk akJn email ---- ------- --------- --- ------- 

SOP PENAMBAHAN KAPASITAS EMAIL 
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i 
NomorSOI' : 

Tgl Pembu;!tan : 

Tgl Revis! : 

Tgl Dlsahkan : 

!>ATEN WONC)SOBO 
Dlsahkan Clleh : 

INFORMATIICA Nama SOP 53.MICiRASI EMAIL : 

URAIAN PROSEDUR 

J lnformasi dan Tnmsaksi Elektronik. 
1. SKPD membuat surat permohonan ke Dinas Kominfo terkait migrasi email untuk Aparatur Sipil 

!~ Pemerintah Daemh. 
rtang Penyelenggaraan Sistem dan Negara (ASN) di SKPD tersebut. Surat pennohonan diterina oleh Kepala Dinas Komi'lfo untuk di 

disposisil<an. 
rtang Perangkat Daerah. 

2. Surat diclisposisikan ke Kasi untuk dilakukan identifikasi apakah usulan melakukan migasi email 
omor 14 Tahun 20'16 tentang Pedoman 

kasi dan lnformatika. ASN yang dimaksud bisa dilakukan dengan pertimbangan infrastruklur yang tersedia saat itu. 

3. Kabid membuat keputusan spakah usulan migrasi e-mail bisa dilanjutkan atau tidak. Jika lidak bisa 
diteruskan, maka akan dikirim respon surat pemberitmuan ke SKPD tersebut bahwa usul..-. nigasi 
email untuk ASN yang dimaksud belum dapat dilanjt1tkan dengan alasan yang juga ikut <isebulkan. 
Apabila usulan tersebut bisa dilanjutkan maka masuli: ke point 4. 

4. Kasi bersama staf melakukan rnigrasi email sesuai 1hngan usulan. 

5. Kabid memenka draft surat dari kasi untuk kemudian di tanda tangani oleh Kadis. 

6. Surat rei;mi dikirimkan ke SKI'D asal yang mengusulkan permohonan migrasi email untuc ASN 
bahwa migrasi email telah selesai dilakukan. 

1. Undang - Undang Nomor 11 T ahun 2008 tentaru 
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2)12 te 

Transaksi Elektronik. 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2)16 te 
5. Peraturan Manieri Komunikasi dan lnformatika N 

Nornenldatur Perangkat Da13rah Bk1ang K:,muni 

LANDASAN HUKUM 

PEMERINT AH DAERAH KABU 
DINAS KOMUNIKASI DAN 

--- 
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- 

SKPC mengajukan s Jrat permohonan • ~~ 

Surat Permohonan 

1 untuk mlgra;I kapasltas ala nat email 

untuk ASN di SKPD ke Dina!, Komlnfo 

Sl(PD yang di tanda 3 harl l)isposi!:i 

tanganl i:epala SKPD 

--- -------- ---- ---- ----- ---- 
Kasi melakul<an ldentlfikasi apakah 

2 
permehonan usulan migra!I email bisa 

d ata aku 1 email yang 

dllanjutkan dengan pertlmbangan 
a <an dlrr lgrasl telah 30menit Hasil ldentlfika:,I 

slstem yang ada saat ltu. 
dllamplrkan 

---- ---- ------ ---- 

3 
Kabld memtuat ke~·utusan apakah ~~· usulan mlgmsl email blsa dteruskan -- Hasll ldentiflkasl Jelas 30menit Dlsposisl 

---- ------ ---- 

4 
Mlgnsl emilll dllakukan se;ual dengan 

Email telah 

usulan 

=-3 
Keputusan hasll 3 hari 

dlmlgra;ikan 

---- ---- ---- ---- ---- ------ 

5 
Membuat draft surat dlperiksa oleh 

~ 

taporan hasll proses 

Kabld dan dltandatc,nganl ~:adls 
mlgrasl 

60menlt l)raft su rat 

------ ---- ---- ---- ------ 
SUrat dlldrlmkan ke SKPD a!,al yang 

6 mengajukan usulan mlgrasl email 
S11rat resml lharl 

untukSKPD 1ya 

·randa tsrima 

---- 

SOP IMIGRASI EMAIL 
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5. Stat Teknis melakukan pemasangan jaringan baru dan melaporkan hasiln:ta kepada Kepala seksi. 

6. Kepala ssksi menyiapkan draft suratjawaban atas permohonan SKPD. 

7. Kabid memenka draft surat dipariksa unluk kemudian di tanda tangani olel' Kadis. 

8. Surat res mi dikirimkan ke SKPD asal yang mengusulkan pennohonan penambahan jaringan bam . 

3. 

2. 

1. SKPD membuat surat permohonan ke Dinas Kominfo terkait pennooonan penambahan pe1'31'1Gkat 
jaringan ke Dinas Kominfo. 

Surat didisposisikan ke Kabid untuk dilakukan identifikasi kesesuaian dengan blueprint jaringan. 

Kabid memouat keputusan a~akah dapat atau tidak usulan penambaha, jaringan dipenuhi. ,lika 
tidak maka akan menginformasikan ke Kepala Dinas Kominfo bahwa penarnbahan jaringan tidak 
bisa dipE:nuhi karena alasan ~rang juga ikut clise~.kan. jika usulan penambahan jaringan rnctsih 
memung <inkan maka ber1anjut ke tahap selanjutnya di point 4. 

4. Kasi menyiapkan rencana te~nis pemasangan jaringan baru dan menugaskan tim teknis urtuk 
melakuknn pemasangan 

4. 
5. 

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentarl!1 lnformasi dan Transaksi Elektronik. 
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan!) Pemerintah Daemh. 
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2)12 tertang Penyelenggaraan Sistem dan 
Transal<Si Elektronik. 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2)16 tertang Perangkat Daerah. 
Peraturan Menteri Kornunikasi dan lnforrnatika Nomor 14 Tahun 20'16 tentang Pedoman 
Nornenl<latur Perangkat Daerah Bi·:iang K,munikasi dan lnformatika. 

1. 
2. 
3. 

URAIAN PROSEDUR LANDASAN HUKIJM 

: 54.PEl~MOHONAN PENIAMBAHAN JARINGAN BARU NamaSOP 

Dlsahkan Clleh 

Tgl Dlsahk1m : 

Tgl Revlsi : 

Tgl Pembu,:1tan : 

NomorSOP : 

PE:MERINTAH DAERAH KABUl>ATEN WONC)SOBO 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIICA 

,---~~--------------------~-----------------------------------1 



Surat resmi 

Draft surat 
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Tan.JI te,lm., SURt 

Dnltsunt la :,or.m pemasang; n 
30 

. 
jarlnpn ffll!lllt 

.....i-------·---------~-------1-------L.------~.L.~--------__J 

30111t!Nt 

Dbposlsl K11pala Sehi 6 Jam 

Keputusan KeJ)lla 
Bhfang 

-+----+-----+-------- 

30mimit 

-- Kepala 8ida'I menlromencmil:3n 

una.. rnenenna al3U 
menc b{l(/fflllft'sda us,.;lan. Apaoila 

crrtc1;t. maa ~ a danC 
..-.mstnlbibn pemouaan 

sunit jawaban 

30 mi,nlt 

y 

Dl:.poslsl K•ipala 
011,as 

Surat Pennohonan 
SKPD vane di tanda 3 hari 
ta1111nl Kei:•a:la_:SK:Pl_::'-!------+------+------------, 

SOP PERMOHONAN PENAMBAHAN JARINGAN BARU 

Sont llesnl cl ldrtn lie SKPI> ual y1n1 
rr~ pemotionen 111411 .. jlmpn 
nu. 

I 

IC.Ibid merwlkH dmt 1161t untuk 
ditindli.,pni icestll DIMS 7 

l-~~-----------------+----·-----+----~-----+-----·----t----+-----+-------~-t-·--------+-----~+-----------1-----------------J 
6 

telns meimll.n pemaAIIPII 
,..-. lrompUW Grmahin d .. 

rr eupa,ta n hasln!'a kepld-1 klpla ;ebl 
5 

t---+------------+--------1-------+------4-------+·--+--·--+---~~~-+-----4--------+------------l 

IC l5i menyilpbn renc:1111 tHnis ,.._..,jlrinpn blrv dan 
rr enupsnn team teknis wmk melakubn 
p,,imlllpl 

4 

IC.Ibid mer entubn dapat mu txt.n,I 
usu1an penamblhln jarirwan dlpenut.. 3 

IC-!plla Bidan1 rnebkulan p~ aw 
2 8 ueprint. uinpn ..wiu mellh1t 

koleslala• - an atoUblhan 

SICPO 11*\pjubn surat pennohonan 
p~han .,.. ..... tjartnpn ke DlnlS 

IC:mnfo 

-- 
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1. SKPD membuat surat permenonan ke Dinas Kominro terkait pennohooan penambahan ~kat 
jaringan l<e Dinas Kominfo. 

2. Surat didisposisikan ke Kabid untuc diakukan identifikasi keterseciaan bandwidth urtuc 
didistribusikan. 

3. Kabid m1imbuat keputusan apakah dapat atau lidak: usuan penambahan ba'ldwidlh cipentn. Jika 
lidak maka akan menginfonnasikan ke Kepala Dinas Kominfo bahwa penarnbahan jamgan lidak 
bisa dipe-nuhi karena alasan yang juga ikut disertakan, jka usuan penanbahan bandwidth masih 
memung <inkan maka berlanjut ke tahap selanjutnya ci point 4. 

4. Kasi menyiapkan skema penambahan bandwidth dan menugaskan tin lekris untuk melakukan 
pemasargan. 

5. Stat Teknis melakukan penambahan bMdwidth dan meiaportlan hasinya kepada Kepala selcsi. 

6. Kepala ssksi menyiapkan draft suratjawaban atas pennohonan SKPO. 

7. Kabid mEimerika draft surat dip9riksa untuc kemudian ci tanda tangari olet Kaos. 

8. Surat resmi dikirimkan ke SKPO asal yang mengus'*an pennohonan penambcilan bandwidth. 

URAIAN PROSEDUR 

: 55.PERMOHONAN PENAMBAHAN BANDWIDTH NamaSOP 

Dlsahkan Clleh 

Tgl Dlsahk.in 

Tgl Revlsl 

Tgl Pembu;itan 

NomorSOJ> 

1--~~-------------·------. _J_ ~---------------i 

~~----------------------------------------~------~---------------, 

1. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tental"l!J lnformasi dan Transaksi Bektronik. 
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan!~ Pemerintah Daemh. 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2)12 tertang Penyelenggaraan Sistem dan 

Transaksi Eleklronilc. 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2)16 tertang Perangkat Daerah. 
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nornor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Nomeri<Jatur Perangkat Daerah Btjang K-Jmunikasi dan lnfonnalika. 

LANDASAN HUKIJM 

PEMERINTAH DAERAH KABUl>ATEN WONOSOBO 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIICA 

- 



St:PO mell(lljubn surat pennohooan -- 1 pi1Mmbll,1n bandwidth ke llnas Kornlnfo Surat Perrnohonan 
SKPD yan1 di t,nda 3 hari Olspozi 

tanpnl Kepali SKPD 

-- ---- ---- ------ 
Ktll)ll1 Bldma melakulc.an PE"'leceka, 

2 k11tersedl11n bandwtdth dar /atau 
30menit Hasa pe11eceb11 dimlbusl toandwldt, Dlsposisl Kepal a Dinas 

------ ---- ------ 
k eJ&la llida"I meretamendasilcan 
Llltwc~T.al.l 

3 
IC.ibid menennan dapat at,u lldaknva 

Keputusan hasil 
nencb1rJ 1IO!IIUlldi usulan. 'Pat,ila 

u,;uan per ambahan bandwi~ dlpenuhi. Hasll ,engecel:an 30menit 
cltolalt, mab ~la llld.q; 
~ubbt penbatJn Slnt 
j..waban 

--------- ------ ---- ---- ------ 
Kasi menyi1pkan skema pen1mbahar, 

Kepu1 usan Ke pal a 4 b.1ndwldtt dan menupskan team tel:nls 
Bldang 

30rnenlt Olsposisi 
unt!At mel.lkiaan p!llarnbat an 

------ ------ ---- 
Slafteknls rnelakuhn penarnbahan 

Laporan penambahan bandwldtt dan rnelaporlcan hasllnya Olsposisi Kepala Seksi ;jam 
bandwi,lth kopada keilllla Seksi 

---- ------ 
Kasi menyiapbn draft surat jawaban atas 

f 
laporan pemasangan 

30 rnenlt Draft surat 6 
u,;uanSKFO jarlnaan 

---- ---- ------ --------- ------ 
IC.ibid men'lfflksa draft surat untuk 

~ 

Draft surat 30 menlt Draft surat 7 
ditandac. pnl kep 111 Olnas 

---- ---- ------ 

• 
------ 

Surat Resnli di Kirin, ke SKPC• asal yang 
Surat resrnl ljam T1nda l\!rkN suut a rrenpjuk.,n permohonan Pf!Nlmbahln 

b.1ndwldtt 

------ ---- ---- 
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SOP PERMOHONAN Pl:NAMBAHAN BANDWIDTH 
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1. SKPD membuat surat permohonan ke Dinas Komirifo ter1cait pennohonan penggantian peranEkat 

router ke Dinas Kominfo. 

2. Surat dicisposisikan ke Kabid untuk dilakukan identifikasi ketersediaan router IJltuk ci<islribusi<an 
dan konc isi router existing. 

3. Kabid mombuat keputusan apakah dapat atau tidak usulan pengganlian r:>uter cipenln . .ilea iilk 
maka akan menginformasikan ke Kepala Dinas Korninfo bahwa penggantian router lidak bisa 
dipenuhi karena alasan yang juga ikut disertakan, jka usulan pe,ggantian rou1er masil 
memung <inkan maka berlanjut ke tahap selanjutnya di point 4. 

4. Kasi menyiapkan rencana teknis penggantian router dan menugaskan tim teknis IJltut melakukan 
penggan:ian. 

5. Staf Teknis melakukan penggantian router dan melaporkan hasilnya k.epatil KepaJa seksi. 

6. Kepala s~ksi menyiapkan draft surat jawaban atas permohonan SKPD. 

7. Kabid momerika draft surat dipariksa untuk kemudian di landa tangani olet Kaas. 

8. Surat resmi dikirimkan ke SKPI) asal yang mengusulkan pennohonan penggantian router. 

1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentanq lnformasi dan Transaksi Elek1ronik. 
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentanq Pemerintah Daerah. 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2)12 tertang Penyelenggaraan Sistem dan 

Transaksi Beklronik. 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2)16 tertang Perangkat Daerah. 
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 14 Tahun 20'16 tentang Pedoman 

N~datur Perangkat Da,nh Bi,jang K,)munikasi dan lnformatika. 

URAIAN PROSEDUR LANDASAN HUKIJM 

56.PEl~MOHONAN PENIGGANTIAN ROUTER NamaSOP 

Dlsahkan Clleh 

Tgl Dlsahk1m 

Tgl Revisl 

Tgl Pembu;itan 

NomorSOP 

PEMERINTAH DAER.&Ji KABUPATEN WONC)SOBO 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIICA 

~~---------------------------------------·, 
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~epala Bldans merekomenclaslkan 

~ ntuk menerirna a·:au 
r,enolak/ nenund, usulan. ~pablla 
cltolak, maka Kepala Bldan1: 
nenslnstrukslkan pembuat.,n surat 

Jawaban 

Tanda tt>rtm1 1ur at 

Draft surat 

Draft •uret 

laporan pemasar,gan 
peran1kat Route· 

Dlsposlsl 

Keputusan hasll 

Hasll pe111eceka11 

Olsposlsi 

30 menlt 

30menlt 

30 menlt 

SUrat resml l jam 

Draft surat 

Dlsposisl Kepala Seksl i Jam 

Kepu1Usan Kepala 
Bldang 

Hasil ,engecel:an 

Surat Permohunt1n 
SKPD yang di t ,nda 3 hart 
tanganl Kepal• SKPD 

Laporan pema sangan 30 men It 
jarlngan 

Olsposlsl Kepal a Dina, 30 menlt 

------ ~ .- 

-------·--!---~ 

----·--+------+- 

-!--·--+----~------- 

Slnt Resml cl Kirin, ke SKPC• asal yang 
rr enaaJulu,n permohonan p1>np1ntlc n 
ruuter. 

----------· ..... .----+- 

----------· ..... .----.&... 

- 

-------------------- 

IC•!PIII BldMII merr erlks• draft surat untuk 
dillndatar 1•nl kep1l1 Dlnas 

1----"------------------- 

Kasi menyl1pk1n draft ,urat jaw1ban 111s 
u:;ulanSKFD 

-------------------- 

Stal teknls m1l1kuk1n pena;antl1n ""'ter 
d;in melapotican hasllnya ke1>1dl kepala 

Soksl 

-------------------- 

Kasi m1nyl1pbn rencane te Olis 
p,m1111ntt11n router dan mer,upskln teem 
It lmls untuk mel1kukan pen1mbah1r, 

-------------------- 

Kabld menentulaln dlpat atnu tld1knya 
u:aA1n per 1111nt11n router dipenuhl. 

~--~~------------------ 

K,ibld mel11kuk1n p,!npcekln kondls 
rciuter exlstlrc dan ketersedlHn router 
p,inaantl 

St:PD men1iaJulaln surat pennohcn1n 
p,ina1ntll1n router ke Dlnas Komlnfo 

SOP PERMOHONAN i=>ENGGAI\JTIAN ROUTER 
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4. Kasi menyiapkan rencana teknis instalasi IP Publik dan menugaskan tim teknis untuk melakukan 
alokasi. 

5. Staf Teknis melakukan lnstalasi dan melaporkan hai;ilnya kepada Kepala seksl 

6. Kepala s?ksi menyiapkan draft suratjawaban atas ponnohonan SKPD. 

7. Kabid momerika draft surat dip~ksa untuk kemudian di tanda tangani olet Kadis. 

8. Surat resmi dikirimkan ke SKPD asal yang mengusulkan pennohonan IP Publik. 

2. Surat didisposisikan ke Kabid untuk dilakukan identifikasi ketersediaan IP Publik. 

Kabid memouat keputusan apakah dapat atau tidal: usulan pennohonan IP Publik dipenuhi. ,lika 
tidak maea akan menginfonnasikan ke Kepala Dinas Kominfo bahwa pe,mohonan IP Publik lidak 
bisa dipE:nuhi karena alasan irang juga ikut disertakan, jika usulan pernobonan IP publik m,1sih 
memung <inkan maka berlanjut ke tahap selanjutnya ji point 4. 

Kominfo. 

1. SKPD rrembuat surat pennohonan ke Dines Kominfo terkait pennohcnan IP publik ke Di11as 

URAIAN PROSEDUR 

4. 
5. 

Unda"'1- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentann lnfonnasi dan Transaksi Elek1ronik. 
Unda"'' - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan!~ Pemerintah Daemh. 
Peraturan Pemerintah Ncmor 82 Tahun 20·12 tentang PenyEilenggaraan Sistem dan 
Transaksl Elek1ronik. 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2)16 tertang Perangkat Daerah. 
Peraturan Menteri Komunikasi dim lnfo1matika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedornan 3. 
Nomenldatur Perangkat Da,3rah Bklang K·:>munikasi den lnformatika. 

1. 
2. 
3. 

LANDASAN HUKIJM 
1------~---~~-~~~.~~~--~--~---L--------------·--------·-------------------, 

NomorSOf> : 

Tgl Pembu;:1tan : 

Tgl Revisi : 

Tgl Dlsahkan : 

Dlsahkan Clleh : 

NamaSOP : 57.PEl~MOHONAN IP PUBLIK 

PE:MERINTAH DAERAH KABUl>ATEN WONC)SOBO 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIICA 

--------·-.----------------·, 
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SICPD menpjukan surat permohona11 
p,mquna:1n IP Putllk kepacla Kepal. Dlnas 

Surat Perrnohonan K-:imlnfo 
SKPD yang di tanda 3 hari Dlsrosisl K !pal1 Dir as meml>erlkan nenugasl:.in -- tanganl Kepala SKP[l lct!pad1 1Cepal1 Bld11n1 

--------------- ------ --------- ---- ------ ------ 
2 K Ibid mel:ikukan pen1ecek.1n ketersedl11n 

Dl:iposlsi K,,pala 
30monlt Hasil pengec!kan IF Publlk 

Dilias 

--------------- ------ ------- ------------ ---- ------ 
Kepala Bldang merekoonendasll:an 
untu~: menerl,na atau K.1bld mer entuk1n dapat atau tldak11ya y 
menc lak/menunda usulan. Apabila 3 u:1ul1n pen11un11n IP Publlk pada 

Hull peng,,cekan 30monlt KeP'Jlusan h 1sll 
dltolck, maka Kepala B dan1 p,ran1k1t server Sl(PD dlpenuhl. 
menglnstruksikan pembuatan 
surat jawaban 

------- ------ ------ ------ ------ ------ ----------- ---------------- 
IC.ul menyi1pkan rnncan1 distrlbusl IP 

Keputusan Kepala 
30 m,mlt Dlsrosisl 

4 P.Jbllk din mtnuankan tea 11 teknls untuk 
Blolang rr emberlkan 1lok~;I 

------ ------ ------ ------ --------- --------------- ------ 
Staf teknls mernbetikan alolcasl IP den 

Di:;poslsl Kl!pala Se~sl 30m,,nlt Laporan dlstoibusl IP 
rr elapork1 n hasNn1•a kepad.1 kepal1 ;eksl Pub lk 

------ ------ ------ ------ --------- ------------- ------ 
1(.111 m1nyl1pkan drift sura1 Jawabln atas la ooran ptma11ng, n 

30m,mlt Dralt surat 6 
u:1ul1n SKI'D Jarlngan 

------ ------ ------ ------ ------ ------ --------- 
K ibid mer,enksa draft surat untuk 

~ --- Dnftsurat 30 munlt Dralt surat 7 
dit11ndlt1n11nl ker.ala Dina:; 

-~ ------ ------ ------ ------ ------ --------- ------------- 
Surat Rtsril di IClrlrn ke SKPI> asal ya 18 Surat resm, ljam Tanda terlm.o surat 8 
IT •na•Jukan permcihonan II' Publlk 

------- ------ ------ ------- ------ 

SOP PEHMOHONAN IP PUBLII< 
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5. 

6. 

7. 

8. 

4. 

Pihak pemohon dalam hal ini bisa SKPD atau percrangan membuat surst pem,ohonan ke Dinas 
Kominfo terkait permohonan penembahsn atau penghapusan akses intemot ke Dinas Kominfo. 

Kabid membuat keputusan ,,pakah dapat atau tidak usulan permohonan penambahan atau 
penghapJsan akun akses intunet dipenuhi. Jika tidak maka akan men11infom,asikan ke Kepala 
Dinas Kominfo bahwa penambahan atau penghapJsan akun akses internet tidak bisa diperuhi 
karena alasan yang juga ikut disertakan, jika penambahan atau penghapusan akun akses internet 
masih momungkinkan maka be-rlanjut ke tahap selan,iutnya di point 3. 

Kasi menyiapkan skeman penambahan atau penghapusan akun akses internet dan menugasl<an 
tim teknis untuk melakukan penambahan atau penghapusan. 

Stat Teknls melakukan pencmbahan atau penghE1pusan akun akses internet Apabila pemohon 
adalah peroranqan maka stat teknis akan menginfonnasikan akun yang telah ditindaklanjuti mel3lui 
SMS atau email dan melaporlc.an hasilnya kepada Kepala seksi. Apabila pemohon adalah kolE!klif 
dari SKPD make staf teknls mElaporkan data akun yang telah ditindaklanjuli ke Kasi. 

Pemohon perorangan menerlrr a akun. 

Kepala s·aksi menylapkan draft suratjawaban alas permohcnan kolektif dari SKPD. 

Kabid mumerika draft surat dip3riksa untuk kemudian di tanda tangani oleh Kadis. 

Surat resmi dlkirimkan ke :3KPD asal yang mengusulkan permohc,nan penambahan atau 
penghapJsan akun akses internet. 

3. 

URAIAN PROSEDUR 

Dlsahkan Ctleh · 

Tgl Dlsahkan : 

Tgl Revlsl : 

Tgl Pembu:3tan : 

NomorSOP : 

1. Undal'1'1 - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tenta 111} lnfom,asi dan Transaksi 8ektronik. 2. Undal'1'1- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenta n!J Pemerintah Daerah. 1. 
3. Peratur:in Pemerintah Nomor 82 Tahun 2)12 te rtang Penyelenggaraan Sistem dan 

Transaksi Elektronik. 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2)16 te rtang Perangkat Daerah. 2. 
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 14 Tahun 20"16 tentang Pedoman 

Nomenldatur Perangkat Oa,3rah Bi,jang K·)mun ikasi dan infomialika. 

l.ANDASAN HUKIJM 

----------------------------------......------------------------------------------------------------·--, 

II 
PE:MERINTAH DAER~H KABUl=»ATEN WONC)SOBO 

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIICA 58.PEl~MOHONAN PENIAMBAHAN ATAIJ PENGHAPUSAN 
------------ Nama SOP : AKUN AKSES INTERNl:T 
I --~·~-------·---------4-------------------------------·----------·------------~ 
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Pl iak Pemc,hon blsa SKPD atau ASN 
111-roranaar mengaJl kan sura·: Surat Permohonan 
111-rmohon. n penambahan at,u SKF'D yang di tanda 
ptt19hapus:in akun 1kses lnte<'Tlet kepada 
Kt,pala Dtni,s Komlnfo. 

tansanl Kep,,la SKPD 1 har1 Dlsposl;I 
Form lslan 

K19ala Din.is membt,rlkan mEnu1asb11 
permohonar1 akun 

ke pada Kat Id 
akses lnternet 

------------ --------- ------------ ------ --------- 

T 
•epala Blcang mer1,komendaslkan 

K, bid menuntukan e apat atau tldaknya y Lntuk me11enma at su menolak 
usulan pen,1mbahanlpenghapaan alcun Haili pengecekan 30men t Keputu;an hasll uulan. Apablla dttclak, maka 
ur,tuk dlpenuhl. •epala Blcang men,pnstrukslkan 

~embuatan surat Jawaban 

------------ ------------ ------ --------- ------ --------- 
IC. II menyl;ipkan ski ma 
ptt1ambah.1n/pengh•pusan altun akses 

Kei,utusan Kepala 
ln:ernet da, menu1askan ten, teknls 

--~ 

30ment Dlsposl.,I 
ur,tuk melakukan Bld•ns 

ptt1ambah,1nJpefllh•pusan 

----------------- ------------ ------ ------ ----------- 
Snfteknls nelakuk;n pen1mbahan/ 

6 Jam (folektlf} 
ptt19hapus.1n 1kun akses Internet dan 
m!laporkan halllny. kepada !Call dan 

~--- 
------ ------ Lapora,, pelaksa11aan 

Dis >oslsl Ke1iala Seksl 
10 men t efueku,,I teknls 

m!flyer1hkan akun l:epada pc'ITlohon J,NS (perora111an) 
P1-rar1na1r ---------------- ---------- ------ ------------ ------ --------- 
A!:N perarangan yang men1aJukan La~oran hasil 

pt-rmohoni n menerima akun altses pernbuatan .ikun 5 menit Akun al:ses Internet 

ln:ernet akses Internet --------- ------ ------- ------------- ------ ------ 
Ki II menyf apkan dn ft surat J;,waban a tas laJ:oran pel11ksanaan 

30ment Draft s11rat 
wulanSKPI> eksekusl tek ifs 

------ --------- -------------- ------------ ------ --------- 
Ki bid memerlks1 draft surat untuk 

~ " ---- Drift surat 30men t Draft surat 
dt:andatan,1anl kepala Olnas 

--------------- ------ ------------ ------ 
SL rat Resml di ICJrlm ke pemoion yan1; ===] menpjuka, pem\Ol'onan pe11ambaha11 Surat resml lJam Tanda terlma surat 

atau penahapusan a cses Internet. 

-------------- ------- ------------ ------- 

SOP PERMOHONAN PEI\JAMl3AHAN ATAU PENGHAPUSAN AKUN AKSES INTERNET 
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1. Unda"'1- Undang Nornor 11 Tahun 2008 tentan 
2. Unda"'1-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentan 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2)12 ter 

Transaksi Elektronlk. 
4. Peratur:m Pemerintah Nomor 18 Tahun 2)16 ter 
5. Peratur:m Menteri Komunikasi dan lnformatika N 

Nornenl<latur Perangkat Da,nh Bklang K:>munik 

LANDASAN HUKIJM 

PE:MERINTAH DAERAH KABU 
DINAS KOMUNIKASI DAN 

NomorSOP : 

Tgl Pambuatan : 

Tgl Revlsl : 

Tgl Dlsahk11n : 

l>ATEN WONC)SOBO 
Dlaahkan Clleh : 

INFORMATIICA 
NamaSOP 59.PENANGANAN SERANGAN SIBER TERHADAP : 

DEMIL.ITARY ZONE (DMZ) JARINGAN 

URAIAN PROSEDUR 

n lnformasi dan Transaksi EJektronik. 
1. Pelapor rnembuat laporan ke C>inas Kominfo terkait serangan siber terhadap demilitary zone. Surat !~ Pemerintah Daerah, 

tang Penyelengga,aan Sistem dan didisposi,ikan ke Kabid untuk ditindaklanjuti. 

tang Perangkat Daerah. 2. Kabid m•mgambil keputusan .~akah serangan terhsdap demilitary zone benar-benar terjadi. ,lika 

omor 14 Tahun 20'16 tentang Pedoman lidak maka kabid akan mengi'lformasikan ke Kepala Dinas Kominfo bahwa laporan yang masuk 
asi dan lnformalika. bukan termasuk jeis serangan DMZ dengan alasan teknis ikut disertakan. Jika ya, maka dilijnjutlcan 

ke point). 

3. Kasi merencanakan rencana pengamanan dan menugaskan tim teknis untuk melakulcan 
pemben.,han dan update aplikasi (patching) dmz. 

4. Tim teknis melakukan pembenahan dan update aplikasl (patching) dmz dan melaporkan hasil11ya 
kepada Kasi. 

5. Kasi mernbuat dar1t laporan ke.iadian untuk diperiksa kepala bidang. 

6. Kabid m1:merika draft surat dari kasi untuk kemudian di tanda tangani oleh Kadis. 

7. Feedbac< diberikan kepada pelapor melalui email. 
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llt- 
Surat Permohonan 

ldo!ntilikasi seranga, slber tumadap t>MX SKI'D yang ell tanda 3 hart Disp,,sisl 

tangani Kepala SKPD 

------------ ------ ----- ------ ------ --------- 

r y Kepala Bidang melakuk,n 
2 

IC&bid men-.astibn tel'j1dinyd ser.ing.m 
Ha:.11 penge:ekan 30menit Kept tusan h.sil konfir'Tlasi teknis kepaca selurui1 siher tern.a :lap DM2. 

l 
team ,lan siste n penge olaan 

----- ------ --------- ------ ------ ------ ------ 
tc.si menyhpkan re,cana penpmanan dan 

m?nUgask.mteam teknls untuk rnela<ukan Keputusan 1:epala 
30menit Disp,>Sisi 3 

PE mbenahtn dan u :>date apilkasi da11 Bi dang 

keamanan DMZ (Pl tdling) 

------ ------ ------ --------- 
Stat teknls melakulc tn pitch ng. 

Laporan hasil J>Engaman;m uJanc dan pembenahar Disposisi Kepala Seksi 30menit 4 
security se::ara meryeluruh, dan pencnganan 

m-!lapo,b, hasllnya kepadc kepala !-eksl 

------ ------ ------ ------ ------ 
IC&sl menyi1J*an draft laponn kejadian 

t 
Lai,oran hai.il 

30 menit Draf1:surat s 
kepada IC.ej,ala Olnas rnelalu lcabid penanganan 

------ ------ ------ ------ 
IC& bid me,r,eriksa cnft surat dan 

--111114- ...._ 
Drnftsurat 30menit Nota Dinas 

6 m !Mndat.mpnl Notll Dinis l.lpcnn 

-J; kejaclan d~n pen1npnanny1 

------ ------ ------ ------ ------ --------- 

7 Feedback t e,kalt laJ- dart pelapor 

------ ------ ------ ------ 

SOP PENANGANAN SEHANGAN SIBE:R TERHADAP DEMILITARY ZONE (DMZ) JAR.INGAN 
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